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TINJAUAN BUKU


A. Deskripsi Singkat 
	Buku Ilmu Kewilayahan membahas tentang pentingnya mempelajari wilayah yang dimulai dengan konsep dan definisi wilayah, cara pandang terhadap wilayah/ teori-teori wilayah, konsep regionalisasi yang memperlihatkan pembagian wilayah menjadi wilayah homogen, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan. Selanjutnya membahas wilayah sebagai sebuah sistem, penerapannya di Indonesia, pengembangan wilayah, penentuan batas, dan analisis potensi wilayah.
B. Tujuan Pembelajaran 
Tabel 1. Tujuan Pembelajaran
	Bab
	Pokok Bahasan
	Tujuan Pembelajaran Umum

	1
	Pengantar
	Setelah mengikuti kuliah/uraian  materi ini pembaca dapat memahami perlunya mempelajari  ilmu kewilayahan serta landasan ilmu kewilayahan

	2
	Konsep-konsep
	Setelah mengikuti kuliah/uraian  materi ini pembaca dapat memahami Cara Pandang Wilayah, serta Konsep dan Definisi Wilayah, daerah, kawasan, dan regional 

	3
	Teori-teori Wilayah
	Setelah mengikuti kuliah/uraian  materi ini pembaca dapat memahami dasar pemikiran  perkembangan teori-teori wilayah

	4
	Regionalisasi/ Pewilayahan
	Setelah mengikuti kuliah/uraian  materi ini pembaca dapat memahami metode yang digunakan dalam regionalisasi, jenis-jenis wilayah, wilayah sebagai sebuah sistem, serta penerapannya di Indonesia

	5
	Penentuan Batas (Boundaries dan Frontier)
	Setelah mengikuti kuliah/uraian  materi ini pembaca  dapat memahami struktur wilayah, serta cara penentuan batas baik secara formal atau pun tidak formal

	6
	Pengembangan Wilayah
	Setelah mengikuti kuliah/uraian  materi ini pembaca  dapat memahami tujuan dan sasaran pengembangan wilayah, serta melihat wilayah dengan berbagai permasalahannya

	7
	Analisis Potensi Wilayah
	Setelah mengikuti kuliah/uraian  materi ini pembaca dapat memahami metode yang digunakan dalam menganalisis potensi wilayah


C. Peta Kompetensi


Gambar 1. Peta Kompetensi
BAB I
PENGANTAR ILMU KEWILAYAHAN


A. Pendahuluan
Setelah mengikuti pembahasan tentang Pengantar Ilmu Kewilayahan ini, praja diharapkan dapat : 
a. Menjelaskan apa itu  ilmu kewilayahan.
b. Menjelaskan pentingnya ilmu kewilayahan.
c. Menjelaskan landasan ilmu kewilayahan.
Ada beberapa pengertian wilayah atau kewilayahan yang terkait aspek keruangan yang harus dipahami terlebih dahulu. Konsep wilayah dalam proses penataan ruang harus meliputi konsep ruang sebagai ruang wilayah ekonomi, ruang wilayah social budaya, ruang wilayah ekologi, dan ruang wilayah politik. Wilayah itu sendiri adalah batasan geografis (deliniasi yang dibatasi oleh koordinat geografis) yang mempunyai pengertian/maksud tertentu atau sesuai dengan fungsi pengamatan tertentu.
Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi, di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi. Oleh karena kita membicarakan ruang dalam kaitannya dengan kepentingan manusia, perlu dibuat batasan bahwa ruang pada permukaan bumi adalah sejauh manusia masih bisa menjangkaunya atau masih berguna bagi manusia. 
Rustiadi, dkk, (2007) mencatat, jika diperhatikan sejarah perkembangannya, memang sudah lama ada upaya untuk mengangkat aspek-aspek wilayah dalam upaya memahami fenomena sosial maupun ekonomi. Dalam disiplin ilmu ekonomi (Nijkamp dan Mills, 1986), hal ini dapat dilihat misalnya dalam teori biaya komparatif (comparative cost theories) dan teori perdagangan internasional (international trade theories). Sebenarnya, cikal bakal ilmu kewilayahan telah melalui proses yang lama, seperti terlihat dalam buah karya Von Thunen (1942) tentang teori lokasi pertanian, Alfred Weber pada tahun 1909 tentang teori lokasi industry, Andreas Predohl di tahun 1925 yang mencoba mencari titik temu antara teori lokasi dengan teori keseimbangan umum dalam ilmu ekonomi, Hotelling di tahun 1929 tentang teori keseimbangan umum, August Losch (1940) tentang teori ekonomi klasik khusus untuk aktivitas produksi barang-barang industri, dan masih banyak lagi. Perkembangan teori-teori kewilayahan tersebut dibahas secara lebih runtut dan detail dalam Isard (1956).
Walaupun demikian, ilmu kewilayahan baru diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri ada sekitar pertengahan tahun 1950-an (Nijkamp dan Mills, 1986). Sejak itu, disiplin ilmu ini diterima secara luas sebagai kerangka analisis dalam mempelajari permasalahan lokasi dan alokasi dalam tatanan keruangan (geographical location-allocation problems). Pada awalnya, ilmu kewilayahan ini bersumber dari dua mazhab, yaitu regional economics (ekonomi wilayah) dan regional geography (geografi wilayah). Kalangan mazhab ekonomi wilayah, menganalisis keruangan dengan menganalogikan teori-teori ekonomi umum. Sebagai ilustrasi, hal ini terlihat pada permodelan dengan program linier (linier programming) untuk analisis transportasi, masalah substitusi ruang dalam teori-teori produksi neoklasik, analisis input-output antar wilayah dan sebagainya. Di lain pihak, kalangan mazhab geografi wilayah dalam penganalisaannya lebih mendasarkan pada sifat-sifat dasar keruangan secara geografis dan implikasinya terhadap evolusi spatio-temporal dari tatanan perekonomian yang kompleks. Sebagai ilustrasi, hal ini terlihat dalam permodelan pilihan diskrit (discrete choice models) untuk perilaku pemilihan ruang (spatial choice behavior), dan teori-teori evolusioner tentang inovasi dan dinamika keruangan. Walaupun demikian, pada tahap selanjutnya ilmu wilayah menjadi suatu disiplin ilmu yang luas cakupannya meliputi masalah-masalah perkotaan, perdesaan dan hubungan antar keduanya, masalah transportasi, dan masalah sumber daya alam. Oleh karenanya, suatu pendekatan terpadu yang dapat menyatukan antara pemahaman dari kedua mazhab tadi menjadi semakin dimungkinkan. 
Di Indonesia, pada awalnya kajian tentang wilayah sudah dirilis oleh Sutami (1977) dengan mulai memperkenalkan kepada kalangan perencanaan pembangunan dan penentu kebijaksanaan tentang wilayah pembangunan. Walter Isard (1975) menjelaskan bahwa ilmu wilayah mencoba menanggapi hal-hal yang selama ini kurang dijelaskan dengan memuaskan oleh cabang ilmu-ilmu yang lain. 
Untuk memenuhi kebutuhan ilmu-ilmu kewilayahan yang memasuki area kebijakan dan perencanaan, para ahli kewilayahan kemudian mengembangkan ilmu-ilmu yang lebih spesifik. Ilmu-ilmu kewilayahan yang dikembangkan tersebut seperti Perencanaan Wilayah (Regional Planning), Pembangunan Wilayah (Regional Development), Ekonomi Wilayah (Regional Economics) serta Perencanaan Kota (Urban Planning) dan Perencanaan Perdesaan (Rural Planning). 
Ilmu wilayah/kewilayahan (regional science) merupakan ilmu yang relatif baru, pada awal perkembangannya ilmu wilayah muncul sebagai suatu kritik terhadap ilmu ekonomi yang lazim (Neoclasical Economy) di tahun 1950-an, khususnya sejak dikemukakan oleh Walter Isard. Kritik ini timbul karena hingga masa itu teori ekonomi dianggap terlalu menyederhanakan permasalahan karena hanya melihat dari sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) secara agregat.  
Pendekatan tersebut dianggap terlalu menyederhanakan masalah ekonomi yang seolah mengabaikan aspek ruang. Pada dasarnya keberadaan komoditas sejumlah “Q” seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah, secara spasial tersebar tidak merata. Dari sisi permintaan, penyebaran jumlah dan keragaman penduduk di dalam ruang yang tidak merata berdampak pada permintaan barang/jasa yang tidak merata. Sedangkan dari sisi penawaran, penyebaran sumber daya termasuk sebaran kualitas lahan yang tidak merata berdampak pada pasokan barang yang tidak merata pula. Perbedaan komoditas yang tersebar di berbagai lokasi menimbulkan “cost” (biaya). Secara praktikal, kondisi sebenarnya ternyata jauh lebih kompleks dan lebih rumit karena berdimensi ruang. Limpahan (supply) dan permintaan setiap barang dan jasa berbeda-beda antar tempat, sehingga keseimbangan harga yang terbentuk juga berbeda-beda antar tempat. 
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Gambar 2.  Kurva Permintaan dan Kurva Penawaran Barang dan Jasa (Rustiadi, dkk., 2007)  
Ilmu wilayah mempertimbangkan aspek-aspek di atas dan aspek-aspek lingkungan lainnya sepanjang berkaitan dengan aspek lokasi, lokal, kota, desa atau wilayah. Ilmu wilayah membahas sejauh mana pengaturan-pengaturan perusahaan, konsumen dan lembaga.
Berdasarkan kritik-kritik tersebut, ilmu wilayah dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan terapan (applied science) baru dengan memasukkan dimensi ruang (lokasi) terhadap ilmu ekonomi menjadi ilmu baru. Dalam proses perkembangannya, “sense” ilmu ekonomi pada ilmu ini sangat menonjol. Hal ini sebenarnya mudah dipahami jika dilihat dari latar belakang para pelopor pengembangan ilmu ini yang merupakan pakar-pakar ilmu ekonomi, terutama Walter Isard. Karena itu pulalah dapat dipahami jika ilmu ini terutama sangat bias pada pendekatan-pendekatan kuantitatif karena kebanyakan pakar ekonomi yang mengembangkannya adalah juga pakar ekonometrik. Seperti halnya juga dalam ilmu ekonomi, ilmu wilayah melakukan analisis dengan pendekatan matematis atau model-model matematis atas data wilayah untuk menguji model dan hipotesis-hipotesis yang dikembangkan. Oleh karena itu pula penggunaan kata “science” menjadi dianggap penting. 
Ilmu kewilayahan adalah ilmu yang mempelajari wilayah terutama sebagai sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama ecosystem dengan subsistem utama social system, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu kesatuan wilayah guna pengembangan, termasuk penjagaan kelestarian wilayah tersebut (Sutami, 1977).
Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian wilayah adalah “ruang” yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
Berdasarkan pengertian undang-undang tersebut, ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam konsep wilayah, yaitu : pertama, di dalam wilayah ada unsur-unsur yang saling terkait yaitu ruang yang berfungsi lindung yang harus selalu dijaga keberadaannya dan ruang yang berfungsi budidaya sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk kelangsungan hidupnya, yang pada dasarnya keduanya tidak dapat hidup dan berkembang serta survive (keberlanjutan) sendiri-sendiri.  Kedua, adanya pengertian deliniasi fungsi berdasarkan koordinasi geografis (batasan berdasarkan titik-titik koordinat) yang deliniasinya bisa wilayah administrasi (pemerintahan) atau  wilayah fungsi tertentu lainnya. 
B. Pentingnya Ilmu Kewilayahan
1. Pentingnya dimensi wilayah dalam perencanaan pembangunan adalah diintroduksikannya konsep wilayah dalam analisis teoritik. Dimensi wilayah merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam menganalisis dan menentukan di mana (WHERE) suatu program atau proyek diletakkan dalam perencanaan pembangunan. Wilayah dikonotasikan dengan lokasi suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri atau pabrik, perusahaan, dan fasilitas pelayanan, dengan demikian pemilihan atau penentuan lokasinya akan berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan-kegiatan tersebut. Jika penentuan lokasinya dilakukan secara tepat, maka diharapkan kegiatan tersebut akan berlangsung secara produktif dan efisien, tetapi dapat pula sebaliknya yaitu pemilihan lokasi yang salah akan mengakibatkan kegiatan tersebut tidak produktif dan tidak efisien, oleh karena itu pemilihan lokasi dari setiap kegiatan usaha harus dipertimbangkan secara cermat dan tepat. Penentuan lokasi suatu industri atau unit produksi pada umumnya dikaitkan dengan lokasi sumber bahan mentah dan wilayah pasarnya (WHY). Kriteria yang digunakan dapat bermacam-macam (untuk menjawab HOW), misalnya biaya transportasi yang terendah, tersedianya sumber tenaga kerja dalam jumlah yang relatif banyak dan murah, tersedianya sumber daya air dan energi yang cukup besar, ataupun daya tarik lainnya berupa penghematan lokasional (locational economics) dan penghematan aglomerasi (agglomeration economics). Menurut salah satu teori lokasi yang dikemukan von Thunen (1826) yaitu berbagai jenis produksi pertanian seperti menghasilkan bahan pangan, susu, kehutanan dan sebagainya ditentukan oleh kaitan antara harga komoditas-komoditas yang dijual di pasar perkotaan dan jarak antara daerah produksi dengan pasar penjualan. Alfred Weber (1909) telah mengembangkan analisis penentuan lokasi optimum yaitu lokasi yang mempunyai biaya produksi terendah yang berarti orientasi transportasi dan orientasi tenaga kerja dianggap sebagai kekuatan lokasional primer, ia mengemukakan pula adanya kecenderungan aglomerasi lokasional yaitu menumpuknya berbagai industri di beberapa pusat saja dan tidak membentuk suatu pola persebaran yang merata di seluruh wilayah. Losch (1944) mengintroduksikan pengertian wilayah pasar, jaringan wilayah pasar, dan sistem wilayah pasar, prasarana transportasi dianggap merupakan unsur pengikat wilayah-wilayah pasar; dan perusahaan-perusahaan akan memilih lokasinya di mana terdapat permintaan maksimum. Isard (1960) telah menekankan pentingya kedudukan pusat-pusat urban tingkat nasional (metropolis) dalam kaitannya dengan aglomerasi industri. 
Dalam studi pembangunan wilayah, peranan tata ruang wilayah, wilayah ditinjau dari perkembangan historis telah mengalami perubahan dan pertumbuhan. Beberapa kasus spasial (tata ruang wilayah) dapat dikemukan seperti terjadinya pemusatan kegiatan-kegiatan industri (aglomerasi) dan urbanisasi ke kota-kota besar, terbentuknya pasar-pasar dan pusat-pusat baru yang menimbulkan perubahan dalam wialyah pengaruh atau wilayah pelayanan (pemasaran), antara kota dan wilayah pedesaan terdapat keterkaitan yang makin erat, satu sama lain saling melengkapi, dan mungkin pula perlu dilakukan penyempurnaan dalam pembagian wilayah pembangunan (development region) secara menyeluruh. Kasus-kasus di atas merupakan topik-topik pembahasan penting dan menarik perhatian karena mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap penataan dan pemanfaatan tata ruang wilayah, baik secara regional maupun secara nasional.
2.  	Latihan 
1) Apa yang saudara pahami tentang wilayah dan ilmu kewilyahan?
2) Apa pengertian wilayah menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang? Berikan contoh implementasinya.
3) Mengapa peranan ilmu kewilayahan dalam pembangunan dianggap penting.
3.  	Kesimpulan (Rangkuman)
Konsep wilayah dalam proses penataan ruang harus meliputi konsep ruang sebagai ruang wilayah ekonomi, ruang wilayah sosial budaya, ruang wilayah ekologi, dan ruang wilayah politik. Wilayah itu sendiri adalah batasan geografis (deliniasi yang dibatasi oleh koordinat geografis) yang mempunyai pengertian/maksud tertentu atau sesuai dengan fungsi pengamatan tertentu. Ilmu kewilayahan mencakup dua mazhab ilmu yaitu regional economic dan regional geography. Regional economic (ekonomi regional/wilayah) membahas ekonomi atau perkonomian dikaitkan dengan wilayah karena sumber daya perekonomian tidak sama di setiap wilayah, tidak seragam dan tersebar tidak berkumpul di suatu wilayah sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas suatu kegiatan. Jadi ekonomi wilayah menganalisis keruangan dengan menganalogikan teori-teori ekonomi umum. Geografi regional/wilayah dalam penganalisaannya lebih mendasarkan pada sifat-sifat dasar keruangan secara geografis dan implikasinya terhadap evolusi spasio-temporal dari tatanan perekonomian yang kompleks. 
Ilmu wilayah/kewilayahan (regional science) merupakan ilmu yang relatif baru, pada awal perkembangannya ilmu wilayah muncul sebagai suatu kritik terhadap ilmu ekonomi yang lazim (Neoclasical Economy) di tahun 1950-an, khususnya sejak dikemukakan oleh Walter Isard. Kritik ini timbul karena hingga masa itu teori ekonomi dianggap terlalu menyederhanakan permasalahan karena hanya melihat dari sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand) secara agregat.
Peran ilmu kewilayahan sangat penting dalam pembangunan dalam menentukan suatu lokasi kegiatan, menentukan batas suatu wilayah dan sebagainya. Dimensi wilayah merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam menganalisis dan menentukan di mana (WHERE) suatu program atau proyek diletakkan dalam perencanaan pembangunan. Penentuan lokasi suatu industri atau unit produksi pada umumnya dikaitkan dengan lokasi sumber bahan mentah dan wilayah pasarnya (WHY). Kriteria yang digunakan dapat bermacam-macam (untuk menjawab HOW), misalnya biaya transportasi yang terendah, tersedianya sumber tenaga kerja dalam jumlah yang relatif banyak dan murah, tersedianya sumber daya air dan energi yang cukup besar, ataupun daya tarik lainnya berupa penghematan lokasional (locational economics) dan penghematan aglomerasi (agglomeration economics).
4. 	Test Formatif
1) Ilmu wilayah merupakan ilmu baru yang merupakan kritik dari keberadaan ilmu ekonomi, mengapa demikian?
A. Ilmu ekonomi melihat persoalan permintaan dan penawaran barang dan jasa.
B. Permintaan dan penawaran barang dan jasa dipengaruhi oleh kebutuhan manusianya.
C. Limpahan (supply) dan permintaan setiap barang dan jasa berbeda-beda antar tempat, sehingga keseimbangan harga yang terbentuk juga berbeda-beda antar tempat.
D. Tidak ada yang  benar
2)  Ilmu wilayah merupakan ilmu interdisiplin, yaitu mencakup tidak hanya aspek sosial dan ekonomi saja, tetapi berbagai interaksi antara komponen wilayah dalam suatu ruang. Komponen apa saja yang dibahas dalam ilmu kewilayahan  selain hal itu
A. Geologi, ekonomi, kelembagaan dan politik.
B. Geografi, ekonomi, kelembagaan dan politik.
C. Geobiofisik, ekonomi, kelembagaan dan politik.
D. Biologi, ekonomi, kelembagaan dan politik
3) Ilmu kewilayahan berperan dalam pembangunan daerah karena dapat menentukan di mana suatu kegiatan/proyek harus ditempatkan. Apa alasan yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu kegiatan/proyek tersebut?
A. Efektivitas dan efisiensi proyek.
B. Mendekatkan kegiatan/proyek pada sumberdaya alam/buatan, sumberdaya manusia dan lokasi pemasarannya. 
C. Strategis dalam melaksanakan kegiatan/proyek tersebut.
D. Semua jawaban benar
4) Analisis penentuan lokasi optimum yaitu lokasi yang mempunyai biaya produksi terendah yang berarti orientasi transportasi dan orientasi tenaga kerja dianggap sebagai kekuatan lokasional primer, dicetuskan pertama kali oleh…
A. Von Thunen
B. Walter Isard
C. Alfred Weber
D. Nijkamp dan Mills
5) Penentuan lokasi suatu industri atau unit produksi pada umumnya dikaitkan dengan lokasi sumber bahan mentah dan wilayah pasarnya. Kriteria yang digunakan dapat bermacam-macam, kecuali… 
A. Biaya transportasi terendah 
B. Tersedianya sumber tenaga kerja dalam jumlah yang relatif banyak dan murah 
C. Tersedianya sumber daya air dan energi yang cukup besar 
D. Adanya cagar budaya
C. Landasan Ilmu Kewilayahan
Landasan ilmu kewilayahan didasarkan pada adanya keberagaman sumber daya fisik, keberagaman sumber daya manusia dan keberagaman sumber daya produksi. 
1. Sumber daya Fisik 
Sumber daya fisik, baik yang alami (sumber daya alam) dan yang buatan (sumber daya buatan) serta kondisi fisik lingkungan. Keberadaan sumber daya fisik tersebut mempunyai peranan penting; Pertama, efisiensi dan produktivitas dapat dipenuhi dengan adanya alokasi sumber daya fisik wilayah dilakukan secara tepat, sehingga peruntukan berbagai kawasan dapat sesuai dengan kemampuan dan kesesuaiannya. Oleh karena itu, peruntukan kawasan budidaya pertanian misalnya, haruslah dilakukan pada lokasi yang tepat (teori lokasi), serta harus ditunjang oleh kemampuan dan kesesuaian fisik lahan yang cukup.
Kedua, unsur fisik dapat memenuhi tujuan keadilan dan keberimbangan hanya jika alokasi sumberdaya fisik dapat bermanfaat bagi wilayah yang bersangkutan dan memberikan dampak positif bagi wilayah di sekitarnya. Dalam hal ini, disparitas antar wilayah dapat dikurangi bila sumberdaya yang terdapat pada wilayah yang tertinggal dapat dialokasikan dan memberikan manfaat pada wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian, fenomena seperti backwash effect dan lingkaran perangkat kemiskinan (the visious circle) dapat dihindari oleh wilayah yang tertinggal.     
Ketiga, tujuan untuk menjaga keberlanjutan (sustainability), hanya mungkin dicapai bila alokasi sumber daya fisik wilayah dilakukan dengan cara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, unsur fisik penataan ruang harus diperlakukan sesuai dengan daya dukung, daya tampung dan potensi wilayah. 
Secara umum sumber daya alam diklasifikasikan atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources) dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (sumber daya stok) bersifat exhaustable seperti logam, minyak bumi, mineral, dan gas adalah sumber daya dengan supply terbatas. Eksploitasi sumber daya ini akan menurunkan cadangan dan ketersediaanya. 
Sumber daya yang dapat diperbaharui atau disebut juga sebagai “flow”, yakni sumber daya yang supply-nya dapat mengalami regenerasi secara terus menerus baik secara biologi maupun non biologi. Sumber daya alam ini benar-benar supply-nya tidak terbatas (infinite) dan ada juga yang bersifat dapat diperbaharui sepanjang laju pemanfaatannya tidak melampaui titik kritis pemanfaatan sepeti sumber daya alam dapat diperbaharui melalui proses biologi (ikan, hutan, dan lain-lain) dan non biologi (air dari mata air, situ, dan lain-lain).
Setiap proses produksi dan konsumsi sumber daya alam selalu menghasilkan limbah  (waste)  (Ingat hukum Termodinamika). Sebagian limbah produksi/konsumsi dapat menjadi sumber daya yang dapat dipakai kembali sebagai input dan masuk ke proses produksi (industri) atau kembali ke lingkungan alam. Namun ada juga limbah masih memerlukan upaya pendauran menjadi residual yang dapat didaur secara alamiah. Berbagai sumber daya alam tersebut bersifat melekat dengan posisi/lokasi di atas permukaan bumi. Oleh karena itu, inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam memerlukan pendekatan geografik serta memerlukan pendekatan dan analisis spasial. Dalam pengelolaan sumber daya alam, pendekatan pembangunan yang berkelanjutan memenuhi tiga kriteria keberlanjutan sebagaimana dideskripsikan dalam gambar berikut. 
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Gambar 3.  Keterkaitan antar Sumber daya Alam dengan Aktivitas Ekonomi (Anwar, 2005 dalam Rustiadi, 2007) 








Tabel 2.  Kriteria Pemanfaatan Sumberdaya Alam Berkelanjutan 
	Komponen 
	Kriteria Pemanfaatan Berkelanjutan

	Sumberdaya alam dapat diperbaharui
	Laju ekstraksi/pemanenan tidak melebihi laju regenerasinya

	Sumberdaya alam tidak dapat diperbaharui
	Laju ekstraksi/pemanenan tidak melebihi laju kemampuan produksi substitusinya

	Limbah 
	Laju produksi tidak melebihi laju pemanfaatan kembali oleh aktivitas (industri) lain dan laju pendaurannya


Sumber : Rustiadi, dkk. (2007)
Sumber daya buatan, pemanfaatannya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dan sosiokultur. Salah satu infrastruktur yang terpenting adalah jalan. Nilai suatu lahan dalam infrastruktur tidak semata-mata ditentukan oleh kesuburan (fertility) dan sustainability/ capability tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor lokasi terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas. Sosiokultur adalah kemampuan masyarakat untuk mengorganisasikan diri pada organisasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. 
Infrastruktur itu sendiri dapat dipilah menjadi tiga bagian besar (Basri, Faisal dan Haris Munandar, 2009) sebagai berikut :
1) Infrastruktur keras fisik (physical hard infrastructure) yang meliputi jalan raya, rel kereta api, bandara, dermaga dan pelabuhan, bendungan dan saluran irigasi, dan sebagainya.
2) Infrastruktur keras nonfisik (nonphysical hard infrastructure) yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air bersih berikut instalasi pengolahan air dan jaringan pipa penyaluran; pasokan listrik; jaringan telekomunikasi (telepon, internet); dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel, dan gas berikut jaringan pipa distribusinya.
3) Infrastruktur lunak (soft infrastructure) atau yang bisa disebut kerangka institusional (kelembagaan) yang meliputi berbagai nilai (termasuk etos kerja), norma (khususnya yang telah dikembangkan dan dikodifikasikan menjadi peraturan hukum dan perundang-undangan), serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait khususnya pemerintah. 
Ketiga jenis infrastruktur tersebut memainkan peranan vital karena ketiga-tiganya merupakan wahana sekaligus instrumen guna menggerakkan “mesin” perekonomian nasional. Infrastruktur merupakan penentu kelancaran dan akselerasi pembangunan. Tersedianya fasilitas infrastruktur akan merangsang pembangunan di suatu daerah atau negara. Semakin cepat dan besar pembangunan ekonomi yang hendak digerakkan, semakin banyak fasilitas infrastruktur yang diperlukan. Tanpa ketersediaan infrastruktur yang memadai, dapat dipastikan suatu kegiatan ekonomi atau pembangunan pada umumnya akan berjalan tersendat-sendat. Dalam beberapa literatur kita telah mengetahui betapa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas positif tinggi. Artinya, pengadaan suatu infrastruktur akan sangat mempengaruhi secara positif (mendukung) perkembangan berbagai sektor ekonomi lainnya. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur jelas mengakibatkan pemanfaatan potensi dan sumberdaya ekonomi menjadi tidak optimal, bahkan sulit berkembang hingga ke taraf yang diharapkan. 
Selanjutnya Rustiadi, dkk., (2007) mengatakan sosiokultural dapat terlihat dengan adanya kelembagaan (institution), sebagai aturan main (rule of game) dan organisasi, yang berperan dalam mengatur penggunaan/alokasi sumberdaya secara efisien, sumberdaya merata dan berkelanjutan (sustainable). Langkah awal guna mencapai efisiensi dalam alokasi sumberdaya yang optimal adalah perlunya pembagian pekerjaan (division of labour), sehingga setiap pekerja dapat bekerja secara profesional dengan produktivitas yang tinggi. Pembagian pekerjaan selanjutnya akan mengarah pada spesialisasi ekonomi, sedangkan spesialisasi yang berlanjut akan mengarah kepada peningkatan efisiensi dengan produktivitas yang semakin tinggi. Sebagai hasil dari pembagian pekerjaan dan spesialisasi pada sistem ekonomi maju sering mengarah pada keadaan di mana orang-orang menjadi hampir tidak mampu lagi berdiri sendiri. Dalam arti, mereka tidak dapat menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan untuk kehidupannya (konsumsinya) sehingga pemenuhan kebutuhannya diperoleh dari orang/pihak lainnya yang berspesialisasi melalui pertukaran (exchange atau trade) yang dalam ekonomi disebut transaksi ekonomi. 
Barang dan jasa tersebut akan dapat dipertukarkan apabila hak-hak (property right) dapat ditegaskan, sehingga dapat ditransfer kepada pihak lain. Agar transaksi ekonomi tersebut dapat berlangsung, perlu adanya koordinasi antar berbagai pihak dalam sistem ekonomi, yang sekaligus juga mencakup “aturan representasi” dari pihak-pihak yang berkoordinasi tersebut. Pada dasarnya ada dua bentuk koordinasi utama yaitu koordinasi untuk keperluan : (1) transaksi melalui sistem pasar, di mana harga-harga menjadi panduan dalammengkoordinisikan alokasi sumberdaya tersebut; (2) transaksi tersebut dilakukan dalam sistem organisasi-organisasi yang berkirarkhi di luar sistem pasar (extra market institution), di mana wewenang kekuasaan (power)/otoritas berperan sebagai koordinasi dalam mengatur alokasi sumberdaya tersebut.
2. Sumberdaya Manusia 
Sumberdaya manusia, indikator operasionalnya antara lain pengetahuan, ketrampilan, kompetensi, etos kerja/sosial, pendapatan/produktivitas, kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI). Sumberdaya manusia merupakan fokus tujuan dari semua kegiatan yang ada; pembangunan ekonomi, pembangunan fisik dan sebagainya yang telah dilaksanakan, tanpa adanya kesiapan dari manusianya sendiri maka pembangunan tersebut akan berakhir sia-sia. Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (a process of enlarging people’s choice). Pada konsep itu manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end), bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat oleh model formal modal manusia (human capital formation) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu produktivitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan. Perhatian pembangunan bukan hanya pada upaya untuk meningkatkan kapabilitas manusia (melalui intervensi masyarakat) saja, tetapi juga pada upaya-upaya pemanfaatan kapabilitas tersebut secara penuh. 
Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak hanya empat hal tersebut. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi, dan sosial, sampai kepada kesempatan untuk menjadi kreatif dan produkrif, serta menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jaminan hak-hak azasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia mempunyai dua sisi. Sisi pertama berupa formasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf  kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan. Sisi yang lain adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi tidak seimbang maka hasilnya adalah masyarakat yang frustasi. 
Pembangunan menghendaki terjadinya peningkatan kualitas hidup penduduk ang lebih baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumberdaya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Azas pemerataan merupakan salah satu prinsip pembangunan manusia. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk dilakukan pemerintah melalui pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang program pembangunannya dirancang untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar. 
Dengan demikian, pembangunan manusia mencakup dimensi yang sangat luas. Pengukuran pencapaian hasil pembangunan manusia di suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran ideal. UNDP sejak 1990 menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang merupakan indikator komposist tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu ialah (1) tingkat kesehatan yang tercermin dengan umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup; (2) berpengetahuan dan berketrampilan, serta (3) akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. 
Ada juga yang mengembangkan konsep pembangunan manusia yang memperhatikan produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan dan ditambah pilihan-pilihan seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai pada kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jaminan hak-hak azasi manusia. Jauh lebih luas daripada teori-teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumberdaya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses peoduksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (beneficiaries) bukan sebagai agen perubahan dalam pembangunan. Pendekatan kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup. 
Namun demikian, pembangunan ekonomi atau lebih tepat pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitasnya dan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja. Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia bersifat timbal-balik. Artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia. Sukar dibayangkan ada negara yang dapat menjalankan pembangunan manusia yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pendekatan SDM merupakan penegasan adanya alasan ekonomis (economic reasons)  dari pembangunan manusia yang keabsahannya terus ditunjang oleh bukti-bukti empiris. Akan tetapi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara empiris terbukti tidak bersifat otomatis. Artinya, banyak negara (atau wilayah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat tanpa diikuti oleh pembangunan manusia yang seimbang. Sebaliknya, banyak pula negara yang emngalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat sedang tetapi terbukti dapat meningkatkan kinerja pembangunan manusia secara mengesankan. Bukti empiris ini tidak berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksana pemerintahan untuk merancang kebijakan yang mantap, sehingga hubungan keduanya saling memperkuat. 
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui dua macam jalur. Jalur pertama melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran itu merupakan indikasi besarnya komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Jalur kedua adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggotanya, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegitan lain yang serupa. 
Selain pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga, hubungan antara kedua variabel itu berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini penting, karena sesungguhnya, penciptaan lapangan kerja merupakan “jembatan utama” yang mengkaitkan antara keduanya (UNDP. 1996:87).
Melalui upaya pembangunan manusia, kemampuan dasar dan ketrampilan tenaga kerja termasuk petani, pengusaha, dan manajer diharapkan akan meningkat. Mereka yang bekerja akan terlibat dalam proses produksi di mana hal itu ditentukan oleh banyaknya kesempatan kerja yang tersedia (employment) sebagai hasil pembangunan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang melakukan proses produksi menentukan besarnya volume Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDRB. 
Semakin tinggi pendidikan, kesehatan, dan keamanan pekerja dianggap mencerminkan kualitas modal manusia yang baik. Apabila kualitas modal manusia semakin baik, maka berpengaruh pada peningkatan produktivitas pekerja, semakin tinggi kualitas modal manusia akan semakin tinggi pula tingkat produksi. Jumlah dan kualitas pekerja yang meningkat dan jika terlibat sebagai faktor produksi dengan menghasilkan output yang baik akan mempercepat peningkatan pembangunan. 
Program Pembangunan PBB (UNDP, United Nations Development Program) yang fokus pada aspek-aspek “pembangunan manusia” (human development) membuat klasifikasi yang mencakup variabel-variabel nonekonomi seperti usia harapan hidup, tingkat kematian bayi, dan capaian pendidikan, di samping variabel-variabel pokok ekonomi seperti angka pendapatan per kapita. Maka disusunlah indeks baru yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (HDI, Human Developmen Index). IPM ini mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. IPM adalah suatu ringkasan dan bukan ukuran komprehensif dari pembangunan manusia. 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara/daerah dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu : lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek hurup penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidupnya diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli (PPP, Purchasing power parity) dari mata uang domestik di masing-masing negara guna lebih mencerminkan besar kecilnya biaya hidup dan juga untuk menyesuaikan dengan fakta menyusutnya utilitas marginal pendapatan di atas tingkat pendapatan dunia. Nilai indeks berkisar antara 0 – 1 di mana 0 (prestasi pembangunan manusia terendah) dan satu (kinerja pembangunan manusia tertinggi) (Todaro, 1998). 
IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal sebagai berikut (TKPK, 2007; Basri, Faisal dan Haris Munandar, 2009) : 
1) Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. IPM diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan sebuah negara/daerah, bukannya pertumbuhan ekonomi. 
2) Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu daerah/negara : bagaimana dua daerah/negara yang pendapatan per kapita sama dapat memiliki IPM yang berbeda. Contohnya : tingkat pendapatan per kapita antara Cina (US$ 370) dan Indonesia (US$ 610), namun harapan hidup dan angka melek huruf antara keduanya sangat berbeda, sehingga Cina memperoleh nilai IPM yang lebih tinggi (0,644) daripada Indonesia (0,586) (laporan UNDP 1994). Laporan UNDP tahun 1999, Indonesia berada di urutan 107 (tahun 1997 urutan 77) dari 174 negara di dunia termasuk kelompok menengah dalam melaksanakan pembangunan manusia. Singapura urutan 22, Brunei Darussalam 25, dan Filipina di 77, termasuk kelompok pembangunan manusia tinggi. Tahun 2007 peringkat Indonesia belum beranjak, IPM Indonesia 0,728 (peringkat 107)  dan Cina 0,777 (peringkat 81). 
3) Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi--provinsi, di antara gender, kesukuan dan kelompok sosial-ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya. 
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                                  INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(Sumber : Buku Panduan Konggres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia, Menko Kesra dan TKPK, 2006 dalam TKPK 2007)
Gambar 4.  Perhitungan IPM
Indikator pembangunan lain dikenalkan oleh Morris D. Morris (Todaro, 1998) yang berhasil merumuskan sebuah indeks gabungan baru yang disebut Indeks Kualitas Hidup Fisik (PQLI, Physical Quality of Life Index). Ada tiga indikator yaitu, tingkat harapan hidup pada satu tahun, tingkat kematian bayi dan tingkat melek huruf yang digunakan untuk membentuk indeks gabungan yang relatif sederhana. Berdasarkan setiap indikator tersebut, kinerja setiap negara diperingkatkan pada skala antara 1 hingga 100, di mana angka 1 melambangkan kinerja terburuk sedangkan angka 100 melambangkan kinerja terbaik.  Untuk kinerja harapan hidup, batas atas (upper limit) seratur ditetapkan 77 tahun (ini telah dicapai Swedia di tahun 1973), sedangkan batas bawah (lower limit) satu ditetapkan 28 tahun (ini merupakan tingkat harapan hidup terendah yang dapat ditemukan di Gueinea-Bissau pada tahun 1950). Antara batas atas dan bawah itulah, tingkat harapan hidup setiap negara diperingkatkan dengan skor satu hingga seratus. Sebagai contoh, jika suatu negara memiliki harapan hidup 52 tahun atau pada pertengahan antara batas atas 77 tahun dan bawah 28 tahun, maka negara tersebut akan memperoleh skor 50. Demikian juga untuk tingkat kematian bayi, batas atasnya adalah 9/1.000 kelahiran (ini juga dicapai Swedia di tahun 1973), sedangkan batas bawahnya adalah 229/1.000 kelahiran (Gabon, 1950). Adapun tingkat melek huruf yang diukur berdasarkan angka presentase satu hingga seratus, dapat dihitung secara langsung. Jika kinerja suatu negara dalam tingkat harapan hidup,  tingkat kematian bayi dan tingkat melek huruf telah diperingkatkan pada skala antara satu hingga seratus, maka indeks gabungan untuk negara tersebut dapat dihitung dengan       merata-ratakan ketiga skor peringkatnya.  
3. Sumberdaya Produksi
Dalam model produksi, output barang dan jasa bergantung pada (1) jumlah input, yang disebut faktor-faktor produksi, dan (2) kemampuan untuk mengubah input menjadi output. Faktor produksi (factors of production) adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Input tersebut menyangkut segala macam input mulai dari sumber daya manusia, bahan mentah yang digunakan, dan teknologi. Dua faktor produksi yang paling penting adalah modal dan tenaga kerja. Modal adalah seperangkat sarana yang dipergunakan oleh para pekerja : derek para pekerja bangunan, kalkulator akuntan, komputer untuk penulis dan sebagainya, termasuk bahan mentah yang digunakan dalam produksi. Tenaga kerja adalah waktu yang dihabiskan untuk bekerja. Faktor produksi yang digunakan sepenuhnya, artinya tidak ada sumber daya yang terbuang. Teknologi produksi (fungsi produksi) yang akan menentukan berapa banyak output/keluaran diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu (Todaro, 1998).
Jadi sumber daya produksi adalah modal dan tenaga kerja. Karena tenaga kerja telah masuk pada bahasan sumber daya manusia, maka sumber daya produksi yang akan dibahas secara singkat adalah sumberdaya modal. Sumber daya modal seperti mesin-mesin, pabrik, jalan raya, mobil dan lainnya serta tingkat teknologi yang tepat, seperti pengetahuan, rekayasa, manajemen, kewirausahaan dan lainnya. Sumberdaya modal atau produksi yang merupakan input yang akan digunakan untuk menghasilkan output. 
Guna meningkatkan produktivitas untuk kegiatan apa saja adalah dengan cara menggunakan input tertentu untuk menghasilkan banyak output; atau dengan menghasilkan output dalam jumlah banyak dan kualitas tertentu dengan cara menggunakan input sesedikit mungkin merupakan cita-cita setiap perekonomian. Syarat yang harus dipenuhi adalah daerah (pemerintah bersama seluruh warga masyarakat) harus selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah masukan (input) yang berkualitas yang digunakan dalam setiap kegiatan. Tidak ada artinya kalau input yang digunakan hanya bertambah tetapi dalam arti kuantitas saja dan tidak dalam kualitas.  
Lingkungan sebagai sumber bahan mentah yang akan diolah di setiap sektor kegiatan, sebagai sumber kesenangan dan rekreasi, serta sebagai tempat asimilasi limbah secara alami harus dipertahankan kualitas maupun kuantitasnya demi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya jangan sampai daya tampung lingkungan dalam menerima limbah dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi tidak lagi mencukupi sehingga akan tercipta pencemaran lingkungan. Dengan adanya pencemaran lingkungan kesehatan manusia kan menurun dan produktivitasnya juga menurun. Di samping itu kalau terpaksa pemerintah daerah harus mengolah limbah masyarakat, ini berarti pengurangan dana dan daya yang seharusnya dapat digunakan untuk menaikkan produksi barang dan jasa yang berkualitas tinggi terpaksa harus dialihkan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan (Adisasmita, 2008).
4.   	Latihan 
1)  Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources) dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources)? Sebutkan masing-masing contohnya.
2)  ”Sumber daya manusia merupakan fokus tujuan dari semua kegiatan yang ada”. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Sebutkan indikator operasional dari sumber daya manusia.
3)  Apa yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI, Human Developmen Index)? Bagaimana cara mengukurnya? Apa kegunaan dari nilai IPM bagi pemerintah?
4)  Apa yang dimaksud dengan Indeks Kualitas Hidup Fisik (PQLI, Physical Quality of Life Index)? Sebutkan indikator-indikatornya.
5)  Apa yang dimaksud dengan faktor produksi? Sebutkan indikator-indikatornya, dan berikan contoh nyata.
5.   Kesimpulan (Rangkuman)
Landasan ilmu kewilayah didasarkan pada adanya keberagaman sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya produksi. Sumber daya fisik meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang di setiap wilayah/daerah tidak seragam adanya. Begitu juga sumberdaya manusia yang indikatornya seperti pengetahuan, ketrampilan, kompetensi, etos kerja/sosial, pendapatan/produktivitas, kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) di setiap daerah/wilayah tidak seragam kualitas dan kuantitasnya. Sumberdaya produksi merupakan input dari produksi (output) yang berupa modal dan tenaga kerja yang keberadaannya tidak seragam di setiap wilayah/daerah. Modal yang dimaksud seperti mesin-mesin, pabrik, jalan raya, mobil dan lainnya serta tingkat teknologi yang tepat, seperti pengetahuan, rekayasa, manajemen, kewirausahaan dan lainnya. Lingkungan juga merupakan sumber daya modal karena dapat menampung limbah semua kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, jadi perlu dijaga keberadaannya baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
6.  Test Formatif 
1) Dua faktor produksi yang paling penting adalah ...
A. Modal dan tenaga kerja
B. Modal dan kesempatan
C. Tenaga kerja dan kesempatan
D. Modal dan lingkungan hidup
2) Berikut ini adalah tiga indikator untuk mengukur Indeks Kualitas Hidup Fisik (PQLI, Physical Quality of Life Index), kecuali… 
A. Kekayaan, kesejahteraan, dan keamanan
B. Tingkat harapan hidup pada satu tahun, tingkat kematian bayi dan tingkat melek huruf
C. Tingkat kematian bayi, tingkat kematian ibu, dan tingkat kesejahteraan masyarakat
D. Tingkat melek huruf, jumlah wajib belajar, dan tingkat harapan hidup
3) Berdasarkan data Tahun 2007, peringkat IPM Indonesia dibandingkan dengan dengan Cina adalah...
A. Lebih tinggi
B. Lebih rendah
C. Sama saja
D. Tidak dapat ditentukan 
4)  Berikut ini merupakan bagian dari Infrastruktur, kecuali...
A. Infrastruktur keras fisik (physical hard infrastructure)
B. Infrastruktur keras nonfisik (nonphysical hard infrastructure)
C. Infrastruktur lunak (soft infrastructure)
D. Infrastruktur keras (hard infrastructure)
5) Berikut ini adalah kegunaan diketahuinya nilai IPM di suatu negara atau daerah.
A. Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia
B. Untuk mengetahui tingkat kemiskinan suatu negara atau daerah
C. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau daerah
D. Untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam pembangunan
D. Kunci Jawaban Test Formatif
Pentingnya Ilmu Kewilayahan
1. C
2. B
3. B
4. C
5. D
Landasan Ilmu Kewilayahan
1. A
2. B
3. B
4. D
5. A
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BAB II 
KONSEP-KONSEP DAN DEFINISI KEWILAYAHAN


A. Pendahuluan
Setelah mempelajari materi kuliah ini, diharapkan pembaca dapat memahami dan dapat menjelaskan tentang : 
1. Apa yang dimaksud dengan ruang.
2. Bagaimana cara pandang wilayah.
3. Konsep dan definisi wilayah, sehingga dapat membedakan apa itu wilayah, daerah, dan kawasan.
Apabila kita menyebut kata ruang, apa yang terbayang dalam benak kita. Apakah ruang itu abstrak atau riil. Kalau abstrak apakah hanya ada dalam khayalan atau bisa lebih konkrit dari itu, sedangkan kalau riil maka ruang itu mempunyai batas yang jelas dan ciri-ciri yang berbeda antara ruang yang satu dengan ruang lainnya. Ruang bisa berarti sangat sempit tetapi juga bisa juga sangat luas tak terhingga. Kita bisa membayangkan bahwa ruang hanya sesuatu yang hampa tetapi memakan tempat atau yang terbayang adalah isi yang ada pada ruang tersebut, yang tentunya berbeda antara satu ruang dengan ruang lainnya. Semua benda membutuhkan ruang sehingga salah satu ciri yang membedakan benda adalah luas ruang yang dibutuhkan oleh benda itu. Dengan demikian, ruang adalah tempat untuk suatu benda/kegiatan atau apabila kosong bisa diisi dengan suatu benda/kegiatan. Dalam hal ini kata “tempat” adalah berdimensi tiga dan kata benda/kegiatan berarti benda/kegiatan apa saja tanpa batas. Kegunaan ruang menjadi terbatas apabila diberi ciri/karakter tambahan. Misalnya, ruang kelas yang berarti berisi benda ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kelas, ruang tamu berisi benda ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan menerima tamu, dan lain-lain. Tanpa ruang maka suatu benda/kegiatan tidak mungkin berada di sana. Dalam bahasa Inggris, padanan kata ruang adalah space (spasial). Menurut Kamus Webster (Tarigan, 2009), space dapat diartikan dengan berbagai cara, di sini dikutip dua cara : 
1) The three dimensional contoinous expanse extending in all directions and containing all matter : variously thought of as boundless or intermediately finite.
2) Area or room sufficient for or alloted to something.  
Kamus Random House (Tarigan, 2009) menulis, space : a particular extent of surface. Dengan demikian, secara umum ruang diartikan dengan tempat berdimensi tiga tanpa konotasi yang tegas atas batas dan lokasinya yang dapat menampung  atau ditujukan untuk menampung benda apa saja. Sebetulnya ada tiga kata yang sering bisa dipertukarkan, yaitu ruang, tempat dan lokasi. Di antara ketiga kata ini, ruang adalah yang bersifat umum, tidak terikat dengan isi maupun lokasi. Tempat seringkali dikaitkan dengan keberadaan suatu benda/kegiatan yang telah ada/sering ada di situ. Lokasi terkait dengan posisi apabila di permukaan bumi bisa ditentukan bujur dan lintangnya. Lokasi sering terkait dengan pemberian nama atau karakter atas sesuatu tempat sehingga dapat dibedakan lokasi yang satu dengan lokasi lainnya. Karena ruang bisa menyangkut apa saja yang membutuhkan tempat, maka harus ada batasan tentang ruang yang ingin dibicarakan. Dalam hal ini yang ingin dibicarakan adalah ruang sebagai wilayah. 
Sementara itu, pengertian ruang menurut Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dengan pengertian ruang tersebut, maka ada ruang untuk kegiatan manusia melakukan kegiatannya (budidaya) dan ada ruang untuk kelangsungan hidup makhluk lain yang harus dipelihara, dijaga, dan bahkan dilindungi agar kehidupannya biasa tetap berlangsung (ruang yang harus dilindungi). 
B. Cara Pandang Wilayah
1.  Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian permukaan bumi adalah menunjuk ada tempat atau lokasi yang dilihat secara horizontal dan vertikal. Jadi di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi, dan yang ada di atas permukaan bumi. Karena kita membicarakan ruang dalam kaitannya dengan kepentingan manusia, perlu dibuat batasan bahwa ruang pada permukaan bumi itu adalah sejauh manusia masih bisa menjangkaunya atau masih berguna bagi manusia. Menurut Glasson (1974) ada dua cara pandang yang berbeda mengenai wilayah, yaitu subyektif dan obyektif. 
Cara pandang subyektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasikan suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Dengan demikian, banyaknya wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah suatu model agar kita bisa membedakan lokasi yang satu dengan lokasi lainnya. Hal ini diperlukan untuk membantu manusia mempelajari dunia ini secara sistematis. Sedangkan pandangan obyektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah. Wilayah bisa dibedakan berdasarkan musim/temperatur yang dimilikinya atau gabungan dari ciri-ciri di atas. Menggunakan pandangan obyektif membuat jenis analisis atas ruang menjadi terbatas. Rijanta, dkk (2005) mengatakan pandangan subyektif: wilayah merupakan sarana untuk mencapai tujuan; hanya berupa buah pikiran; suatu model untuk membantu mempelajari (bagian) permukaan bumi. Sedangkan pandangan obyektif: wilayah adalah nyata ada, merujuk pada bagian permukaan bumi; wilayah alamiah (natural regions): apa yang tertangkap oleh indera mata, tanpa intervensi pikiran.
Dalam rangka kepentingan studi maka pandangan subyektif lebih sering digunakan karena dapat disesuaikan dengan tujuan studi itu sendiri. Pandangan obyektif melihat ruang itu sebagai sesuatu yang konkrit, jelas batasnya. Akan tetapi, hal ini tidak menyatakan bahwa pandangan subyektif berarti ruang itu hanya khayal. Pandangan subyektif menyatakan bahwa pengelompokan ruang didasarkan atas kriteria yang digunakan. Jadi, mudah tidaknya menetapkan batas ruang itu sangat dipengaruhi oleh kriteria yang digunakan. Memang, batas ruang wilayah di lapangan seringkali bukan kasat mata. Akan tetapi, dengan melakukan pengamatan seksama, perhitungan, dan bantuan peralatan tertentu kita sudah bisa menyatakan sesuatu lokasi itu masuk ke dalam wilayah mana dari pengelompokan yang kita buat. Setidaknya batas itu bisa digambarkan di peta. Di mana ditinjau dari peranan peta adalah bentuk penyajian informasi spasial tentang permukaan bumi untuk dapat dipakai dalam pengambilan keputusan.
2.   	Latihan 
1) Apa yang saudara ketahui tentang ruang dan  apakah ruang itu riil atau abstrak serta apa bedanya dengan lokasi?
2) Cara pandang wilayah pada prinsipnya ada dua, dan bagaimana dengan cara pandang yang subyektif dalam kehidupan sehari-hari?
3) Untuk keperluan apa cara pandang objektif tentang wilayah diterapkan? Berikan dengan contoh nyata. 
3.   	Kesimpulan (Rangkuman)
Apakah ruang itu riil atau abstrak. Kalau abstrak apakah hanya ada dalam khayalan atau bisa lebih konkrit dari itu, sedangkan kalau riil maka ruang itu mempunyai batas yang jelas dan ciri-ciri yang berbeda anrata ruang yang satu dengan ruang lainnya Ruang bisa berarti sangat sempit tetapi juga bisa juga sangat luas tak terhingga. Semua benda membutuhkan ruang sehingga salah satu ciri yang membedakan benda adalah luas ruang yang dibutuhkan oleh benda itu. Dengan demikian, ruang adalah tempat untuk suatu benda/kegiatan atau apabila kosong bisa diisi dengan suatu benda/kegiatan. Dalam hal ini kata “tempat” adalah berdimensi tiga dan kata benda/kegiatan berarti benda/kegiatan apa saja tanpa batas. Kegunaan ruang menjadi terbatas apabila diberi ciri/karakter tambahan. Misalnya, ruang kelas yang berarti berisi benda ataupun kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kelas. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dengan pengertian ruang tersebut, maka ada ruang untuk kegiatan manusia melakukan kegiatannya (budidaya) dan ada ruang untuk kelangsungan hidup makhluk lain yang harus dipelihara, dijaga, dan bahkan dilindungi agar kehidupannya bias tetap berlangsung (ruang yang harus dilindungi).  
Menurut Glasson (1974) ada dua cara pandang yang berbeda mengenai wilayah, yaitu subyektif dan obyektif. Pandangan subyektif: wilayah merupakan sarana untuk mencapai tujuan; hanya berupa buah pikiran; suatu model untuk membantu mempelajari (bagian) permukaan bumi. Sedangkan pandangan obyektif: wilayah adalah nyata ada, merujuk pada bagian permukaan bumi; wilayah alamiah (natural regions): apa yang tertangkap oleh indera mata, tanpa intervensi pikiran. Dalam rangka kepentingan studi maka pandangan subyektif lebih sering digunakan karena dapat disesuaikan dengan tujuan studi itu sendiri. Pandangan obyektif melihat ruang itu sebagai sesuatu yang konkrit, jelas batasnya. Akan tetapi, hal ini tidak menyatakan bahwa pandangan subyektif berarti ruang itu hanya khayal. Pandangan subyektif menyatakan bahwa pengelompokan ruang didasarkan atas kriteria yang digunakan. Jadi, mudah tidaknya menetapkan batas ruang itu sangat dipengaruhi oleh kriteria yang digunakan. Memang, batas ruang wilayah di lapangan seringkali bukan kasat mata. Akan tetapi, dengan melakukan pengamatan seksama, perhitungan, dan bantuan peralatan tertentu kita sudah bisa menyatakan sesuatu lokasi itu masuk ke dalam wilayah mana dari pengelompokan yang kita buat. Setidaknya batas itu bisa digambarkan di peta.
4. Test Formatif
1) Pengertian ruang bisa berarti sangat sempit tetapi juga bisa juga sangat luas tak terhingga. Yang dimaksud dengan ruang dalam arti sempit adalah :
A. Ruang yang berupa suatu benda-benda atau kegiatan-kegiatan.
B. Ruang yang dibatasi dengan adanya benda-benda atau kegiatan-kegiatan.
C. Ruang yang dibatasi dengan koordinat geografis.
D. Tidak ada yang benar
2) Ada dua cara pandang yang berbeda mengenai wilayah, yaitu subyektif dan obyektif. Maksud pandangan subyektif tersebut adalah : 
A. Pandangan pribadi personal yang bersangkutan.
B. Pandangan yang membedakan setiap orang mengenai wilayah.
C. Pandangan yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari seseorang tergantung dengan kriteria tertentu yang dipergunakan.
D. Semuanya benar
3) Dalam rangka kepentingan studi maka pandangan tentang wilayah yang banyak digunakan adalah...
A. Pandangan objektif
B. Pandangan subjektif
C. Pandangan objektif dan subjektif
D. Tidak ada yang benar
4) Pengertian ruang menurut Undang-Undang N0. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi… 
A. ruang darat, ruang laut, dan ruang udara
B. ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
C. ruang darat dan  ruang laut
D. ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan tempat tinggal manusia
5) Cara pandang terhadap wilayah yang terdiri atas pandangan objektif dan subjektif, pertama kali dicetuskan oleh…
A. Walter Isard
B. Holmer Hoyt
C. Glasson
D. Alfred Weber
C. Konsepsi dan Definisi Wilayah 
1. Di Indonesia, berbagai konsep nomenklatur kewilayahan seperti “Wilayah”, “Kawasan”, “Daerah”, “Regional”, “Area”, “Ruang”, dan istilah-istilah sejenis, banyak dipergunakan dan dapat saling dipertukarkan pengertiannya walaupun masing-masing memiliki bobot penekanan pemahaman yang berbeda-beda. Ketidakkonsistenan istilah tersebut kadang menyebabkan kerancuan pemahaman dan sering membingungkan. Secara teoritik, tidak ada perbedaan nomenklatur atara istilah wilayah, kawasan dan daerah. Secara umum semuanya dapat diistilahkan dengan wilayah (region). Istilah kawasan di Indonesia digunakan karena adanya penekanan fungsional suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Dengan demikian, setiap kawasan atau sub kawasan memiliki fungsi-fungsi khusus yang tentunya memerlukan pendekatan program tertentu sesuai dengan fungsi yang dikembangkan tersebut. 
Isard (1975) menganggap pengertian suatu wilayah pada dasarnya bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu. Menurutnya, wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (meaningful) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki interest di dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya menyangkut permasalahan sosial-ekonomi. Tabel 3 di bawah memperlihatkan konsepsi wilayah yang dilihat dari tipologi, jenis, definisi-kriteria dan contohnya (Rijanta, dkk, 2005). Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis, secara lebih jelasnya wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu di mana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya. Dengan demikian, wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) di mana komponen-komponennya memiliki arti di dalam pendiskripsian perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan. Dari difinisi itu, terlihat bahwa tidak ada batasan spesifik dari luasan suatu wilayah. Batasan yang ada lebih bersifat “meaningful” untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, maupun evaluasi. Dengan demikian batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis (berubah-ubah). Jadi istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu (Rustiadi, dkk, 2007). 
Tabel 3. Konsepsi Wilayah 
	
No. 
	Tipologi Konsepsi Wilayah
	
Jenis 
	
Difinisi/Kriteria 
	
Keterangan
/Contoh 

	1. 
	Berdasar Tipe
	1. Homogenitas (homogenous region/formal region/unity region)
	Keseragaman properti (unsur/ kriteria) yang ada dalam wilayah baik sendiri maupun gabungan 

	Identifikasi batas terluar, dengan mengenali core region (memiliki derajad deferensiasi yang tertinggi)

	
	
	2. Heterogenitas (functional region/ organic region/nodal region)
	Pola interaksi dan interdepen-densi antar subsistem (subarea), dengan tekanan pada kegiatan manusia 
	Ide sentralitas dan fungsional (ada wilayah inti = nodal dan hinterland)

	2.
	Berdasarkan Rank/Hirarki
	
	Klasifikasi wilayah berdasarkan urutan atau orde wilayah yang membentuk satu kesatuan
	Pertimbangan : size (ukuran), form (bentuk), function (fungsi). Contoh : RT, RW,Duseun, Desa, Kec., Kabupaten, Provinsi 

	3.
	Berdasarkan Kategori 
	1. Single topic region (wilayah bertopik tunggal)
	Wilayah yang eksistensinya didasarkan pada satu macam topik/kriteria saja
	Wilayah curah hujan, wilayah geologi

	
	
	2. Combined topic (wilayah bertopik gabungan)
	Wilayah yang eksistensinya didasarkan pada gabungan (lebih dari satu) macam kriteria (topik masih sama)
	Wilayah iklim (gabungan dari curah hujan, temperatur, tekanan udara, angin)

	
	
	3. Multiple topic region (wilayah bertopi banyak)
	Wilayah yang eksistensinya didasarkan pada beberapa topik yang berbeda satu sama lain
	Wilayah pertanian (gabungan dari topik fisik = tanah, hidrologi dan topik tanaman. Wilayah ekonomi

	
	
	4. Total Region (wilayah total)
	Delimitasi wilayah mengguna kan semua unsur wilayah. Bersi-fat klasik, kesatuan politik (administrasi) sebagai dasar  
	Contoh : wilayah adminis-trasi desa, Kecamatan, Kabu-paten, Provinsi

	
	
	5. Compage region 
	Tidak didasarkan pada banyak sedikitnya topik, tetapi aktivitas manusia yang menonjol
	Semacam wilayah perenca-naan. Misalnya wilayah miskin, wilayah bencana, dll. 


Keterangan : pemanfaatan konsep-konsep tersebut, dapat tunggal dan kombinasi, tergantung kepada jenis kegiatan, lingkup usaha, masalah, cakupan wilayah, dan tujuan program yang dirancang (Rijanta, 2005)
Johnston (1976) dalam Rustiadi, dkk. (2007) memandang wilayah sebagai bentuk istilah teknis klasifikasi spasial dan merekomendasikan dua tipe wilayah : (1) wilayah formal, merupakan tempat-tempat yang memiliki kesamaan-kesamaan karakteristik, dan (2) wilayah fungsional atau nodal, merupakan konsep wilayah dengan menekankan kesamaan keterkaitan antar komponen atau lokasi/tempat. Dengan cara yang lain Murty (2000) dalam Rustiadi, 2007) mendifinisikan wilayah sebagai area geografis, teritorial atau tempat, yang dapat berwujud sebagai suatu negara, negara bagian, provinsi, distrik (kabupaten), dan perdesaan. Tapi suatu wilayah pada umumnya tidak sekedar merujuk suatu tempat atau area, melainkan merupakan suatu kesatuan ekonomis, politik, sosial, administrasi, iklim hingga geografis, sesuai dengan tujuan pembangunan atau kajian.  
Keragaman dalam mendefinisikan konsep wilayah terjadi karena perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi. Kenyataannya, tidak ada konsep wilayah yang benar-benar diterima secara luas. Para ahli cenderung melepaskan perbedaan-perbedaan, konsep wilayah terjadi sesuai dengan fokus masalah dan tujuan-tujuan pengembangan wilayah. Konsep wilayah yang paling klasik (Richardson. 1969; Hagger, Cliff dan Frey, 1977) mengenai tipologi wilayah, membagi wilayah ke dalam tiga kategori : (1) wilayah homogen (uniform atau homogeneous region), (2) wilayah nodal, dan (3) wilayah perencanaan (planning region atau programming region). Cara klasifikasi konsep wilayah itu ternyata kurang mampu menjelaskan keragaman konsep wilayah yang ada. Blair (1991) memandang konsep wilayah nodal terlalu sempit untuk menjelaskan fenomena yang ada dan cenderung menggunakan konsep wilayah fungsional (functional region), yaitu suatu konsep wilayah yang lebih luas, di mana konsep wiayah nodal hanyalah salah satu bagian dari konsep wilayah fungsional. Selanjutnya Blair menggunakan istilah wilayah perencanaan sebagai wilayah administratif (administrative region). Rustiadi, dkk (2007) memandang, kerangka klasifikasi konsep wilayah yang lebih mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang dikenal selama ini adalah : (1) wilayah homogen (uniform), (2) wilayah sistem/fungsional, dan (3) wilayah perencanaan/pengelolaan (planning region atau programming region). Dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah ini, wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk dari konsep wilayah sistem. Sedangkan dalam kelompok konsep wilayah perencanaan, terdapat konsep wilayah administratif-politis dan wilayah perencanaan fungsional.
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Gambar 5. Sistematika Konsep-konsep Wilayah (Rustiadi, dkk, 2007)
a. Wilayah Homogen 
Sebagai alat deskripsi, konsep pewilayahan sebagaimana dijelaskan pada Gambar 5  di atas, merupakan bagian dari konsep-konsep alamiah yakni sebagai alat mendiskripsikan hal-hal yang terjadi secara alamiah di dalam kehidupan. Di sisi lain, konsep pewilayahan juga merupakan alat untuk perencanaan/pengelolaan (konsep non ilmiah). Pewilayahan digunakan sebagai alat untuk mengelola dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan pewilayahan digunakan untuk penerapan pengelolaan (manajemen) sumberdaya yang memerlukan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan karakteristik secara spasial. 
Konsep wilayah homogen lebih menekankan aspek homogenitas (kesamaan) dalam kelompok dan memaksimumkan perbedaan (kompleksitas varians, ragam) antar kelompok tanpa memperhatikan bentuk hubungan fungsional (interaksi) antar wilayah-wilayahnya atau antar komponen-komponen di dalamnya. Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen (kesamaan), sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa saja beragam (heterogen). Dengan demikian, wilayah homogen tidak lain adalah wilayah yang diidentifikasikan berdasarkan adanya sumber-sumber kesamaan atau faktor pencirinya yang menonjol di wilayah tersebut. Kesamaan tersebut dapat berupa kesamaan struktur produksi, konsumsi, pekerjaan, topografi, iklim, perilaku sosial, pandangan politik, tingkat pendapatan dan lain-lain. Konsep land cover adalah satu cara tercepat/termudah di dalam pewilayahan homogen. 
Daerah “Jalur Pantura” (Jatiluhur Pantai Utara Jawa), dapat dikatakan sebagai daerah homogen mengingat daerah ini didominasi oleh pertanian sawah beririgasi teknis dan merupakan salah satu lumbung padi utama di Indonesia. Di lain pihak faktor budaya (etnik) di Jalur Pantura sangat heterogen, karena di daerah itu dijumpai berbagai grup etnik yaitu Melayu, Sunda, Cirebonan dan Jawa. Akan tetapi kenyataannya tidak terdapat perbedaan  sistem bertani yang berarti. Pantai Utara Jawa Barat merupakan wilayah homogen produsen padi. Kenyataan ini sesuai dengan adanya homogenitas kualitas sumberdaya tanah dan iklim. Keunggulan potensi sumberdaya tanah dan iklim di wilayah ini merupakan “comparative advantage” yang dapat menghemat biaya-biaya sehingga budidaya padi lebih menguntungkan. 
Secara praktikal, dengan adanya pemahaman akan “comperative advantage”, maka pengembangan suatu wilayah harus diprioritaskan pada pengembangan faktor-faktor dominan yang secara kuat dapat mendorong pertumbuhan wilayah tersebut. Tidak perlu semua faktor dikembangkan di satu wilayah. Karena pengambangan sektor tertentu yang faktor-faktor pendukungnya kurang memadai akan memakan biaya yang sangat tinggi. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan komoditi-komoditi lain bisa dilakukan lewat perdagangan antar wilayah (inter-regional trade).  
Pada dasarnya terdapat beberapa faktor penyebab homogenitas wilayah. Secara umum terdiri dari penyebab alamiah dan penyebab artifical. Faktor alamiah yang dapat menyebabkan homogenitas wilayah adalah kemampuan lahan, iklim dan berbagai faktor lainnya. Homogenitas yang bersifat artifical pada dasarnya kehomogenan yang bukan berdasarkan faktor fisik tetapi faktor sosial. Contoh wilayah homogen artifical adalah wilayah homogen atas dasar kemiskinan (peta kemiskinan), suku bangsa, budaya dan lain-lain. Ada beberapa keterbatasan teknis yang akan dihadapi di lapangan ketika konsep homogen digunakan sebagai pijakan pendeskripsian analisis atau pengelolaan. Secara ekologis, wilayah homogen tidak stabil dan sering berhimpitan dengan wilayah administratif.
Ada beberapa keterbatasan teknis yang akan dihadapi di lapangan ketika konsep wilayah homogen digunakan sebagai pijakan pendeskripsian analisis atau pengelolaan. Selain wilayah homogen tersebut sering tidak berimpitan dengan wilayah administratif juga secara ekologis wilayah homogen tersebut tidak stabil. Sebagai contoh, pantai utara Jawa sebagai wilayah homogen produsen padi. Selain mencakup beberapa wilayah kabupaten, juga bial terjadi serangan hama wereng misalnya, maka comparative advantage-nya untuk padi menjadi tidak berguna lagi. 
b. Wilayah Nodal 
Konsep wilayah nodal adalah salah satu konsep wilayah fungsional/sistem yang sederhana karena memandang suatu wilayah secara dikotomis (terbagi atas dua bagian). Konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah diumpamakan sebagai suatu “sel hidup” yang mempunyai plasma dan inti. Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan dan atau pemukiman, sedangkan plasma adalah daerah belakang (periphery/hinterland), yang mempunyai sifat-sifat tertnetu dan mempunyai hubungan fungsional. Konsep wilayah nodal lebih berfokus pada peran pengendalian/pengaruh central atau pusat (node) serta hubungan ketergantungan pusat (nukleus) dan elemen-elemen sekelilingnya dibandingkan soal batas wilayah (Richardson, 1969).
Secara filosofis batas wilayah nodal dapat memotong garis yang memisahkan dua daerah administrasi karena adanya perbedaan orientasi terhadap pusat pelayanan yang berbeda. Dengan demikian, batas fisik dari setiap daerah pelayanan sangat baur dan dinamis. Dalam praktetnya, tidaklah mudah mengidentifikasikan batas wilayah nodal, dan biasanya jauh lebih sulit mengidentifikasikan batas wilayah nodal daripada mengidentifikasikan pusat-pusatnya (nodes/poles). Gambar 6 menjelaskan hubungan fungsional antara inti dan hinterland dalam suatu wilayah nodal secara skematik.
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Gambar 6. Hubungan Fungsional antara Inti dan Hinterland dalam suatu Wilayah Nodal (Rustiadi, 2007)
Pusat wilayah berfungsi sebagai (1) tempat terkonsentrasinya penduduk (permukiman), (2) pusat pelayanan terhadap daerah hinterland, (3) pasar bagi komoditas-komoditas pertanian maupun industri, dan (4) lokasi pemusatan industri manufaktur (manufactory) yaitu kegiatan mengorganisasikan faktor-fkator produksi untuk menghasilkan suatu output tertentu. 
Hinterland berfungsi sebagai (1) pemasok (produsen) bahan-bahan mentah dan atau bahan baku, (2) pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi dan commuting (menglaju), (3) daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur dan (4) penjaga keseimbangan ekologis. 
Gambar 6. menunjukkan hubungan fungsional antara sub wilayah hinterland dengan inti.  Suatu wilayah yag luas dapat mempunyai beberapa inti dengan hirarki (orde) tertentu. Sub wilayah inti dengan hirarki yang lebih tinggi merupakan pusat bagi beberapa sub wilayah inti dengan hirarki yang lebih rendah. Unit terkecil suatu wilayah nodal berpusat pada satu sub wilayah inti dengan sub wilayah plasma di sekelilingnya. Secara skematik kenyataan itu dapat dijelaskan dengan Gambar 7.
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Gambar 7. Sub-sub Wilayah Inti dengan berbagai tingkat hirarki pada suatu wilayah nodal (keterangan : 1,2,3 menunjukkan tingkatan      hiratki pusat) (Rustiadi, 2007)
Terdapat interdependensi antara inti dan plasma. Secara historik, perubahan suatu pusat atau kota ditunjang oleh hinterland yang baik. Secara operasional, pusat-pusat wilayah mempunyai hirarki yang spesifik yang hirarkinya ditentukan oleh kapasitas pelayanannya. Kapasitas pelayanan (regional services capacity) yang dimaksud adalah kapasitas sumber daya wilayah (regional resources), yang mencakup sumber daya alam (natural resources), sumber daya manusia (human resources), sumber daya sosial (social resources) dan sumber daya buatan (man-made resources/infrastucture). Disamping itu, kapasitas pelayanan suatu wilayah dicerminkan pula oleh magnitude (besaran) aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang ada di suatu wilayah.
Secara fisik dan operasional, sumber daya yang paling mudah dinilai dalam penghitungan kapasitas pelayanan adalah sumber daya buatan (sarana dan prasarana pada pusat-pusat wilayah). Secara sederhana, kapasitas pelayanan infrastruktur atau prasarana wilayah dapat diukur dari : (1) jumlah sarana pelayanan, (2) jumlah jenis sarana pelayanan yang ada, dan (3) kualitas sarana pelayanan. 
Sedangkan besaran aktivitas sosial ekonomi secara operasional dapt diukur dari jumlah penduduk, perputaran uang, aktivitas-aktivitas ekonomi, PDRB, jumlah jenis organisasi atau lembaga formal maupun non formal. Semakin banyak jumlah dan jumlah jenis sarana pelayanan serta semakin tinggi aktivitas sosial ekonomi mencerminkan kapasitas pusat wilayah yang tinggi yang berarti juga menunjukkan hirarki pusat yang tinggi. Banyaknya jumlah sarana pelayanan dan jumlah jenis sarana pelayanan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Pusat-pusat yang berhirarki tinggi melayani pusat-pusat dengan hirarki yang lebih rendah di samping juga melayani hinterland di sekitarnya. Kegiatan yang sederhana dapat dilayani oleh pusat yang berhirarki rendah, sedangkan kegiatan-kegiatan yang semakin kompleks dilayani oleh pusat berhirarki tinggi. Struktur wilayah nodal sangat efisien khususnya dalam mendukung pengembangan ekonomi dan sistem transportasi. Mekanisme pasar bebas secara alami cenderung membentuk struktur wilayah nodal. 
Suatu pusat yang berorde tinggi pada umumnya mempunyai jumlah sarana dan jumlah jenis sarana dan prasarana pelayanan yang lebih banyak dari orde yang lebih rendah. Dengan demikian, pusat yang berorde lebih tinggi melayani pusat-pusat yang berorde lebih rendah. Selain  itu, jumlah jenis dan sarana pelayanan yang ada pada suatu pusat pada umumnya berkorelasi erat dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, pada pusat-pusat berorde tinggi seringkali mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi. 
c. Wilayah Pesisir
Wilayah pesisir dapat dimasukkan dalam konsep wilayah sistem kompleks, memiliki beberapa sub-sistem penyusun yang meliputi sistem ekologi (ekosistem), sistem sosial, dan sistem ekonomi. Secara sederhana, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah interaksi antara daratan dan lautan. Namun definisi sederhana tersebut sering menjadi perdebatan dalam hal penentuan batas wilayah pesisir ke arah darat dan ke arah laut. Oleh karena itu, terdapat definisi mengenai wilayah pesisir yang berbeda-beda, dan perbedaan tersebut terletak pada penentuan batas wilayah baik ke arah darat maupun ke arah laut. 
Secara formal di dalam UU NO. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipegaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Sebelum adanya undang-undang tersebut, definisi formal wilayah pesisir telah dikemukakan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.34/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam keputusan itu wilayah didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut : ke arah darat wilayah pesisit meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Definisi tersebut juga menunjukkan bahwa tidak ada garis batas yang nyata wilayah pesisir. Batas wilayah hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat, pada tempat yang landai garis batas ini dapat berbeda jauh dari garis pantai, dan sebaliknya untuk wilayah pantai yang terjal. 
Secara diagnostik, wilayah pesisir dapat ditandai dengan empat ciri, yaitu :
a) Merupakan wilayah percampuran atau pertemuan antara laut, darat dan udara. Bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamis dari suatu proses penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur alam tersebut.
b) Wilayah pesisir dapat berfungsi sebagai zona penyangga dan merupakan habitat bagi berbagai jenis biota, tempat pemijahan, pembesaran, mencari makan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis biota laut dan pantai. 
c) Wilayah pesisir memiliki perubahan sifat yang tinggi, dan pada skala yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berbeda.
d) Pada umumnya wilayah ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan menjadi sumber zat organik yang penting dalam suatu siklus rantai makanan di laut. 
d. Wilayah Perencanaan/Pengelolaan Khusus
Wilayah perencanaan/pengelolaan tidak selalu berwujud wilayah administratif tapi berupa wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah baik sifat alamian maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu perencanaan dalam kesatuan wilayah perencanaan/pengelolaan. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah yang terbentuk dengan matriks dasar kesatuan siklus hidrorologis (sirkulasi air), sehingga DAS sebagai suatu wilayah berdasarkan konsep ekosistem perlu dikelola dan direncanakan secara seksama. Kawasan otoritas DAS sering dibentuk sebagai suatu wilayah perencanaan yang dibentuk berdasarkan asumsi konsep wilayah sistem ekologis. 
Sejak Repelita I dan II banyak dibangun bendungan-bendungan di bagian hilir DAS, di lain pihak di bagian hulu erosi sangat tinggi, sehingga terjadi sedimentasi pada bendungan. Pada tahap perencanaan, umur ekonomi waduk dirancang untuk tahap 50-60 tahun tetapi dalam waktu singkat (15 tahun) ternyata waduk tersebut sudah penuh dengan endapan lumpur. Hal ini terjadi karena perencanaan di bagian hulu tidak terintegrasi dengan pembangunan di bagian hilir. Beberapa contoh masalah yang terjadi misalnya pada Waduk Selorejo, Kecamatan Ngantang yang termasuk Sub DAS Konto, anak DAS Brantas. Penanganan yang parsial menyebabkan waduk tidak efektif. Akibatnya investasi yang besar terancam kelangsungannya sehingga umur ekonomi waduk menjadi pendek. 
Contoh lainnya adalah kasus reboisasi. Sejak Pelita III dan IV dibutuhkan dana yang besar untuk reboisasi di mana dalam Pelita I dan II pelaksanaannya baru sedikit sekali karena kelembagaan reboisasi belum berkembang sehingga sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Baru pada Pelita III dan IV dibuat suatu perencanaan berbasis DAS. Namun secara riil pelaksanaan rencana DAS tersebut sering mengalami kesulitan karena satu DAS meliputi beberapa kabupaten atau bahkan beberapa provinsi. Permasalahan muncul karena kurang diperhatikannya wilayah hulu yang mengalami erosi besar-besaran, pendangkalan waduk-waduk, dan penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya air. Selain itu, terjadi pertumbuhan di pusat-pusat kota di hilir, sehingga terjadi urbanisasi besar-besaran yang mengakibatkan berbagai dampak yang cukup serius. 
Kenyataan tersebut mengindikasikan pentingnya perencanaan pengembangan wilayah yang terpadu antara bagian hulu dengan bagian hilir. Jika tidak, dalam jangka panjang bukan saja melemahkan daerah hulu tapi dampaknya akan terasa juga sampai di daerah hilir. Dengan demikian jelaslah bahwa ada hubungan fungsional antara bagian hulu dengan hilir dan harus dikelola sedemikian rupa dalam suatu wilayah perencanaan. Contoh lain, misalnya dalam hal penerapan kebijakan pemupukan. Suatu penerapan kebijakan yang tidak tepat selama ini adalah penetapan dosis pupuk yang seragam untuk semua wilayah, padahal kita tahu bahwa kualitas lahan antar wilayah sangat beragam. Kebijakan yang tepat tentunya didasarkan pada wilayah-wilayah homogen berdasarkan kualitas lahannya. Pada lahan-lahan yang berkualitas kesuburan yang rendah ditetapkan dosis pupuk yang lebih tinggi dibandingkan lahan-lahan yang berkualitas lebih tinggi.
Perwilayahan komoditas adalah contoh penerapan wilayah perencanaan/pengelolaan yang berbasis pada unit-unit wilayah homogen. Suatu perwilayahan komoditas pertanian harus didasarkan pada kehomogenan faktor alamiah dannon alamiah. Konsep perwilayahan komoditas diawali oleh kegiatan evaluasi sumberdaya alam seperti evaluasi kesesuain lahan (land suitability) atau kemampuan lahan (land capability). Pemilihan komoditas yang akan diproduksi selanjutnya didasarkan atas sifat-sifat non alamiah, seperti jumlah penduduk, pengetahuan, ketrampilan (skill), kelembagaan petani, pasar dan lain-lain. 
Adanya sistem perwilayah komoditas diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem produksi dan distribusi komoditas, karena perwilayahan komoditas pada dasarnya adalah suatu upaya memaksimalkan “competitive advantage” setiap wilayah. Beberapa alasan program perwilayah komoditas menjadi homogen diantaranya : (1) budidaya bermacam-macam komoditas dalam satuan wilayah yang kecil tidak efisien, (2) upaya untuk menurunkan biaya pendistribusian input dan pendistribusian output, dan (3) untuk memudahkan manajemen. Walaupun demikian, pewilayahan komoditas juga akan dihadapkan pada satu kelemahan, yaitu kerentanan kawasan terhadap bahaya serangan hama. 
Pada umumnya, penerapan konsep wilayah homogen menjadi wilayah-wilayah  perencanaan sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam dan permasalahan spesifik yang seragam. Penerapan lebih jauh konsep homogen menjadi wilayah perencanaan sangat bermanfaat misalnya dalam :
(1) Penentuan sektor basis perekonomian wilayah sesuai dengan potensi daya dukung yang ada (competitive advantage).
(2) Pengembangan pola kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan masing-masing wilayah. 
e. Wilayah Administratif-Politis
Wilayah administratif adalah wilayah perencanaan/pengelolaan yang memiliki landasan yuridis-politis yang paling kuat. Konsep ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu. Wilayah yang dipilih tergantung pada jenis analisis dan tujuan perencanaannya. Sering pula wilayah administratif ini disebut sebagai wilayah otonomi. Artinya suatu wilayah yang mempunyai otoritas melakukan keputusan dan kebijaksanaan sendiri dalam pengelolaan sumberdaya-sumberdaya di dalamnya. Wilayah administratif  merupakan wilayah yang dibatasi atas dasar kenyataan bahwa wilayah tersebut berada dalam batas-batas pengelolaan administrasi/tatanan politis tertentu. Sebagai contoh : negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa (kelurahan). 
Secara historis, pembentukan wilayah-wilayah administratif pada mulanya sangat memperhatikan kesatuan sistem sosial, ekonomi dan ekologinya. Wilayah administratif seyogyanya sekaligus juga merupakan sistem sosial, ekonomi, dan ekologi yang efektif pula.
2.   	Latihan 
1) Apa yang saudara ketahui tentang wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah  pesisir, wilayah administratif  dan wilayah perencanaan?
2) Apa yang dapat saudara jelaskan perbedaan  wilayah, kawasan  dan daerah?
3) Coba saudara gambarkan bagaimana klasifikasi wilayah dapat dibangun dan saudara jelaskan. 
3.    	Kesimpulan (Rangkuman)
Di Indonesia, berbagai konsep nomenklatur kewilayahan seperti “Wilayah”, “Kawasan”, “Daerah”, “Regional”, “Area”, “Ruang”, dan istilah-istilah sejenis, banyak dipergunakan dan dapat saling dipertukarkan pengertiannya walaupun masing-masing memiliki bobot penekanan pemahaman yang berbeda-beda, tetapi semuanya berasal dari bahasa Inggris region. Isard (1975), menganggap pengertian suatu wilayah pada dasarnya bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu. Menurutnya, wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (meaningful) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki interest di dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya menyangkut permasalahan sosial-ekonomi. Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis, secara lebih jelasnya wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu di mana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya. Keragaman dalam mendefinisikan konsep wilayah terjadi karena perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi. 
Kenyataannya, tidak ada konsep wilayah yang benar-benar diterima secara luas. Para ahli cenderung melepaskan perbedaan-perbedaan, konsep wilayah terjadi sesuai dengan fokus masalah dan tujuan-tujuan pengembangan wilayah. Blair (1991) memandang konsep wilayah nodal terlalu sempit untuk menjelaskan fenomena yang ada dan cenderung menggunakan konsep wilayah fungsional (functional region), yaitu suatu konsep wilayah yang lebih luas, di mana konsep wiayah nodal hanyalah salah satu bagian dari konsep wilayah fungsional. Selanjutnya Blair menggunakan istilah wilayah perencanaan sebagai wilayah administratif (administrative region). Rustiadi, dkk (2007) memandang, kerangka klasifikasi konsep wilayah yang lebih mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang dikenal selama ini adalah : (1) wilayah homogen (uniform), (2) wilayah sistem/fungsional, dan (3) wilayah perencanaan/pengelolaan (planning region atau programming region). Dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah ini, wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk dari konsep wilayah sistem. Sedangkan dalam kelompok konsep wilayah perencanaan, terdapat konsep wilayah administratif-politis dan wilayah perencanaan fungsional.
Di Indonesia hingga saat ini telah dikenal berbagai wilayah-wilayah perencanaan/pengelolaan berbasis sistem ekologi seperti kesepakatan pengelolaan wilayah berbasis bioregion, penerapan status kawasan-kawasan lindung cagar alam, suaka margasatwa dan lain-lain. Wilayah perencanaan/pengelolaan seperti Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Free Trade Zona, Kawasan Andalan, Kawasan Sentra Produksi (KSP) sehingga Agropolitan merupakan penerapan kawasan-kawasan terencana dan pengelolaan yang dilaksanakan pada pemahaman konsep-konsep wilayah sebagai sistem ekonomi. Namun beberapa kawasan strategis tertentu direncanakan secara lebih terpadu karena pertimbangan keterkaitan sistem ekologi, sosial dan ekologi yang kompleks seperti perencanaan Kawasan Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tanggerang dan Bekasi) dan Bopuncur (Bogor-Puncak dan Cianjur) yang diatur melalui perencanaan tata ruang yang khusus. Belakangan akibat perkembangan yang semakin kompleks kedua kawasan dintegrasikan dalam sistem perencanaan khusus (kawasan strategis) yang dikenal sebagai kawasan Jabodetabekjur tanpa harus melakukan perubahan wilayah administratifnya.
4.  	 Test Formatif 
1) Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis, secara lebih jelasnya wilayah didefinisikan sebagai : 
A. Suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu di mana komponen-komponen di dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu dengan lainnya.
B. Suatu unit geografis yang mempunyai koordinat geografis.
C. Suatu unit geografis yang berada di permukaan bumi yang berisi semua benda dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
D. Suatu unit geografis yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara 
2) Keragaman dalam mendefinisikan konsep wilayah menjadi kendala dalam menentukan apa itu wilayah. Hal itu terjadi karena :
A. Perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi berbeda-beda. 
B. Konsep dan definisi wilayah tergantung dari pandangan individu-individu yang bersangkutan.
C. Konsep dan definisi wilayah terjadi sesuai dengan peta yang dibuat.
D. Konsep dan definisi wilayah berubah setiap saat
3) Suatu wilayah nodal adalah wilayah fungsional yang terbagi secara dikotomis, yaitu :
A. Sub wilayah belakang (hinterland) dan kota-kota pusat pelayanan.
B. Pusat kota dengan wilayah-wilayah di sekitarnya.
C. Ibukota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan di sekitarnya.
D. Kecamatan dengan kelurahan di sekitarnya
4) Wilayah administratif adalah wilayah perencanaan/pengelolaan yang memiliki landasan yuridis-politis yang paling kuat. Contohnya adalah…
A. Wilayah daratan dan lautan
B. Wilayah perkantoran, bisnis, dan perumahan
C. Wilayah hutan, pertanian, dan pertambangan
D. Negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa (kelurahan)
5) Berikut ini adalah indikator yang dapat digunakan untuk besaran aktivitas sosial ekonomi secara operasional, kecuali...
A.  Jumlah penduduk, perputaran uang, dan aktivitas-aktivitas ekonomi
B. PDRB
C. Tingkat kriminalitas
D. Jumlah jenis organisasi atau lembaga formal maupun non formal
D. Kunci Jawaban Test Formatif 
Sub Bab 2.1 Cara Pandang Wilayah
1. B
2. C
3. B
4. B
5. C
Sub Bab 2.2 Konsepsi dan Definisi Wilayah
1. A
2. A
3. A
4. D
5. C

E. Daftar Pustaka
Adisasmita, Rahardjo, 2008, “Pengembangan Wilayah : Konsep dan Teori”, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Barus, Baba dan US. Wiradisastra, 2000, “Sistem Informasi Geografis, Sarana Manajemen Sumberdaya”, Laboratorium Pengindraan Jaun dan Kartografi, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor. 
Rijanta, R., dkk, 2005, “Ilmu Wilayah (GPW 1102)”, bahan kuliah, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
Rustiadi, Ernan, dkk, 2007, “Perencanaan dan Pengembangan Wilayah”, Crestpent Press, P4W-LPPM IPB, Bogor.
Tarigan, Robinson, 2009, “Perencanaan Pembangunan Wilayah”, Bumi Aksara, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.










BAB III
TEORI-TEORI WILAYAH


A. Pendahuluan
Setelah mengikuti perkuliahan tentang teori-teori wilayah, pembaca dapat menjelaskan tentang :
a. Apa itu teori von Thunen.
b. Apa itu teori titik transport minimum dari Weber.
c. Apa itu teori Walter Isard tentang masukan transport (substitusi).
d. Apa itu teori pengaturan hirarkhi pusat dari Losch. 
Analisis lokasional pada awalnya merupakan pertanyaan inti dari ilmu ekonomi wilayah. Analisis-analisis yang dikembangkan oleh von Thunen, Weber, Losch dan Christaller di awal abad 19 dan awal abad 20 pada dasarnya berupaya mencari jawaban-jawaban tentang “di mana” dan “mengapa” aktivitas ekonomi memilih lokasi.
Pada awalnya (hingga 1950-an) teori lokasi hanya didominasi oleh pendekatan-pendekatan geografis-lokasional atau karya-karya teori lokasi klasik (von Thunen, Weber, Palander, Hotelling, dan lain-lain). Sejak 1950-an teori lokasi berkembang dengan analogi-analogi ilmu ekonomi umum, dan diperkaya oleh analisis-analisis kuantitatif standar ilmu ekonomi, khususnya ekonometrika, dynamic model dan model-model optimasi seiring berkembangnya  cabang ilmu sosial baru regional science. Sejak akhir 1980-an mulai tumbuh pendekatan-pendekatan metodologis kuantitatif yang mempertimbangkan aspek-aspek spasial, khususnya akibat dipertimbangkan otokorelasi spasial (spacial outocorrelation) dan heterogenitas spasial (spacial heterogeneity). Pada tahapan yang paling mutakhir, model-model spatio-temporal semakin dikembangkan khususnya dengan berkembangnya metode-metode statistik spasial, ekonometrika spasial (spacial econometrics) dan SIG.
B. Teori-teori Wilayah
1. Teori Lokasi dari von Thunen
Johann Heinrich von Thunen (1783-1850) adalah seorang ahli ekonomi, filsafat, matematik dan tuan tanah dari Jerman, yang tahun 1826 menulis buku berjudul “Der Isolierte Staat” (The Isolated State atau Negara yang Terisolasi). Karya ini merupakan tonggak penting mengenai konsep tata ruang wilayah. Von Thunen mengasumsikan suatu negara yang terisolasi dengan satu pusat kota dengan tipe permukiman perdesaan, sehingga tidak ada pengaruh dari luar negara. Di dalam deskripsi konsepnya von Thunen membayangkan suatu kota yang berada di pusat dataran yang subur, yang dipotong oleh sungai. Pada dataran tersebut kondisi tanahnya dapat ditanami dan mempunyai kesamaan kesuburan. Semakin jauh dari kota, dataran tersebut berubah menjadi hutan belantara  yang memutus hubungan antara negara ini dengan dunia luar. Tidak ada kota lain di daerah tersebut. Pusat kota dengan sendirinya harus mensuplai daerah perdesaan dengan semua hasil produksi industri, dan sebagai penggantinya akan mendapatkan perbekalan dari desa-desa di sekitarnya. Pertambangan yang menyediakan garam dan logam berada dekat dengan pusat kota, dan hanya satu, yang nantinya disebut “kota”.
Permasalahan yang ingin dipecahkan oleh on Thunen adalah : Pola tanam dan penggunaan lahan seperti apa yang akan terjadi pada kondisi ini? Dan bagaimana sistem pertanian pada distrik yang berbeda dipengaruhi oleh jarak dari kota? Diasumsikan bahwa pertanian diatur secara rasional. 
Dari hipotesa dan permasalahan yang digambarkan di atas, maka dalam penyusunan model von Thunen secara garis besar asumsi-asumsi yang dibuat adalah sebagai berikut :
· Pusat kota sebagai kota pemasaran, lokasi di pusat suatu wilayah homogen secara geografis. Bagian pusat dilukiskan sebagai pusat permukiman, pusat industri yang sekaligus merupakan pusat pasar.
· Biaya transportasi (untuk mengangkut hasil dari tempat produksi ke kota) berbanding lurus dengan jarak. Setiap petani di kawasan sekeliling kota akan menjual kelebihan hasil pertaniannya ke kota tersebut, dan biaya transportasi ditanggung sendiri.
· Petani secara rasional cenderung memilih jenis tanaman yang menghasilkan keuntngan maksimal. 
 	Di sekitar kota akan ditanam produk-produk yang kuat hubungannya dengan nilai (value), dan karenanya biaya transportasinya yang mahal, sehingga distrik di sekitarnya yang berlokasi lebih jauh tidak dapat mensuplainya. Ditemukan juga produsk-produk yang mudah rusak, sehingga harus digunakan secara cepat. Semakin jauh dari kota, lahan akan secara progresif memproduksi barang dengan biaya transpor murah dibandingkan dengan nilainya. Dengan alasan tersebut, terbentuk lingkaran-lingkaran konsentrik di sekeliling kota, dengan produk pertanian utama tertentu. Setiap lingkaran produk pertanian, sistem pertaniannya akan berubah, dan pada berbagai lingkaran akan ditemukan sistem pertanian yang berbeda. 
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	Keterangan :
P 	  = pasar
Cincin 1 = pusat industri/kerajinan
Cincin 2 = pertanian intensif 
                (produksi susu dan sayuran) 
Cincin 3 = wilayah hutan (untuk
                menghasilkan kayu bakar)                                   
Cincin 4 = pertanian ekstensif
                (dengan rotasi 6 atau 7 th)                                                                                    
Cincin 5 = wilayah peternakan
Cincin 6 = daerah pembuangan 
	     sampah


Gambar 8. Diagram Cincin dari von Thunen (Adisasmita, 2008)
Penggunaan tanah saat ini tidak lagi berkelompok persis seperti cincin dan isi masing-masing cincin juga tidak lagi sama seperti dalam lingkaran von Thunen. Namun demikian, konsep von Thunen bahwa sewa tanah sangat mempengaruhi jenis kegiatan yang mengambil tempat pada lokasi tertentu masih tetap berlaku dan ini mendorong terjadinya konsentrasi kegiatan tertentu pada lokasi tertentu. Von Thunen menggunakan contoh sewa tanah untuk produksi pertanian, tetapi banyak para ahli studi ruang berpendapat bahwa teori itu juga relevan untuk sewa/penggunaan tanah di perkotaan dengan menambah aspek tertentu, misalnya perkotaan tidak lagi berbentuk cincin tetapi tetap terlihat adanya kecenderungan pengelompokan untuk penggunaan yang sama berupa kantong-kantong, di samping adanya penggunaan berupa campuran antara berbagai kegiatan. 
Von Thunen menggambarkan suatu kecenderungan pola ruang dengan bentuk wilayah yang melingkar seputar kota. Von Thunen memberi gambaran  pola penggunaan lahan seperti terlihat pada Gambar 8. dan 9 yang didasarkan pada “economic rent”, di mana setiap tipe penggunaan lahan akan menghasilkan hasil bersih per unit areal yang berbeda-beda, sehingga modelnya disusun berupa seri zone-zone konsentrik.
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Gambar 9.  Penggunaan Lahan Model von Thunen (Rustiadi, 2007)
Gambar 9 tersebut dibagi menjadi dua bagian, bagian A yaitu setengah lingkaran di atas, merupakan zona-zona konsentris yang memenuhi asumsi-asumsi ideal menurut model von Thunen, sedangkan setengah lingkaran di bawah (bagian B), merupakan zona-zona nyata di mana terdapat sungai yang memotong bentang lahan pertanian, dan terdapat sebuah kota kecil yang memiliki wilayah pasaran sendiri. Zona-zona konsentris yang dibentuknya menggambarkan penggunaan lahan sebagai berikut : 
· Zona kesatu yang paling mendekati kota/pasar, diusahakan tanaman yang mudah rusak (highly perishable) seperti sayuran dan kentang (free cash cropping). Jenis-jenis hasil pertanian tersebut membutuhkan tenaga kerja intensif dan biaya transportasi tinggi. 
· Zona kedua merupakan hutan dengan hasil kayu (foresting).
· Zona ketiga menghasilkan biji-bijian seperti gandum, dengan hasil yang relatif tahan lama dan ongkos transport murah.
· Zona keempat merupakan lahan garapan dan rerumputan, yang ditekankan pada hasil perahan seperti susu, mentega, keju. 
· Zona kelima untuk pertanian yang berubah-ubah, dua sampai tiga jenis tanaman.
· Zona keenam, berupa lahan yang paling jauh dari pusat, digunakan untuk rerumputan dan peternakan domba dan sapi.    
Meskipun model von Thunen dibangun pada abad 19 dengan kondisi yang disesuaikan pada zamannya (seperti jenis alat transportasi masih kereta kuda misalnya), tetapi pada abad 20 model tersebut masih digunakan/diterapkan pada beberapa daerah di dunia, termasuk fenomena Kepulauan Fiji (dengan Kota Suva sebagai sentral pusat pemasaran dan kota pelabuhan), karena Kota Suva tersebut jauh dari pulau lain. 
Konsep von Thunen pada dasarnya menjelaskan bahwa penggunaan lahan sangat ditentukan oleh biaya transport produk yang diusahakan yang pada akhirnya menentukan sewa ekonomi tanah (land rent). Dalam hal konsep sewa tanah ini, begawan ekonomi seperti Paul Samuelson (1976) mengatakan bahwa konsep von Thunen masih lebih orisinal dibandingkan dengan teori sewa tanah yang dikembangkan oleh David Ricardo, The Principle of Political and Taxation, tahun 1911.
Kesimpulan penting yang dapat diambil dari pengembangan teori von Thunen adalah : (1) kecenderungan semakin menurunnya keuntungan akibar makin jauhnya produksi dari pasar, namun terdapat perbedaan laju penurunan (gradien) antar komoditas, dan (2) jumlah pilihan-pilihan menguntungkan yang semakin menurun dengan bertambahnya jarak ke kota/pusat pasar. 
2. Teori Titik Transport Minimum dari Weber
Alfred Weber seorang ahli ekonom Jerman, mengamati bahwa tanpa adanya perbedaan biaya produksi antar lokasi, maka keputusan penempatan lokasi industri manufaktur akan ditentukan pada titik lokasi dengan biaya transportasi terendah. Biaya transportasi ditentukan oleh dua faktor yaitu : (1) bobot bahan baku dan bobot produk akhir yang diangkut ke pasar, dan (2) jarak tempuh dari bahan baku dan produk yang harus dipindahkan. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum (Rustiadi, 2007). Dalam perumusan modelnya, Weber (Adisasmita, 2008) bertitik tolak pada asumsi bahwa :
1) Unit telaahan adalah suatu wilayah yang terisolasi, iklim yang homogen, konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat, dan kondisi pasar adalah persaingan sempurna. 
2) Beberapa sumberdaya alam seperti air, pasir, dan batu bata tersedis di mana-mana (ubiquitous) dalam jumlah yang memadai.
3) Material lainnya seperti bahan bakar mineral dan tambang tersedia secara sporadis dan hanya terjangkau pada beberapa tempat terbatas.
4) Tenaga kerja tidak ubiquitous (tidak menyebar secara merata) tetapi berkelompok pada beberapa lokasi dan dengan mobilitasnya yang terbatas. 
Berdasarkan asumsi itu, ada tiga faktor  yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan dampak aglomerasi atau deaglomerasi. 
Biaya transportasi dan biaya upah tenaga kerja merupakan faktor umum yang secara fundamental menentukan pola lokasi dalam kerangka geografis. Dampak aglomerasi atau deaglomerasi merupakan kekuatan lokal yang berpengaruh menciptakan konsentrasi  atau pemencaran berbagai kegiatan dalam ruang. 
Menurut Weber (Tarigan, 2009), biaya transportasi merupakan faktor pertama dalam menentukan lokasi, sedangkan kedua faktor lainnya merupakan faktor yang dapat memodifikasi lokasi. Biaya transportasi bertambah secara proporsional dengan jarak. Jadi, titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh berat lokasional. Berat lokasional adalah berat total semua barang berupa input yang harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output ditambah bert output yang akan dibawa ke pasar. Berat total itu sendiri terdiri dari satu satuan produk akhir ditambah semua berat input yang harus diangkut ke lokasi pabrik seperti bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan penolong, dan lain-lain yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output. Ada kemungkinan sumber berbagai bahan baku dan pasar berada pada arah yang berbeda. Dalam hal ini, lokasi biaya transportasi termurah adalah pada pertemuan dari berbagai arah tersebut. Weber memberi contoh tiga arah seperti berikut. Konsep ini dinyatakan sebagai segi tiga lokasi atau locational triangle seperti terlihat pada Gambar 10.
Pada gambar tersebut dimisalkan ada dua sumber bahan baku yang lokasinya berbeda, yaitu M1 dan M2 dan pasar berada pada arah yang lain. Dengan demikian, terdapat tiga arah lokasi sehingga ongkos angkut termurah adalah pada pertemuan dari tiga arah tersebut. Dari gambar tersebut terlihat bahwa lokasi optimum adalah  titik T. 
Untuk menunjukkan apakah lokasi optimum tersebut lebih dekat ke lokasi bahan baku atau pasar, Weber merumuskan indeks material (IM) sebagai berikut :
IM = 
Apabila IM > 1, perusahaan akan berlokasi dekat bahan baku dan apabila IM < 1, perusahaan akan berlokasi dekat pasar.
	[image: D:\@nonapopo\@babeh\gambar\10.jpg]
	keterangan :                                           T	     = lokasi optimum
M1 dan M2 = sumber bahan baku                                                                P	     = pasar
X,Y,Z	     = bobot input dan output     
a,b,c	     = jarak lokasi input dan 
                   output


Gambar 10.  Locational triangle dari Weber (Tarigan, 2009)
Biaya tenaga kerja adalah faktor kedua yang dapat mempengaruhi lokasi industri. Hal ini dapat terjadi apabila penghematan biaya tenaga kerja per unit produksi lebih besar daripada tambahan biaya transportasi per unit produksi yang dapat mendorong berpindahnya lokasi ke dekat sumber tenaga kerja. Penggabungan kedua jenis biaya tersebut melahirkan biaya terendah dari kedua unsur tersebut, seperti terlihat pada gambar berikut.
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	Keterangan :
 T      = lokasi biaya 
            transportasi terendah
 L     = lokasi biaya tenaga 
             kerja terendah


Gambar 11.  Kurva Isodapan dari Weber (Tarigan, 2009)
Titik T adalah tempat dengan biaya transportasi minimum (minimum transportation cost) dan di luar titik T dapat dibuat titik-titik dengan tingkat biaya transportasi yang sama penyimpangannya dari titik T. Apabila titik-titik tersebut dihubungkan satu dengan yang lain, akan diperoleh sebuah kurva tertutup (closed curve) merupakan lingkaran yang dinamakan isodapan (isodapane). Akan diperoleh berbagai tingkatan lingkaran sesuai dengan tingginya ongkos di atas T. Makin tinggi ongkos, makin dekat kurva isodapan itu ke dalam bentuk lingkaran bulat. Isodapan adalah kurva yang menggambarkan berbagai lokasi industri yang dengan lainnya menunjukkan pertambahan biaya akibat pertambahan jarak dari titik T dengan tingkat pertambahan yang sama pada masing-masing isodapan. Dalam gambar di atas, di luar titik T terdapat isodapan 1, 2, dan 3. Titik L adalah lokasi pasar tenaga kerja di dalam isodapan 2 dan perusahaan akan melihat apakah tetap berada pada titik T atau pindah ke lokasi di mana terdapat pasar buruh dengan upah yang lebih rendah. 
Setelah itu Weber mencoba menghubungkan antara biaya transportasi minimum dengan lokasi aglomerasi. Aglomerasi memberikan keuntungan antara lain berupa saling membutuhkan produk di antara berbagai industri, mungkin sudah tersedia fasilitas seperti listrik, air, perbengkelan, pemondokan, dan lain-lain. Seringkali pada lokasi seperti  ini sudah terdapat pula tenaga kerja yang terlatih. Fasilitas ini akan menurunkan biaya produksi/kebutuhan modal karena kalau terpisah jauh semua fasilitas harus dibangun sendiri. 
Terjadinya aglomerasi menurut Weber adalah sebagai berikut. Jika titik T adalah tempat dengan biaya transportasi minimum, maka di luar T tersebut dapat dibuat isodapan dengan berbagai tingkatan. Isodapan berarti menggambarkan deviasi biaya transportasi yang sama besarnya dari titik T. Jika selisih biaya dari salah satu kurva tersebut dari titik T sama dengan keuntungan nontransportasi yang dapat diperoleh pada suatu tempat alternatif maka kurva ini dinamakan isodapan kritis (critical isodapane). Keuntungan nontransportasi, misalnya antara lain upah buruh yang lebih murah/lebih mudah diperoleh, lebih tersedianya fasilitas pendukung seperti perbengkelan, pasar untuk kebutuhan sehari-hari, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pada zaman modern ini adalah seperti listrik, air, telekomunikasi, dan lainnya. Artinya, apabila industri memilih lokasi di tempat tersebut, tambahan biaya transportasi akan diimbangi oleh penghematan di luar biaya transportasi. Jika tempat ini berada lebih ke dalam dari kurva isodapan kritis, maka lokasi tersebut adalah tempat produksi yang lebih efisien dar T. Secara diagramatik terjadinya aglomerasi terjadi sebagai berikut. 
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Gambar 12. Isodapan Kritis dan Lokasi Aglomerasi (Tarigan, 2009)
Dalam diagram  di atas digambarkan ada tiga industri yang masing-masing memiliki lokasi biaya transportasi minimum pada titik T1, T2, dan T3. Masing-masing industri memiliki isodapan kritis yang saling berpotongan pada lokasi A. Dengan demikian, aglomerasi akan terjadi pada titik A karena lokasi itu lebih efisien dengan titik T masing-masing. Akan tetapi, bila isodapan kritis dari masing-masing industri tidak berpotongan maka aglomerasi tidak akan terjadi. Weber juga menyadari hal ini jarang terjadi karena industri-industri yang baru jarang berunding dulu untuk merembugkan lokasi mereka. Umumnya yang terjadi adalah industri memilih berlokasi dekat dengan industri yang sudah ada atau memilih berlokasi pada titik T-nya. 
Dalam kondisi seperti ini Richardson (terjemahan Sihotang, 1977 dalam Djakapermana, 2009) mengatakan terjadi tidaknya aglomerasi adalah dengan alasan sebagai berikut. Misalnya ada dua perusahaan yang satu besar dan yang satu kecil. Apabila perusahaan kecil pindah ke dekat industri besar, akan ada keuntungan aglomerasi sebesar AQ+q – AQ. Tambahan biaya transportasi adalah Ldqt, di mana : L = berat lokasional, dq = jarak q dari Q, dan t = tarif angkutan. Jika AQ+q – AQ > Ldqt maka aglomerasi akan terjadi. 
Jarak maksimum yang dapat dijangkau oleh kekuatan aglomerasi itu dinamakan D, maka :
Ldqt = 
Q dan q adalah berat lokasional dari masing-masing perusahaan besar dan perusahaan kecil. Dengan kata lain, kekuatan aglomerasi adalah proporsional dengan nilai output Q, sedangkan terhadap berat lokasional L dan tarif angkutan t adalah proporsional terbalik. 
Karena banyak juga yang memilih berdekatan dengan industri yang sudah ada, maka terjadilah aglomerasi. Perkembangan aglomerasi makin cepat karena makin banyak industri yang bersifat footlose (tidak terikat pada satu lokasi).
Manfaat aglomerasi yang diperoleh antara lain adalah pada lokasi tersebut biasanya sudah terdapat tenaga kerja terampil dan murah serta fasilitas pendukung yag lebih baik dan lebih murah seperti perbengkelan, fasilitas penyediaan air bersih, perumahan, pasar, dan lainnya. Sedangkan fasilitas deaglomerasi, antara lain kenaikan harga tanah dan kenaikan biaya-biaya lainnya serta kesesakan lokasi (tidak ada tempat untuk ekspansi dan kemacetan lalu lintas), yang menyebabkan perusahaan akan memencar. 
Model Weber dikembangkan oleh Hoover (1948), terutama terhadap asumsi biaya dengan membedakan antara biaya transportasi (distribusi dan perantara) dengan biaya produksi. Dia mengasumsikan berbagai kondisi, misalnya biaya transportasi yang tidak proporsional dengan jarak. Biaya transportasi sangat terkait dengan jalur transportasi yang tersedia dan jenis barang yang diangkut (arah dan ragam barang serta jenis angkutan). Juga faktor kebijakan pemerintah lokal, misalnya pajak lokal dan ketentuan lainnya. Namun demikian, pendekatan ini masih termasuk pendekatan biaya terendah dalam kerangka ekonomi kapitalis. 
3. Teori Masukan Transport (Substitusi) dari Walter Isard
Walter Isard (1956) mengembangkan logika teori dasar Weber dengan menempatkan teori tersebut dalam konteks analisis substitusi sehingga menjadi alat peramal yang tangguh (robust) namun sederhana. Seperti Weber, Isard menyadari bahwa biaya transpor merupakan determinan utama untuk menentukan lokasi suatu industri, akan tetapi bukan satu-satunya. Ia membahas gejala aglomerasi terutama di kota-kota besar. Ia adalah salah satu ahli ekonomi yang menaruh perhatian besar pada masalah perkotaan, telah mengetengahkan pentingnya penghematan urbanisasi, yang merupakan salah satu manfaat dari aglomerasi. 
Pendekatan Isard menggunakan asumsi bahwa lokasi dapat terjadi di titik-titik sepanjang garis yang menghubungkan sumber bahan baku dengan pasar, jika bahan baku setempat adalah murni.  Sehingga terdapat dua variabel yaitu jarak dari pasar dan jarak sumber bahan baku. Hubungan kedua variabel tersebut dapat diplotkan dalam bentuk grafik di mana garis yang menghubungkan antara sumber bahan baku dan pasar adalah tempat kedudukan titik-titik kombinasi antara bahan baku dan pasar yang bersifat substitusi (Gambar 13). apabila ditambah lagi satu varriabel baru yaitu penggunaan bahan baku kedua ke dalam input produksi, maka terdapat tiga set hubungan substitusi. 
Alasan mengapa istilah satu variabel dibuat tetap, hanyalah untuk mempermudah pembuatan grafik dua dimensi. Penyelesaian masalah dalam penentuan lokasi dapat dilihat secara bertahap melalui pasangan-pasangan dua sudut  dari segitiga tersebut. Titik biaya terendah diperoleh dengan mengidentifikasikan titik di mana jarak tempuh total adalah terendah di setiap pasangan garis transformasi sehingga jarak parsial dapat digunakan untuk menentukan beberapa substitusi lokasi yang paling rendah. 
Sumbangan pemikiran Isard lainnya adalah ia telah memasukkan analisis kompleks industri (industrial complex). Suatu industri kompleks didefinisikan sebagai suatu perangkat kegiatan-kegiatan pada suatu lokasi spesifik yang mempunyai saling keterhubungan secara teknis dan produksi. Industri-industri dapat bekerja secara optimal bila berkelompok bersama-sama secara tata ruang daripada mereka melayani sendiri perdagangan yang meliputi daerah yang luas              (Richardson, 1972).
	Meskipun suatu kompleks industri tidak mempunyai suatu industri pendorong seperti dalam teori kutub pertumbuhan, akan tetapi kompleks industri memberikan perhatian sama pentingnya pada keuntungan-keuntungan aglomerasi atau konsentrasi tersebut akan menimbulkan keuntungan-keuntungan, yaitu penghematan skala, penghematan lokalisasi dan penghematan aglomerasi.  
Penghematan skala, secara teknis berkenaan dengan struktur masukan suatu perusahaan atau industri. Produksi dengan skala besar berarti dapat membagi beban biaya-biaya tetap pada unit-unit yang terdapat dalam sistem produksi, dengan demikian unit biaya produksi dapat ditekan lebih rendah, sehingga perusahaan tersebut mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan hanya pada lokasi-lokasi yang melayani pasar yang luas atau penduduk dalam jumlah besar.
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Keterangan : GT  = garis transformasi                  
c   = pusat konsumsi
M = sumber bahan mentah           
W = berat
Gambar 13. Garis-garis Transformasi (GT) (Adisasmita, 2008)
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Gambar 14. Garis-garis Rasio Harga (GRH) (Adisasmita, 2008)
Dengan bantuan garis transformasi ditunjukkan bagaimana dengan perubahan lokasi dapat disubstitusikan masukan transpor suatu barang (bahan mentah) dengan masukan transpor lainnya (produk akhir). Rasio antara berat bahan mentah dan berat produk akhir mungkin sama dengan 1, lebih besar dari 1, atau lebih kecil dari 1 (lihat Gambar 13). Untuk mengetahui kedudukan keseimbangan spasial diperlukan suatu perangkat garis-garis rasio harga, yang mencerminkan harga-harga relatif dari dua perangkat masukan transport. Dalam hal ini dibandingkan biaya-biaya transport per ton-kilometer untuk bahan mentah dan produk akhir (sama dengan 1 atau lebih kecil 1), selain daripada itu perlu diketahui pula apakah biaya transport proporsional atau tidak dengan jarak (lihat Gambar 14). Selanjutnya dengan bantuan garis-garis rasio harga tersebut dapat diketahui titik keseimbangan lokasi suatu pabrik, apakah mendekati sumber bahan mentah atau pasar.
4. Teori Lokasi Pendekatan Pasar (Kerucut Permintaan/Pengaturan Hirarki Pusat-pusat)  dari August Losch 
August Losch menerbitkan sebuah buka dalam bahasa Jerman (1939) yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris (1954) dengan judul The Economic of Location. Weber melihat persoalan dari sisi produksi, Losch melihat persoalan dari sisi permintaan (pasar). Weber tidak menyatakan secara tegas, membuat asumsi bahwa semua barang yang diproduksinya akan laku terjual. Losch mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari pasar, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjualan (pasar) semakin mahal. Produsen harus memilih lakasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar. Pandangan ini mengikuti pandangan Chistaller tetapi lebih fleksibel. Losch berpendapat bahwa pasar tidak hanya dapat disusun menurut pengaturan 3, 4, atau 7 tetapi masih memungkinkan lebih banyak susunan daerah pasar dalam suatu jaringan. Sehingga menurut Losch tidak ada alasan mengapa daerah pasar dikaitkan dengan pusat-pusat produksi dan bersifat kaku seperti yang diungkapkan Christaller. 
Losch menyadari bahwa model yang dikembangkan kurang efisien karena sulitnya mengkombinasikan jaringan daerah pasar untuk membentuk struktur spasial yang efisien bagi produsen dan konsumen. Dalam hal ini, pusat jaringan penting tetapi lebih diharapkan pusat mampu melayani semua wilayah pasar atau yang dinamakan metropolis. Metropolis merupakan pusat dari seluruh jaringan dan mempunyai order tertinggi. Untuk lebih jelasnya hubungan antara metropolis dengan wilayah pasar ditunjukkan pada Gambar 5, selanjutnya jaringan tersebut ditata sedemikian rupa sehingga dari titik pusat (metropolis) tersebar banyak alternatif sektor. Menurut Losch, pusat-pusat wilayah pasar dibagi menjadi sektor “kota kaya” (city rich) dan “kota miskin” (city poor). Sektor kota kaya mempunyai banyak karakteristik : (1) jaringan market area yang luas, dan (2) aktivitasnya banyak sehingga ordernya lebih tinggi, sedangkan kota miskin sebaliknya. 
Model pengaturan spasial pusat-pusat kota menurut Losch konsisten terhadap unsur dasar dari organisasi manusia, yaitu prinsip usaha minimal. Usaha tersebut dilakukan dengan cara memaksimumkan jumlah perusahaan yang beroperasi di dalam pasar dan meminimumkan biaya transportasi secara keseluruhan. Dalam mengembangkan modelnya, Losch menggunakan beberapa asumsi, yaitu sebagai berikut (Richardson, 1972) :
1) Tidak ada variasi dalam biaya dan tidak ada perbedaan-perbedaan spasial dalam sumberdaya, termasuk tenaga kerja dan modal di seluruh wilayah (wilayah dianggap homogen). Berdasarkan anggapan ini, maka lokasi perusahaan dapat ditempatkan di mana saja. 
2) Penduduk tersebar merata, kepadatan dianggap uniform, cita rasa konstan, dan perbedaan pendapatan diabaikan. Berdasarkan asumsi ini dapat dijelaskan secara langsung, hal ini berarti semakin jauh jaraknya dari lokasi pabrik, maka jumlah permintaan menjadi semakin berkurang.
3) Wilayah pasar dan permintaan terhadap barang-barang hasil suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh lokasi perusahaan-perusahaan saingannya. Anggapan ini dinterpretasikan bahwa untuk suatu industri baru atau sebuah perusahaan yang ditempatkan di daerah non industri tidak menimbulkan kesulitan, akan tetapi hal ini tidak relevan bagi perusahaan yagn menempatkan lokasinya di daerah industri yang sudah sangat maju, di mana lokasi dan kegiatan perusahaan yang sudah ada sangat berpengaruh.   
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Gambar 15. Wilayah Jaringan Pasar (Adisasmita, 2008; Rustiadi, 2007)
Berdasarkan wilayah pasar sederhana (Gambar 15.A) membentuk jaringan wilayah pasar (Gambar 15 B). Segitiga-segitiga hitam yang terletak di luar lingkaran-lingkaran berarti tidak terjangkau oleh pemasaran barang-barang yang diproduksikan pada pusatnya. Agar supaya pemasaran barang-barang hasil produksi dapat menjangkau ke seluruh penjuru, maka bentuk lingkaran tersebut berubah menjadi segi enam atau heksagonal (Gambar 15.C). Heksagonal merupakan bentuk yang paling menguntungkan bagi wilayah-wilayah perdagangan. Selanjutnya beberapa jaringan wilayah pasar membentuk suatu sistem wilayah pasar (Gambar 16).





Gambar 16. Sistem Wilayah Pasar (Adisasmita, 2008)
Dilihat dari urutan tahap-tahapnya, menurut Losch     (Adisasmita, 2008) terdapat tiga jenis wilayah ekonomi, yaitu wilayah pasar sederhana, jaringan wilayah pasar dan sistem wilayah pasar. Wilayah pasar individual tersebut nampaknya sangat sederhana dan sangat tergantung pada perdagangan, sedangkan sistem pasar sangat kompleks, walaupun merupakan bentuk ideal yang menekankan pada swasembada, akan tetapi sulit dijumpai dalam kenyataan. Kenyataan banyak komoditas diproduksikan dan diperdagangkan mencapai di luar lingkup sistem, maka terjadilah wilayah-wilayah yang saling tumpang tindih. Wilayah ekonomi lebih mencerminkan peristiwa-peristiwa yang berlangsung seperti apa adanya dari pada sekedar pembagian alamiah wilayah-wilayah suatu negara. 
Antara wilayah sederhana dan sistem regional lengkap terdapat jaringan. Trayek transport menghubungkan kota-kota dalam pengertian pusat sentral. Walaupun jaringan dan daerah-daerah produksi dan konsumsi sudah nyata, akan tetapi perlu dibedakan dengan sistem wilayah. Sistem wilayah merupakan kesatuan dari banyak wilayah, merupakan suatu organisme dari pada sebagai suatu organ. 
5. Sector Theory dari Hoyt
Menurut teori ini struktur ruang kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor dari pada berdasarkan lingkaran-lingkaran konsentrik, sehingga membentuk sebuah pusat. PDK (Pusat Daerah Kegiatan) atau CBD (Central Business District) terletak di pusat kota, namun pada bagian lainnya berkembang menurut saktor-sektor  yang bentuknya menyerupai irisan kue bolu. Hal ini dapat terjadi akibat dari faktor geografi, seperti bentuk lahan dan pengembangan jalan sebagai sarana komunikasi dan transportasi.
Menurut Homer Hoyt, susunan kota terdiri atas: Central Business District (CBD) atau pusat kegiatan bisnis, sektor kawasan industri ringan dan perdagangan, sektor kaum buruh, sektor permukiman kaum menengah, dan sektor permukiman adiwisma, seperti dapat dilihat pada Gambar 17  berikut ini.
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Gambar 17.  Teori Sektor (Homer Hoyt)
Keterangan:
a) 	Central Business District (CBD) atau pusat kegiatan bisnis yang terdiri atas bangunan-bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat perbelanjaan.
b) 	Sektor kawasan industri ringan dan  perdagangan.
c) 	Sektor kaum buruh atau kaum murba, yaitu kawasan permukiman kaum buruh.
d) 	Sektor permukiman kaum menengah atau sektor madyawisma.
e) 	Sektor permukiman adiwisma, yaitu kawasan tempat tinggal golongan atas yang terdiri dari para eksekutif dan pejabat.
6. Teori Tempat Sentral (Central Place Theory)
Walter Cristaller (Jerman tahun 1933) mengemukakan tentang teori tempat sentral. Menurut Christaller terdapat konsep yang disebut jangkauan (range) dan ambang (treshold). RANGE adalah jarak yang perlu ditempuh manusia untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja. Sedangkan TRESHOLD adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang 
Dalam teori ini diasumsikan terjadi pada wilayah datar yang luas dihuni oleh sejumlah penduduk dengan kondisi yang merata. Dalam memenuhi kebutuhannya, penduduk memerlukan berbagai jenis barang dan jasa, seperti makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Untuk memperoleh kebutuhan tersebut penduduk harus menempuh jarak tertentu dari rumahnya yang disebut range 
Sementara itu para pedagang berupaya memperoleh keuntungan besar, sehingga mereka harus paham benar berapa banyak jumlah minimal penduduk (calon konsumen) yang diperlukan bagi kelancaran dan kesinambungan suplai barang atau jasa agar tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain mereka harus memilih lokasi yang strategis, yaitu sebuah pusat pelayanan berbagai kebutuhan penduduk dalam jumlah partisipasi yang maksimum.
Kondisi ini memunculkan dua kategori barang kebutuhan, yaitu barang kebutuhan yang memiliki risiko kerugian besar karena jenis barang atau jasa yang dijual berupa barang-barang mewah disebut THRESHOLD TINGGI, misalnya, kendaraan bermotor, perhiasan, dan barang-barang lainnya dengan harga relatif mahal dan sulit terjual. dan sebaliknya barang-barang yang memiliki resiko rendah disebut THRESHOLD RENDAH 
Muncul istilah tempat sentral (Central Place Theory), yaitu lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada  suatu tempat yang terpusat (sentral). Tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Daerah segi enam ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut. Dalam kenyataannya dapat berupa kota-kota besar, pusat perbelanjaan atau mal, supermarket, pasar, rumah sakit, sekolah, kampus perguruan tinggi, ibukota provinsi, atau kota kabupaten yang masing-masing memiliki pengaruh atau kekuatan menarik penduduk yang tinggal di sekitarnya dengan daya jangkau yang berbeda 
Tempat sentral dan daerah yang dipengaruhinya (komplementer), pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu hirarki 3 (K = 3), hirarki 4 (K = 4), dan hiraki 7 (K = 7). 
Hirarki K = 3: merupakan pusat pelayanan  berupa pasar yang selalu menyediakan bagi daerah sekitarnya, sering disebut kasus pasar optimal. Wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi sepertiga bagian dari masing-masing wilayah tetangganya, seperti dapat dilihat pada Gambar 18.
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Gambar 18. Teori Tempat Sentral Hirarki 3
Hirarki K = 4: yaitu wilayah ini dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pula situasi lalu lintas yang optimum. Situasi lalulintas yang optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian di masingmasing wilayah tetangganya, seperti pada Gambar 19 berikut ini.
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Gambar 19. Teori Tempat Sentral Hirarki 4
Hirarki K = 7: yaitu wilayah ini selain mempengaruhi wilayahnya sendiri, juga mempengaruhi seluruh bagian (satu bagian) masing-masing wilayah tetangganya. Wilayah ini disebut juga situasi administratif yang optimum. Situasi administratif yang dimaksud dapat berupa kota pusat pemerintahan, seperti dapat dilihat pada Gambar 20 berikut ini.
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Gambar 20. Teori Tempat Sentral Hirarki 7
7. Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Poles Theory)
Perroux pada tahun 1955 mengemukakan tentang Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Poles Theory). Dalam teori ini dinyatakan bahwa pembangunan kota atau wilayah di mana pun bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, tetapi mucul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Tempat-tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan tersebut dinamakan pusat-pusat atau kutub-kutub pertumbuhan. Dari kutub-kutub tersebut selanjutnya proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya atau ke pusat-pusat yang lebih rendah. Contoh: Balikpapan dan Samarinda, sebagai pusat pertumbuhan, kemajuannya akan menetes ke daerah-daerah sekitarnya seperti Paser Utara, Pasir, Tenggarong , Bontang dan sebagainya.

C. Latihan 
1) Apa yang menjadi asumsi von Thunen dalam  menentukan lokasi?
2) Apa yang saudara ketahui tentang isodapan dari Weber? Dan bagaimana aglomerasi dapat terbentuk?
3) Bagaimana lokasi optimum dapat dicapai menurut Walter Isard?
4) Apa yang saudara ketahui tentang teori Losch, asumsi apa yang digunakan untuk mengembangkan modelnya? 
5) Berikan contoh penerrapan teori sektor dari Homer Hoyt dalam kehidupan sehari-hari?
6) Apa yang dimaksud dengan range dan treshold dalam teori tempat sentral? Jelaskan dengan contoh nyata.
7) Apa yang menjadi dasar pemikiran dari teori kutub pertumbuhan? Jelaskan dengan contoh nyata.
D. Kesimpulan (Rangkuman)
Analisis-analisis yang dikembangkan oleh von Thunen, Weber, Losch dan Christaller di awal abad 19 dan awal abad 20 pada dasarnya berupaya mencari jawaban-jawaban tentang “di mana” dan “mengapa” aktivitas ekonomi memilih lokasi.
Johann Heinrich von Thunen mengasumsikan suatu negara yang terisolasi dengan satu pusat kota dengan tipe permukiman perdesaan, sehingga tidak ada pengaruh dari luar negara. Di dalam deskripsi konsepnya von Thunen membayangkan suatu kota yang berada di pusat dataran yang subur, yang dipotong oleh sungai. Pada dataran tersebut kondisi tanahnya dapat ditanami dan mempunyai kesamaan kesuburan. Semakin jauh dari kota, dataran tersebut berubah menjadi hutan belantara  yang memutus hubungan antara negara ini dengan dunia luar. Tidak ada kota lain di daerah tersebut. Pusat kota dengan sendirinya harus mensuplai daerah perdesaan dengan semua hasil produksi industri, dan sebagai penggantinya akan mendapatkan perbekalan dari desa-desa di sekitarnya. Pertambangan yang menyediakan garam dan logam berada dekat dengan pusat kota, dan hanya satu, yang nantinya disebut “kota”.
Permasalahan yang ingin dipecahkan oleh on Thunen adalah : Pola tanam dan penggunaan lahan seperti apa yang akan terjadi pada kondisi ini? Dan bagaiman sistem pertanian pada distrik yang berbeda dipengaruhi oleh jarak dari kota? Diasumsikan bahwa pertanian diatur secara rasional. 
Konsep von Thunen pada dasarnya menjelaskan bahwa penggunaan lahan sangat ditentukan oleh biaya transport produk yang diusahakan yang pada akhirnya menentukan sewa ekonomi tanah (land rent). Dalam hal konsep sewa tanah ini, begawan ekonomi seperti Paul Samuelson (1976) mengatakan bahwa konsep von Thunen masih lebih orisinal dibandingkan dengan teori sewa tanah yang dikembangkan oleh David Ricardo, The Principle of Political and Taxation, tahun 1911.
Kesimpulan penting yang dapat diambil dari pengembangan teori von Thunen adalah: (1) kecenderungan semakin menurunnya keuntungan akibar makin jauhnya produksi dari pasar, namun terdapat perbedaan laju penurunan (gradien) antar komoditas, dan (2) jumlah pilihan-pilihan menguntungkan yang semakin menurun dengan bertambahnya jarak ke kota/pusat pasar. 
Alfred Weber seorang ahli ekonomi Jerman, mengamati bahwa tanpa adanya perbedaan biaya produksi antar lokasi, maka keputusan penempatan lokasi industri manufaktur akan ditentukan pada titik lokasi dengan biaya transportasi terendah. Biaya transportasi ditentukan oleh dua faktor yaitu : (1) bobot bahan baku dan bobot produk akhir yang diangkut ke pasar, dan (2) jarak tempuh dari bahan baku dan produk yang harus dipindahkan. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. 
Menurut Weber, biaya transportasi merupakan faktor pertama dalam menentukan lokasi, sedangkan kedua faktor lainnya merupakan faktor yang dapat memodifikasi lokasi. Biaya transportasi bertambah secara proporsional dengan jarak. Jadi, titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh berat lokasional. Berat lokasional adalah berat total semua barang berupa input yang harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output ditambah berat output yang akan dibawa ke pasar. Berat total itu sendiri terdiri dari satu satuan produk akhir ditambah semua berat input yang harus diangkut ke lokasi pabrik seperti bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan penolong, dan lain-lain yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output. Ada kemungkinan sumber berbagai bahan baku dan pasar berada pada arah yang berbeda. Dalam hal ini, lokasi biaya transportasi termurah adalah pada pertemuan dari berbagai arah tersebut
Walter Isard (1956) mengembangkan logika teori dasar Weber dengan menempatkan teori tersebut dalam konteks analisis substitusi sehingga menjadi alat peramal yang tangguh (robust) namun sederhana. Seperti Weber, Isard menyadari bahwa biaya transpor merupakan determinan utama untuk menentukan lokasi suatu industri, akan tetapi bukan satu-satunya. Ia membahas gejala aglomerasi terutama di kota-kota besar.
Sumbangan pemikiran Isard lainnya adalah ia telah memasukkan analisis kompleks industri (industrial complex). Suatu industri kompleks didefinisikan sebagai suatu perangkat kegiatan-kegiatan pada suatu lokasi spesifik yang mempunyai saling keterhubungan secara teknis dan produksi. Industri-industri dapat bekrja secara optimal bila berkelompok bersama-sama secara tata ruang daripada mereka melayani sendiri perdagangan yang meliputi daerah yang luas (Richardson, 1972).
Penyelesaian masalah dalam penentuan lokasi dapat dilihat secara bertahap melalui pasangan-pasangan dua sudut dari segitiga. Titik biaya terendah diperoleh dengan mengidentifikasikan titik di mana jarak tempuh total adalah terendah di setiap pasangan garis transformasi sehingga jarak parsial dapat digunakan untuk menentukan beberapa substitusi lokasi yang paling rendah.
Untuk mengetahui kedudukan keseimbangan spasial diperlukan suatu perangkat garis-garis rasio harga, yang mencerminkan harga-harga relatif dari dua perangkat masukan transport. Dalam hal ini dibandingkan biaya-biaya transport per ton-kilometer untuk bahan mentah dan produk akhir (sama dengan 1 atau lebih kecil 1), selain daripada itu perlu diketahui pula apakah biaya transport proporsional atau tidak dengan jarak. 
Losch melihat persoalan dari sisi permintaan (pasar). Weber tidak menyatakan secara tegas, membuat asumsi bahwa semua barang yang diproduksinya akan laku terjual. Losch mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari pasar, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjualan (pasar) semakin mahal. Produsen harus memilih lakasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar.
Model pengaturan spasial pusat-pusat kota menurut Losch konsisten terhadap unsur dasar dari organisasi manusia, yaitu prinsip usaha minimal. Usaha tersebut dilakukan dengan cara memaksimumkan jumlah perusahaan yang beroperasi di dalam pasar dan meminimumkan biaya transportasi secara keseluruhan. 
Dilihat dari urutan tahap-tahapnya, Losch terdapat tiga jenis wilayah ekonomi, yaitu wilayah pasar sederhana, jaringan wilayah pasar dan sistem wilayah pasar. Wilayah pasar individual tersebut nampaknya sangat sederhana dan sangat tergantung pada perdagangan, sedangkan sistem pasar sangat kompleks, walaupun merupakan bentuk ideal yang menekankan pada swasembada, akan tetapi sulit dijumpai dalam kenyataan.
Sedangkan menurut Homer Hoyt, susunan kota terdiri atas: Central Business District (CBD) atau pusat kegiatan bisnis, sektor kawasan industri ringan dan perdagangan, sektor kaum buruh, sektor permukiman kaum menengah, dan sektor permukiman adiwisma. Inti dari teori sentral (Central Place Theory) adalah adanya lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada  suatu tempat yang terpusat (sentral). Tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Daerah segi enam ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut. Dalam kenyataannya dapat berupa kota-kota besar, pusat perbelanjaan atau mal, supermarket, pasar, rumah sakit, sekolah, kampus perguruan tinggi, ibukota provinsi, atau kota kabupaten yang masing-masing memiliki pengaruh atau kekuatan menarik penduduk yang tinggal di sekitarnya dengan daya jangkau yang berbeda 
Teori kutub pertumbuhan menyatakan bahwa pembangunan kota atau wilayah di mana pun bukan merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak, tetapi mucul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Tempat-tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan tersebut dinamakan pusat-pusat atau kutub-kutub pertumbuhan. Dari kutub-kutub tersebut selanjutnya proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain di sekitarnya atau ke pusat-pusat yang lebih rendah.
E. Test Formatif 
1) Asumsi bahwa suatu negara yang terisolasi dengan satu pusat kota dengan tipe permukiman perdesaan, sehingga tidak ada pengaruh dari luar negara, pertama kali dicetuskan oleh...
A. Alfred Weber
B. Homer Hoyt
C. von Thunen
D. Walter Isard
2) Istilah range dan threshold muncul pada…
A. Teori Sektor
B. Teori Tempat Sentral
C. Teori Kutub Pertumbuhan
D. Teori Lokasi Pendekatan Pasar
3) Model pengaturan spasial pusat-pusat kota menurut Losch konsisten terhadap unsur dasar dari organisasi manusia, yaitu prinsip usaha minimal. Usaha tersebut dilakukan dengan cara memaksimumkan jumlah perusahaan yang beroperasi di dalam pasar dan meminimumkan biaya transportasi secara keseluruhan. Berikut ini adalah asumsi yang digunakan Losch dalam mengembangkan modelnya, kecuali...
A. Tidak ada variasi dalam biaya dan tidak ada perbedaan-perbedaan spasial dalam sumberdaya, termasuk tenaga kerja dan modal di seluruh wilayah (wilayah dianggap homogen)
B. Penduduk tersebar merata, kepadatan dianggap uniform, cita rasa konstan, dan perbedaan pendapatan diabaikan
C. Wilayah pasar dan permintaan terhadap barang-barang hasil suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh lokasi perusahaan-perusahaan saingannya
D. Biaya transportasi merupakan biaya yang dominan
4) Dua orang yang menyatakan bahwa biaya transportasi merupakan determinan utama untuk menentukan lokasi suatu industri, akan tetapi bukan satu-satunya, adalah...
A. Isard dan Weber
B. Isard dan Hoyt
C. Weber dan Hoyt
D. von Thunen dan Isard
5) Dua teori yang sama-sama menggunakan konsep lingkaran dengan pusat tertentu, adalah…
A. Teori Tempat Sentral dan Teori Lokasi
B. Teori Lokasi von Thunen dan Teori Sektor dari Homer Hoyt
C. Teori Sektor dan Teori Tempat Sentral
D. Teori Tempat Sentral dan Teori Kutub Pertumbuhan
6) Asumsi yang digunakan von Thunen dalam mengembangkan teorinya didasarkan pada :
A. Satu negara yang terisolasi dengan satu pusat kota yang tidak mungkin terpengaruh dari luar.
B. Suatu pusat kota yang sangat kompleks yang terbuka dalam perdagangan.
C. Petani menanam jenis tanaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah itu.
D. Biaya tidak menentukan lokasi usaha
7) Menurut Weber biaya transportasi ditentukan oleh : 
A. Jenis bahan baku dan produk akhir yang diangkut.
B. Tergantung jenis angkutan yang digunakan dalam transportasi.
C. Bobot bahan baku dan bobot produk akhir yang dibawa ke pasar dan jarak tempuh.
D. Kondisi jalan yang ditempuh
8) Pendekatan Isard dalam mengembangkan teorinya   adalah :
A. Lokasi tertentu di mana bahan baku berada.
B. Keberadaan pasar guna memasarkan produk akhir.
C. Lokasi berada sepanjang garis yang menghubungkan sumber bahan baku dengan  pasar.
D. Keberadaan tenaga kerja
9) August Losch termasuk yang pertama menguraikan prinsip-prinsip dasar analisis spasial dan menginterpretasikan ekonomi spasial dalam pasar persaingan monopolistik. Asumsi yang digunakan dalam modelnya adalah :
A. Adanya variasi biaya dan spasial dari sumberdaya. Lokasi pabrik harus dekat dengan pasar dan konsumen tidak mempermasalahkan jarak yang harus ditempuh.
B. Permintaan akan barang produksi pabrik cukup besar. Selera penduduk berubah-ubah seiring daya belinya.
C. Tidak ada variasi biaya dan spasial dari sumberdaya. Ada korelasi negatif antara jarak dan permintaan akan barang yang tidak dipengaruhi oleh lokasi pabrik saingannya.
D. Adanya tempat strategis yang dapat digunakan sebagai lokasi usaha  
F. Kunci  Jawaban Test Formatif 
1. 
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2. C
3. B
4. D
5. A
6. B
7. A
8. C
9. C
10. C
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BAB IV
 REGIONALISASI (PEWILAYAHAN)


A. Pendahuluan
Setelah mengikuti pembahasan tentang regionalisasi atau perwilayahan, pembaca dapat menjelaskan tentang :
a. Pengertian Perwilayahan/Regionalisasi.
b. Metode perwilayahan atau regionalisasi.
c. Interaksi dan interdependensi elemen dalam sistem wilayah dan antar wilayah.
d. Penerapan regionalisasi di Indonesia.
Geografi berasal dari gabungan kata geo dan graphy. Geo berarti bumi, sedangkan graphy berarti proses penulisan, sehingga geografi berarti penulisan tentang bumi. Konsep dan cakupan geografi telah berkembang sedemikian rupa, sehingga sulit sekali membuat suatu definisi yang memuaskan semua pihak. Walaupun demikian, semua orang percaya bahwa geografi mencakup studi mengenai permukaan bumi terutama keragaman area permukaan bumi dan hubungannya sebagai tempat tinggal manusia. Dalam geografi orang mencoba menggambarkan wajah bumi yang bervariasi, mencoba menerangkan bagaimana wajah bumi terbentuk seperti apa adanya, dan mengkaitkannya dengan keberadaan manusia dengan kebutuhan untuk menunjang hidupnya yang sangat beragam. Secara ringkas pengertian geografi mencakup hubungan manusia dengan tempat mereka berpijak dan menguasai sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu lahan. Dari sudut pandang yang lain, pengembangan konsep wilayah dan penerapan geografi pada dunia nyata akan menghasilkan suatu pewilayahan.
B. Pengertian Pewilayahan/Regionalisasi
Pewilayahan/regionalisasi adalah usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tersebut untuk tujuan tertentu. Permukaan bumi akan terbagi-bagi atas berbagai wilayah sesuai dengan konsep wilayahnya. Perbedaan konsep wilayah yang diterapkan menghasilkan perbedaan unit-unit atau batas-batas wilayah yang dihasilkan, seperti dapat dilihat pada Gambar 21 berikut ini.
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Gambar 21. Regionalisasi Sebagai Dasar Deliniasi Ruang       (Rijanta, 2005)
Ada beberapa cara untuk menetapkan suatu perwilayahan. Perwilayahan apabila dilihat dari atas adalah membagi suatu wilayah yang luas, misalnya luas wilayah suatu negara ke dalam beberapa wilayah yang lebih kecil. Perwilayahan mengelompokkan beberapa wilayah kecil dalam satu kesatuan. Suatu perwilayahan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri. Secara teknik, perwilayahan berkaitan dengan proses penentuan batas daerah yang tergantung pada tujuan pengelompokan dan kriteria yang digunakan. 
Tujuan umum perwilayahan adalah untuk mempermudah melakukan analisa dan untuk menjawab persoalan-persoalan pada kelompok-kelompok wilayah tersebut. Berkaitan dengan pembangunan, perwilayahan diarahkan pada aspek pemerataan pembangunan, keserasian dan koordinasi pembangunan, serta arah dan prioritas kegiatan (wilayah) pembangunan.
Hasil dari regionalisasi atau perwilayahan diperoleh beberapa pandangan, yaitu wilayah homogen, wilayah fungsional dan wilayah perencanaan (Rijanta, 2005). 
1. Wilayah Seragam (homogenous regions)
Pandangan pertama bertujuan untuk mendeliniasi daerah-daerah yang seragam. Kriteria pokok yang digunakan untuk membedakan antar daerah mungkin dapat berbeda, tergantung pada tujuan pembuatannya. Kriteria-kreteria yang digunakan dapat berupa ketinggian tempat, bentuk lahan, curah hujan, kegiatan ekonomi yang dominan, atau dapat pula kombinasi dari beberapa unsur. Kriteria yang digunakan hendaknya menonojolkan perbedaan-perbedaan dalam daerah itu sendiri.  
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Gambar 22. Konsepsi Wilayah
2. Wilayah Fungsional (functional regions)
Pandangan yang kedua, mencoba menyampaikan cara pendeliniasi wilayah fungsional yang sering juga disebut wilayah tertutup (polarized regions) atau wilayah inti (nodal regions). Konsep dasarnya pada pemikiran yang menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan ruang untuk kegiatannya, dan kegiatan-kegiatan ini paling tidak mencakup kegiatan seperti administrasi umum, ekonomi, politik, rekreasi dan berbagai bentuk kegiatan sosial. Intinya adanya hubungan timbal balik yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ini dan dibutuhkan angkutan atau komunikasi antar tempat-tempat yang berbeda. Jadi sebenarnya konsep ini menekankan perbedaan-perbedaan dalam suatu wilayah. Dengan bertambahnya spesialisasi (pembagian-pembagian tenga kerja menurut keahliannya) akan memperkuat hubungan timbal balik ini dalam suatu ruang. 
3. Wilayah Perencanaan (planning regions)
Pandangan ketiga, wilayah perencanaan pada prinsipnya ditentukan atas dasar tujuan perencanaan kegiatan yang diinginkan dan pembangunan yang diharapkan untuk memudahkan cara kerja, biasanya digunakan batas-batas administrasi di mana tersedia sarana-sarana baik dalam pengumpulan data maupun penerapan suatu rencana (Sadharto, dkk, 1986). Wilayah perencanaan/pengelolaan tidak terlalu struktural melainkan sebagai unit-unit koordinasi atau pengelolaan yang berfokus pada tujuan-tujuan dan penyelesaian-penyelesaian masalah tertentu, seperti otorita DAS, Free Trade Zone dan lain-lain.











Tabel 4. Hubungan antara berbagai konsep ruang/wilayah dengan tujuan/manfaat penggunaannya

	No.
	Ruang/
wilayah
	Tujuan dan manfaat penggunaan
	Contoh 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Wilayah Homogen
	1. Penyerderhanaan dan pendeskripsian ruang/wilayah.
2. Pewilayahan pengelolaan (zonasi kawasan fungsional). 
	1. Pola penggunaan/penu-tupan lahan.
2. Pewilayahan komoditas.

	2.
	Wilayah Nodal
	1. Deskripsi hubungan nodalitas.
2. Identifikasi daerah pelayanan/pengaruh. 
3. Penyusunan hirarki pelayanan/fasilitas.
	1. Keterkaitan CBD dan daerah pelayanannya.
2. “Growth Pole” area.
3. Central place and periphery
4. Sistem/ordo kota/pusat pelayanan.

	1
	2
	3
	4

	3.
	Wilayah Sistem Ekologi
	1. Pengelolaan sumberdaya wilayah berkelanjutan. 
2. Identifikasi carriying capasity kawasan.
3. Siklus alam aliran sumberdaya, biomassa energi, limbah, dll.
	1. Pengelolaan DAS.
2. Cagar alam.
3. Ekosistem mangrove.

	4.
	Wilayah Sistem Ekonomi
	1. Percepatan pertumbuhan wilayah. 
2. Produktivitas dan mobilisasi sumberdaya.
3. Efisiensi 
	1. Wilayah Pembangunan.
2. Kawasan andalan.
3. KAPET.
4. Kawasan Agropolitan.
5. Kawasan cepat tumbuh (pertumbuhan)

	5.
	Wilayah Sistem Sosial 
	1. Pewilayahan menurut sistem budaya, etnik, bangsa, dll.
2. Identifikasi komunitas dan society.
3. Optimalisasi interaksi sosial.
4. Community Development.
5. Keberimbangan, pemerataan dan keadilan.
6. Distribusi penguasaan sumberdaya.
7. Pengelolaan konflik.
	1. Kawasan adat.
2. Perlindungan/pelestarian (cagar) budaya.
3. Pengelolaan kawasan publik kota (menghindari tawuran)

	6.
	Wilayah Politik 
	1. Menjaga keutuhan/integritas wilayah teri-torial.
2. Menjaga pengaruh/kekuatan teritorial.
3. Menjaga pemerataan (equity) antar sub wilayah.
	1. Negara.
2. Provinsi.
3. Kabupaten/kota
4. Desa 

	7.
	Wilayah Adminis-tratif
	Optimasi fungsi-fungsi administrasi dan pelayanan publik pemerintahan
	A. Negara.
B. Provinsi.
C. Kabupaten/kota 
D. Kecamatan 


 Sumber : Rustiadi, dkk., (2007).
4. Latihan 
1) Apa maksud dan tujuan dari perwilayahan/regionalisasi, dan apa yang dihasilkan dari perwilayahan tersebut?
2) Apa manfaat dari regionalisasi/pewilayahan?
3) Sebutkan perbedaan antara wilayah homogen, wilayah fungsional, dan wilayah perencaan. Jelaskan jawaban saudara dengan contoh nyata.
5. Kesimpulan (Rangkuman)
Perwilayahan/regionalisasi adalah usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tersebut dengan melakukan deliniasi untuk tujuan tertentu. Permukaan bumi akan terbagi-bagi atas berbagai wilayah sesuai dengan konsep wilayahnya. Perbedaan konsep wilayah yang diterapkan menghasilkan perbedaan unit-unit atau batas-batas wilayah yang dihasilkan. Hasil dari regionalisasi atau pewilayahan diperoleh beberapa pandangan, yaitu wilayah homogen, wilayah fungsional dan wilayah perencanaan. 
6. Test Formatif 
1) Berikut ini adalah hasil dari regionalisasi, yaitu...
A. Wilayah homogen, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan
B. Wilayah heterogen, wilayah hinterland, dan wilayah perencanaan
C. Wilayah daratan, wilayah lautan, dan wilayah terbuka
D. Wilayah pertanian, wilayah kehutanan, dan wilayah pesisir
2) Yang dimaksud dengan delineasi adalah...
A.   Usaha memberikan keuntungan
B.   Usaha memberikan kontribusi
C.   Usaha memberikan batas wilayah
D.   Tidak ada yang benar
3)   Berikut ini termasuk wilayah sistem sosial, kecuali…
A. Perlindungan cagar budaya
B. Kawasan Agropolitan
C. Kawasan adat
D. Pengelolaan kawasan publik kota
4) Berikut ini adalah tujuan dari wilayah politik, kecuali…
A. Optimasi fungsi-fungsi administrasi dan pelayanan publik pemerintahan
B. Menjaga keutuhan/integritas wilayah teri-torial
C. Menjaga pengaruh/kekuatan teritorial
D. Menjaga pemerataan (equity) antar sub wilayah.
5) Pewilayahan atau regionalisasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh.......
A. Keberadaan manusia dengan kebutuhan untuk menunjang hidupnya yang sangat beragam
B. Batas daerah yang tergantung pada tujuan pengelompokan dan kriteria yang digunakan
C. Aspek pemerataan pembangunan, keserasian dan koordinasi pembangunan, serta arah dan prioritas kegiatan (wilayah) pembangunan
D. Kondisi geografis
C. Metode Pewilayahan atau Regionalisasi
Metode pewilayahan ada dua, yaitu penyamarataan wilayah (regional generalization) dan klasifikasi wilayah (regional classification) (Rijanta, 2005). 
1. Penyamarataan Wilayah (Regional Generalization)
Regionalisasi/pewilayahan dengan cara penyemarataan wilayah merupakan usaha menggolongkan wilayah ke dalam bagian-bagian tertentu dengan cara menonjolkan karakter-karakter tertentu dan unsur-unsur yang kurang relevan dihilangkan. Selain hal itu, sangat memperhatikan skala peta dan tujuan dari pewilayahan itu sendiri. Dengan demikian, maka dasar pewilayahan dapat dibedakan (Tarigan, 2009) sebagai berikut :
1) Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan dusun/lingkungan.
2) Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity), yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik. Berdasarkan kesamaam kondisi fisik, Sumatera Utara pernah dibagi atas pantai timur, pegunungan, dan pantai barat. Ada juga pembagian berupa wilayah pertanian dengan wilayah industri, wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan atau daerah pedalaman. Acara lain berdasarkan kesamaan sosial budaya, misalnya daerah dibagi menurut suku mayoritas, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, mayoritas masyarakat mendiami wialyah tersebut. 
3) Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Perlu ditetapkan dulu beberapa pusat pertumbuhan (growth pole atau growrh centre) yang kira-kira sama besarnya/rankingnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan. Apa yang dapat dipakai ukuran batas pengaruh suatu pertumbuhan (yang umumnya adalah perkotaan)?  Perlu diingat bahwa batas pengaruh antara satu kota dengan kota lainnya hanya dapat dilakukan untuk kota-kota yang sama rankingnya, misalnya antara Lubuk Pakam dengan Perbaungan, di mana jumlah penduduk kedua kota tersebut tidak terlalu jauh berbeda. Di dalam mencari batas pengarruh antara kedua kota tersebut, dapat dicari suatu titik yang di satu sisi lebih banyak penduduknya bepergian ke Lubuk Pakam, sedangkan pada sisi lain lebih banyak penduduknya bepergian ke Perbaungan. Bisa saja pad sisi lainnya tersebut masih ada penduduk yang bepergian ke kota lain, tetapi mayoritas penduduknya adalah ke arah yang satu lagi. Tujuan bepergian itu dapat berupa berbelanja, menjual hasil produksinya, bekerja, bersekolah, berobat, rekreasi, dan lain-lain. Perwilayahan seperti ini biasanya dibutuhkan apabila menggunakan pendekatan regional dalam perencaanaan pembangunan wilayah. 
4) Berdasarkan wilayah perencanaan/program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah yang terkena suatu program atau proyek di mana wilayah tersebut termasuk ke dalam suatu perencanaan untuk tujuan khusus. Misalnya, DAS Sei Wampu, DAS Konto, DAS Citarum, proyek Asahan, dan lain-lain. Suatu wilayah perencanaan dapat menembus beberapa wilayah administratif berdasarkan kebutuhan perencanaan tersebut. Misalnya, perencanaan pelestarian daerah aliran sungai (DAS) dimulai dari sumber mata air di pegunungan melintasi wilayah dataran, memasuki daerah pantai dan bermuara di laut lepas. Aliran itu sendiri bisa melalui wilayah perkebunan, wilayah pertanian darat, wilayah persawahan, pemukiman, perkotaan, dan lain-lain sebelum memasuki muara di laut lepas. Aliran sungai itu bisa melewati lebih dari satu provinsi, beberapa kabupaten dan kota, serta berbagai kawasan. Wilayah DAS itu menyangkut tangkapan air di pegunungan sebagai sumber mata airnya dan wilayah kanan kiri sungai mulai dari hulu hingga ke muaranya. Contoh lain dari pewilayahan berdasarkan program adalah BPS membuat Block Sensus dalam rangka pelaksanaan sensus.   
2. Klasifikasi Wilayah (Regional Classification)
Regionalisasi atau perwilayahan dengan cara klasifikasi wilayah adalah usaha menggolongkan wilayah secara sistematis ke dalam bagian bagian tertentu dengan memperhatikan semua unsur. Tujuan klasifikasi wilayah adalah untuk mencari deferensiasi (perbedaan) antar wilayah. Dalam dunia ilmu pengetahuan, klasifikasi sering digunakan untuk dua manfaat dasar (Johnston, 1976) yakni, (1) sebagai alat penyerderhanaan fenomena dunia nyata, dan (2) sebagai alat pendiskripsian. 
Klasifikasi adalah alat yang ampuh untuk mendiskripsikan fenomena, termasuk di dalam menggambarkan hubungan antara manusia dengan sumber daya yang dimanfaatkannya di atas permukaan bumi. Keragaman dan perbedaan karakteristik sumberdaya-sumberdaya serta perilaku dan cara-cara menusia memanfaatkannya di atas bumi ini dapat dijelaskan dan disederhanakan dengan pengklasifikasian spasial (Rustiadi, dkk, 2003). Dengan demikian, klasifikasi spasial (perwilayahan) tidak lain merupakan alat (tools) untuk mempermudah menjelaskan keragaman dan berbagai karakteristik fenomena yang  ada. Singkatnya, pewilayahan tidak lain merupakan alat untuk “memotret” kehidupan nyata yang beragam secara spasial. 
Secara teknis, perbedaan mendasar klasifikasi spasial dengan klasifikasi pada umumnya adalah (1) aspek spatial contiguity (kontiguitas spasial) dan (2) aspek spatial compactness. Sifat kontiguitas spasial, memiliki pengertian bahwa masing-masing wilayah yang didefinisikan satu sama lainnya cenderung bersifat bersebelahan secara kontinyu sehingga secara agregat menjadi suatu kesatuan yang kontigus (contigous) atau saling pengaruh mempengaruhi. Kontigus merupakan karakter yang melekat dari wilayah karena pada dasarnya tidak ada wilayah yang bersifat bebas atau independen, terbebas dari pengaruh wilayah lainnya. Oleh karenanya aspek interaksi spasial (spatial interaction) atau keterkaitan spasial (spatial linkages) antar wilayah merupakan bahasan sangat penting di dalam ilmu wilayah. Di dalam proses-proses pewilayahan kesatuan atau kesinambungan hamparan adalah sangat dikehendaki. Sebaliknya kecenderungan-kecenderungan fagmentasi spasial cenderung dihindari. Wilayah-wilayah yang berkesinambungan secara spasial (spatialy contiguous) akan mempermudah pengelolaan, sebaliknya wilayah-wilayah yang terfagmentasi (spatialy fagmentation) akan menciptakan berbagai bentuk inefisiensi (Rustiadi, 2007). 
Dari sisi bentuknya, wilayah-wilayah yang efisien juga ditunjukkan oleh bentuk-bentuk yang kompak (compact). Secara geometrik, bentuk-bentuk wilayah yang paling kompak adalah bentuk-bentuk lingkaran yang sempurna, karena secara spasial interaksi internal dan jarak rata-rata minimal dicapai padan bentuk-bentuk wilayah yang mendekati bentuk-bentuk-bentuk lingkaran (dengan asumsi faktor tetap).     
Teknik klasifikasi wilayah yang dipergunakan ada beberapa menurut Rijanta (2005),  yaitu :
1) Equal Count (kesamaan perhitungan) 
Setiap jarak diperkirakan berisi catatan bentuk yang sama. Jika bentuk yang dicatat tidak dapat terbagi oleh bentuk dari jarak-jaraknya (Each range contains approximately the same number of records. If the number of records is not evenly divisible by the number of ranges)
2) Equal Ranges (kesamaan Jarak) 
Perbedaan antara nilai atas dan bawah di setiap jarak adalah sama (The difference between the top and bottom values in each range is the same).  
3) Natural Break (perubahan alami)
Perubahan-perubahan jarak ditetapkan sesuai perhitungan algoritma yang mana perbedaan antara nilai data dan rata-ratanya adalah pengecilan pada setiap basis jarak (The range breaks are determined according to an algorithm such that the difference between the data values and the average of the data values is minimized on a per range basis). 


4) Standard Deviation (penyimpangan baku)
Perubahan jarak tengah dimaksudkan dari nilai data, dan jarak atas dan bawah dari jarak tengah adalah sebuah peyimpangan baku atas atau bawah rata-rata (The middle range breaks at the mean of your data values, and the ranges above and below the middle range are one standard deviation above or below the mean).  
5) Quantile (kuantil)
Penetapan distribusi dari variabel silang sebuah bagian dari data (misal, populasi) [Determines the distribution of a variable across a segment of your data (e.g. population)]. 
3. Latihan 
1) Ada dua metode utama dalam pewilayahan, coba uraikan dengan singkat dan apa yang dihasilkan dari kedua metode tersebut.
2) Sebutkan cara-cara yang digunakan dalam pengklasifikasian wilayah. Jelaskan masing-masing dengan contoh penerapannya.
3)  Apa yang dimaksud dengan pewilayahan berdasarkan wilayah perencanaan/program? Berikan contohnya di Indonesia.
4. Kesimpulan (Rangkuman)
Metode pewilayahan ada dua, yaitu penyamarataan wilayah (regional generalization) dan klasifikasi wilayah (regional classification). Regionalisasi/pewilayahan dengan cara penyemarataan wilayah merupakan usaha menggolongkan wilayah ke dalam bagian-bagian tertentu dengan cara menonjolkan karakter-karekter tertentu dan unsur-unsur yang kurang relevan dihilangkan. Selain hal itu, sangat memperhatikan skala peta dan tujuan dari pewilayahan itu sendiri. Regionalisasi atau pewilayahan dengan cara klasifikasi wilayah adalah usaha menggolongkan wilayah secara sistematis ke dalam bagian bagian tertentu dengan memperhatikan semua unsur. Tujuan klasifikasi wilayah adalah untuk mencari deferensiasi (perbedaan) antar wilayah. Dalam dunia ilmu pengetahuan, klasifikasi sering digunakan untuk dua manfaat dasar, yakni, (1) sebagai alat penyerderhanaan fenomena dunia nyata, dan (2) sebagai alat pendiskripsian. 
Klasifikasi adalah alat yang ampuh untuk mendiskripsikan fenomena, termasuk di dalam menggambarkan hubungan antara manusia dengan sumber daya yang dimanfaatkannya di atas permukaan bumi. Keragaman dan perbedaan karakteristik sumberdaya-sumberdaya serta perilaku dan cara-cara menusia memanfaatkannya di atas bumi ini dapat dijelaskan dan disederhanakan dengan pengklasifikasian spasial. Dengan demikian, klasifikasi spasial (pewilayahan) tidak lain merupakan alat (tools) untuk mempermudah menjelaskan keragaman dan berbagai karakteristik fenomena yang  ada. Singkatnya, pewilayahan tidak lain merupakan alat untuk “memotret” kehidupan nyata yang beragam secara spasial.

5. Test Formatif 
1)   Metode pewilayahan ada dua, yaitu...
A. Penyamarataan wilayah (regional generalization) dan klasifikasi wilayah (regional classification)
B.   Klasifikasi wilayah dan potensi wilayah
C.   Penyamarataan wilayah dan potensi wilayah
D.   Tidak ada yang benar
2) Metode regionalisasi/pewilayahan yang menggunakan klasifikasi wilayah bertujuan untuk...
A. Usaha menggolongkan wilayah secara sistematis ke dalam bagian bagian tertentu dengan memperhatikan semua unsur, dan mencari deferensiasi (perbedaan) antar wilayah
B. Adalah usaha menggolongkan wilayah secara sistematis ke dalam bagian bagian tertentu dengan memperhatikan semua unsur, dan mencari kesamaan (unity) antar wilayah
C. Menyamakan adanya kecenderungan-kecenderungan fagmentasi spasial
D. Tidak ada yang benar
3) Tujuan klasifikasi wilayah adalah untuk …
A. Mencari diferensiasi (perbedaan) antar wilayah
B. Mencari kesamaan antar wilayah
C. Melihat potensi wilayah
D. Menyusun perencanaan pembangunan

4) Yang termasuk kategori wilayah perencanaan adalah…
A. Wilayah air dan wilayah darat
B. DAS Sei Wampu, DAS Konto, DAS Citarum, dan proyek Asahan
C. Wilayah pesisir, wilayah hutan, dan wilayah pertanian
D. Sunda, Badui, Betawi, dan Jawa
5) Regionalisasi/pewilayahan dengan cara penyemarataan wilayah merupakan usaha menggolongkan wilayah ke dalam bagian-bagian tertentu dengan cara menonjolkan karakter-karakter tertentu dan unsur-unsur yang kurang relevan dihilangkan. Maka dasar-dasar yang dapat digunakan dalam pewilayahan adalah…
A.   Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan
B.   Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity)
C.   Berdasarkan wilayah perencanaan/program
D.   Semuanya benar
D. Interaksi dan Interdependensi Elemen Dalam Sistem Wilayah  dan Antar Wilayah
Ilmu wilayah sebagaimana didefinisikan oleh Sutami (1977) adalah ilmu yang mempelajari wilayah terutama sebagai sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama ecosystem dengan subsistem utama social system, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu kesatuan wilayah guna pengembangan, termasuk penjagaan kelestarian wilayah tersebut. 
Sebagai sebuah sistem, ilmu wilayah mempunyai subsistem utama ekosistem dan subsistem utama sistem sosial. Secara definitif, sistem adalah suatu gugus dari elemen yang saling berhubungan dan terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan atau suatu gugus dari tujuan-tujuan (Manetsch dan Park, 1979 dalam Eriyatno, 2003). Suatu sistem adalah merupakan himpunan atau kombinasi dari bagian-bagian yang membentuk sebuah kesatuan yang kompleks seperti sistem transportasi. Namun tidak semua kumpulan dan gugus bagian dapat disebut sistem kalau tidak memenuhi syarat adanya kesatuan (unity), hubungan fungsional dan tujuan yang berguna.
Seringkali para analis sulit membedakan antara elemen (entity) dari suatu sistem, dengan subsistem dari sistem itu sendiri. Sebenarnya subsistem adalah unsur atau komponen fungsional daripada suatu sistem, yang berperan dalam pengoperasian sistem tersebut. Untuk membedakan subsistem dengan elemen, maka diperlukan pembahasan tingkat resolusi (penguraian). Subsistem dikelompokkan dari bagian-bagian sistem yang masih berhubungan satu sama lain pada tingkat resolusi tertinggi. Sedangkan elemen dari sistem adalah pemisahan bagian sistem pada tingkat resolusi sistem yang rendah. 
Lucas (1993) dalam Djakapermana (2009) mengatakan, bahwa secara teoritis komponen-komponen dalam suatu sistem saling berhubungan dan memiliki kebergantungan antar komponen. Sistem harus dipandang secara keseluruhan (holistik) dan akan bersifat sebagai pengejar sasaran (goal seeking), sehingga terjadi sebuah keseimbangan untuk pencapaian tujuan. Sebuah sistem mempunyai masukan (input) yang akan menjalani proses untuk menghasilkan keluaran (output). Pada sebuah sistem ada umpan-balik yang berfungsi sebagai pengatur komponen-komponen sistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dan sistem yang lebih besar dapat terdiri atas beberapa sistem kecil (subsistem) yang akan membentuk suatu hirarki. 
Perubahan pada satu komponen dari suatu sistem akan mempengaruhi komponen lain dan biasanya akan menghasilkan umpan-balik pada periode yang sama atau pada periode berikutnya. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal (dari dalam sistem) maupun faktor eksternal (dari luar sistem). Misalnya, jika terjadi perubahan luas lahan pertanian pada sistem pengelolaan kawasan transmigrasi, karena adanya koversi lahan pertanian untuk yang lainnya (fasilitas umum dan fasilitas sosial), maka akan mempengaruhi perilaku sistem. Dalam hal ini, intervensi pemerintah terhadap aktivitas konversi lahan pertanian untuk lainnya merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku sistem. 
Sistem dapat bersifat dinamis atau statis. Sistem dinamis adalah sistem yang memiliki variabel yang dapat berubah sepanjang waktu sebagai akibat dari perubahan input dan interaksi antar elemen-elemen sistem. Dengan demikian, nilai output sangat tergantung pada nilai sebelumnya dari variabel input (Djojomartono, 2000 dalam Djakapermana, 2009).      
Ekosistem atau sistem ekologi adalah kawasan alam yang di dalamnya tercakup unsur-unsur hayati (organisme) dan unsur-unsur non-hayati (zat-zat tak hidup) serta unsur-unsur tersebut saling berhubungan timbal balik. Dalam hubungan tersebut saling interaksi dan berinterdependensi  dan juga saling negasi, baik yang bersifat parasit maupun non parasit. Berdasarkan segi penyusunnya, ekosistem terdiri dari empat komponen, yaitu : 
1) Bahan tak hidup (abiotik, non hayati), yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri dari tanah, air, udara, sinar matahari, bangunan gedung, jalan, rumah, dan sebagainya yang merupakan medium atau substrat untuk kelangsungan kehidupan. Rijanta (2005) mencatat elemen lingkungan fisik meliputi : Landmarks – ciri struktural lingkungan, Districts – kawasan fungsional, Nodes – pusat-pusat kegiatan, Path – pola pergerakan, Edges – batas-batas fisik. 
2) Produsen, yaitu organisme yang termasuk autotrofik yang umumnya tumbuhan berklorofil, yang mensintesis makanan dari bahan anorganik yang sederhana.
3)   Konsumen, yaitu organisme heterotrofik, misalnya hewan dan manusia yang makan organisme lain.
4) Pengurai, perombak atau “decomposer”, yaitu organisme heterotrofik yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati (bahan organik kompleks) menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepas bahan-bahan yang sederhana yang dapat dipakai oleh produsen. Bakteri dan jamur masuk kelompok ini.   
Sistem sosial (social system) (Todaro, 1998) adalah hubungan-hubungan yang saling terkait antara apa yang disebut faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor non ekonomi. Termasuk dalam faktor non ekonomi adalah sikap masyarakat dan individual dalam memandang kehidupan (norma budaya), kerja dan wewenang, struktur administrasi dan struktur birokrasi dalam sektor pemerintah/publik maupun swasta, pola-pola kekerabatan dan agama, tradisi budaya, sistem kepemilikan tanah, wewenang dan integritas instansi pemerintah, tingkat partisipasi rakyat dalam perumusan keputusan dan kegiatan pembangunan, serta keluwesan atau kekakuan stratifikasi (pola kelas-kelas) ekonomi dan sosial. Tentu saja, faktor-faktor tersebut sangat berlainan, untuk negara atau kawasan yang satu dengan yang lain, dan dari sistem budaya serta sosial yang satu terhadap yang lainnya. Di tingkat internasional, kita juga harus memperhatikan struktur organisasi dan aturan-aturan main dalam perekonomian global yang bersifat khas (karena memiliki karakteristik tersendiri). Kita harus mengetahui bagaimana keseluruhan struktur tersebut terbentuk, siapa yang memegang kendali, dan siapa saja yang paling diuntungkan sistem ekonomi global tersebut. Hal ini kian penting seiring dengan semakin  meluasnya pola perekonomian pasar dan pesatnya globalisasi perdagangan, keuangan, teknologi, dan migrasi tenaga kerja antar negara. 
Interaksi elemen-elemen ekosistem dan sistem sosial tersebut dalam wilayah terlihat dari tata nilai, sikap-sikap dan faktor-faktor kelembagaan (values, attitudes, and institutions) yang merupakan elemen dari sistem sosial dalam setiap proses pembangunan yang merupakan elemen ekosistem. Apabila elemen sistem sosial yang berlaku memperhatikan keseimbangan, kelestarian dari elemen-elemen ekosistem, maka dapat diharapkan pembangunan yang dilakukan menghasilkan kawasan atau wilayah yang baik, menyenangkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Sebaliknya, pembangunan yang merupakan elemen ekosistem dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai, perilaku dan faktor-faktor kelembagaan yang berlaku di suatu kawasan, maka hasilnya akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan yang ada di kawasan tersebut. 
Interdependensi elemen sistem sosial dengan elemen ekosistem terlihat, misalnya  dalam perubahan lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, atau kawasan perdagangan (elemen ekosistem) maka hal ini akan merubah juga tata nilai, perilaku dan kelembagaan (elemen sistem sosial) yang ada di kawasan tersebut. Budaya pertanian akan sangat jauh berbeda dengan budaya permukiman apalagi perdagangan. Interdependensi dapat berupa (Rijanta, 2005) : interaksi spasial (Spatial interaction), percampuran spasial (spatial diffusion) dan saling melengkapi (complementarity).  Interaksi spasial (Spatial interaction), dimaksudkan dari semua pergerakan atau aliran-aliran termasuk  kegiatan-kegiatan manusia; adanya migrasi, commuting, telekomunikasi, aliran uang dan sebagainya. Percampuran/difusi spasial (spatial diffusion) adalah proses dari penyebaran sesuatu langsung pada suatu wilayah dan melebihi waktu. Contohnya : berjangkitnya penyakit, pergerakan politik, fasyen, gaya arsitektur dan sebagainya. Percampuran/difusi spasial tidak terjadi dalam sebuah bahan/materi yang acak sempurna. Proses percampuran/difusi dapat diprediksi dan di-ploting.  Saling melengkapi (complementarity) adalah inti dari terjadinya difusi. Merupakan hasil dari faktor fisik atau kejadian sistem ekonomi dunia. Contohnya : import minyak mentah oleh Jepang dari Gulf  Nations, orang-orang New York berlibur di Florida,  terjadinya  penyebaran bahasa Inggris di sub-continent India.  
Dimensi spasial mewarnai semua kehidupan kita di dunia. Hukum Geografi Pertama “Thobler” mengatakan : “Setiap hal memiliki keterkaitan dengan hal lainnya, namun yang lebih berdekatan memiliki keterkaitan lebih dari lainnya”. Setiap orang selalu lebih dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya dibandingkan faktor-faktor lingkungan lainnya. Dalam Ilmu Wilayah, interaksi antar wilayah dihipotesiskan sebagai fungsi dari jarak atau aksesibilitas. Interaksi wilayah yang bersebelahan (seperti antara Jakarta dengan Bogor) akan cenderung lebih tinggi dibanding dengan wilayah yang lebih jauh dan tidak bersebelahan (Rustiadi, dkk, 2007). Hubungan aktivitas di dalam suatu wilayah antar komponennya sangat tergantung pada keragamannya. Bentuk-bentuk hubungannya  (Hoover, 1971) sebagai berikut :
a) Hubungan vertikal. Hubungan ini merupakan implikasi adanya tarik menarik antar komponen wilayah. Hubungan vertikal dapat dibagi atas dua bagian, yaitu backward linkage dan forward linkage. Backward linkage adalah kegiatan pasar yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas yang dapat dipasarkan. Pada wilayah yang lebih besar, penting untuk membentuk pasar yang lebih besar pula agar mampu menstimulir penduduknya guna meningkatkan pendapatannya. Pembentukan tersebut berdasarkan kepada hubungan daerah secara keseluruhan, populasi dan lapangan kerja. Sedangkan forward linkage merupakan pengaruh aktivitas saat ini akan menimbulkan bentuk aktivitas di kemudian hari.
b) Hubungan horizontal. Hubungan ini berlawanan dengan hubungan vertikal di mana adanya persaingan penggunaan sumber daya alam yang spesifik antara wilayah.
Hubungan komplementer. Hubungan ini merupakan kombinasi antara hubungan vertikal dengan hubungan horizontal. Daya tarik mutualisme antar wilayah satu dengan yang lainnya. Karena adanya bentuk kerjasama yang saling melengkapi khususnya dalam pengadaan sumber daya alam yang spesifik sehingga tujuan pembentukan wilayah dapat tercapai secara harmonis.
1. Latihan 
1) Wilayah sebagai sistem, apa elemen/unsur wilayah itu dan bagaimana interaksi dan interdependensinya, serta apa yang saudara ketahui tentang backward linkage dan forward linkage?
2) Apa yang dimaksud dengan hubungan vertikal dan hubungan horisontal dalam aktivitas antar komponen dalam wilayah? Berikan contohnya.
3) Sebutkan komponen-komponen ekosistem yang saudara ketahui.
2. Kesimpulan (Rangkuman)
Ilmu wilayah sebagaimana didefinisikan oleh Sutami (1977) adalah ilmu yang mempelajari wilayah terutama sebagai sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama ecosystem dengan subsistem utama social system, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu kesatuan wilayah guna pengembangan, termasuk penjagaan kelestarian wilayah tersebut. 
Sebagai sebuah sistem, ilmu wilayah mempunyai subsistem utama ekosistem dan subsistem utama sistem sosial. Secara definitif, sistem adalah suatu gugus dari elemen yang saling berhubungan dan terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan atau suatu gugus dari tujuan-tujuan. Suatu sistem adalah merupakan himpunan atau kombinasi dari bagian-bagian yang membentuk sebuah kesatuan yang kompleks seperti sistem transportasi. Namun tidak semua kumpulan dan gugus bagian dapat disebut sistem kalau tidak memenuhi syarat adanya kesatuan (unity), hubungan fungsional dan tujuan yang berguna.
Interaksi elemen-elemen ekosistem dan sistem sosial tersebut dalam wilayah terlihat dari tata nilai, sikap-sikap dan faktor-faktor kelembagaan (values, attitudes, and institutions) yang merupakan elemen dari sistem sosial dalam setiap proses pembangunan yang merupakan elemen ekosistem. Apabila elemen sistem sosial yang berlaku memperhatikan keseimbangan, kelestarian dari elemen-elemen ekosistem, maka dapat diharapkan pembangunan yang dilakukan menghasilkan kawasan atau wilayah yang baik, menyenangkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Sebaliknya, pembangunan yang merupakan elemen ekosistem dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai, perilaku dan faktor-faktor kelembagaan yang berlaku di suatu kawasan, maka hasilnya akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan yang ada di kawasan tersebut.
Interdependensi elemen sistem sosial dengan elemen ekosistem terlihat, misalnya  dalam perubahan lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, atau kawasan perdagangan (elemen ekosistem) maka hal ini akan merubah juga tata nilai, perilaku dan kelembagaan (elemen sistem sosial) yang ada di kawasan tersebut. Budaya pertanian akan sangat jauh berbeda dengan budaya permukiman apalagi perdagangan. Interdependensi dapat berupa : interaksi spasial (Spatial interaction), percampuran spasial (spatial diffusion) dan saling melengkapi (complementarity). Hukum geografi Thobler mengatakan : “setiap hal memiliki keterkaitan dengan hal lainnya, namun yang lebih berdekatan memiliki keterkaitan lebih dari lainnya”.
3. Test Formatif 
1) Interaksi dan interdependensi elemen-elemen dalam wilayah dan antar wilayah, ditunjukkan dengan adanya...
A. Nilai-nilai sosial dan lingkungan fisik terjadi percampuran yang saling melengkapi sehingga terjadi keharmonisan
B. Nilai-nilai sosial dan lingkungan fisik terjadi tumpang-tindih (overlaping) sehingga terjadi keharmonisan
C. Nilai-nilai sosial dan lingkungan fisik saling negasi (menghapuskan) sehingga terjadi keharmonisan
D. Semuanya benar
2) Interaksi elemen-elemen ekosistem dan sistem sosial dalam wilayah terlihat dari...
A.   Tata nilai, sikap-sikap dan faktor-faktor kelembagaan
B.   Budaya,  sistem nilai, dan lingkungan hidup
C.   Faktor-faktor alam dan faktor-faktor kelembagaan
D.   Budaya dan lingkungan
3) Interdependensi elemen sistem sosial dengan elemen ekosistem terlihat, misalnya  dalam hal...
A. Abrasi pantai
B. Perubahan lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, atau kawasan perdagangan
C. Perubahan iklim
D. Perubahan perilaku masyarakat
4) Empat komponen pembentuk ekosistem adalah…
A. Manusia, binatang, tumbuhan, dan mikroorganisme
B. Produsen, konsumen, pasar, dan pemakai
C. Bahan tak hidup, produsen, konsumen, dan pengurai
D. Tidak ada yang benar
5) Pernyataan yang salah tentang wilayah sebagai sebuah sistem adalah...
A. Suatu sistem adalah merupakan himpunan atau kombinasi dari bagian-bagian yang membentuk sebuah kesatuan yang kompleks
B. Sebagai sebuah sistem, ilmu wilayah mempunyai subsistem utama ekosistem dan subsistem utama sistem sosial
C. Perubahan pada satu komponen dari suatu sistem akan mempengaruhi komponen lain dan biasanya akan menghasilkan umpan-balik pada periode yang sama atau pada periode berikutnya
D. Wilayah sebagai sebuah sistem tidak bisa dipelajari karena terlalu banyak elemen sistem yang terkait
E. Penerapan di Indonesia
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.  Sedangkan kawasan adalah wilayah yag memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. 
Prinsip utama penentuan indikator perwilayahan yang digunakan sangat tergantung dari apa tujuan regionalisasi/perwilayahan, bagaimana ketersediaan datanya, bagaimana variatif indikatornya dan berapa banyak variabel yang digunakan serta apa terjadi perhitungan ganda atau tidak. Dengan demikian perwilayahan/regionalisasi berdasarkan perundang-undangan tersebut dikenal beberapa kawasan, yaitu : 
1) Kawasan lindung adalah kawasan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Contoh : Suaka Alat Laut Sambas (Kalimantan Barat), Suaka Margasatwa Nantu (Gorontalo), Cagar Alam Ujungkulon (Banten), Cagar Alam Pananjung di Pangandaran (Jawa Barat), Cagar Budaya Kampung Naga di Tasikmalaya, Taman Nasional Gunung Leuser di NAD, dan sebagainya. 
2) Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Contoh : kawasan pertanian, kawasan hutan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan, KAPET dan sebagainya.
3) Kawasan perdesaan adalah  wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
4) Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Contoh : Kawasan agropolitan  Cinajur.
5) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
6) Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Contoh : Bandung, Surabaya dan sebagainya dapat disebut kawasan metropolitan.
7) Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Contoh : Jakarta akan mengarah pada kawasan megapolitan dengan wilayah sekitarnya (Jabodetabek).  
8) Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional/provinsi/kabupaten/kota terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 
9) Kawasan strategis provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi/kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.   
10) Ruang terbuka hijau adalah area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Selanjutnya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 selain bentuk kawasan di atas dikenal bentuk kawasan lain, yaitu : 
1) Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Contoh : di setiap provinsi ada kawasan andalan, NAD : Kawasan Andalan Lhokseumawe dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pertanian, pertambangan, perikanan, perkebunan. Sumatera Barat : Kawasan Andalan Laut /Mentawai-Siberut dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata. Papua : Kawasan Bintuni dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan.    
2) Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
3) Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
4) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
5) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
6) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. 
7) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. 
8) Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
9) Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 
10) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut di wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
11) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI      
F. Wilayah Pembangunan di Indonesia
Wilayah pembangunan di Indonesia terbagi atas sepuluh wilayah pembangunan, yang dikelompokkan dalam empat Wilayah Pembangunan Utama, seperti berikut ini. 
a) Wilayah Pembangunan Utama A dengan Pusat Utama Medan, yang terbagi atas Wilayah Pembangunan I dan II. Wilayah Pembangunan I, meliputi Provinsi-provinsi Aceh dan Sumatra Utara, sedangkan Wilayah Pembangunan II meliputi Provinsi-provinsi Sumatra Barat dan Riau.
b) Wilayah Pembangunan Utama B dengan Pusat Utama Jakarta Raya, yang terbagi atas Wilayah Pembangunan III, IV, dan VI. Wilayah Pembangunan III, meliputi Provinsi-provinsi Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu, Wilayah Pembangunan IV, meliputi Provinsi-provinsi Lampung, Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dan Wilayah Pembangunan VI meliputi Provinsi Kalimantan Barat.
c) Wilayah Pembangunan Utama C dengan Pusat Utama Surabaya, yang terbagi atas Wilayah Pembangunan V dan VII. Wilayah Pembangunan V meliputi Provinsi-provinsi Jawa Timur dan Bali, sedangkan Wilayah Pembangunan VII, meliputi Provinsi-provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. 
d) Wilayah Pembangunan Utama D dengan Pusat Utama Ujung Pandang, yang terbagi atas Wilayah Pembangunan VIII, Wilayah Pembangunan IX, dan Wilayah Pembangunan XI. Wilayah Pembangunan VIII meliputi Provinsi-provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, Wilayah Pembangunan IX meliputi Provinsi-provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, dan Wilayah Pembangunan X meliputi Provinsi-provinsi Maluku dan Irian Jaya.
Secara lengkap bisa dilihat pada Gambar 23 berikut ini.
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Gambar 23.  Wilayah Pembangunan di Indonesia



1. Latihan 
1) Ada berapa bentuk pewilayahan berdasarkan peraturan perundangan yang ada di Indonesia? Sebutkan dan jelaskan dengan singkat.
2) Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, bentuk kawasan apa saja yang ada? Jelaskan jawaban saudara dengan contoh.
3) Sebutkan pembagian wilayah pembangunan yang ada di Indonesia selengkap mungkin.
2. Kesimpulan (Rangkuman) 
	Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.  Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Dikenal banyak bentuk kawasan yaitu : kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan agropolitan, kawasan metropolitan, kawasan megapolitan, kawasan strategis nasional, provinsi, kabupaten/kota dan ruang terbuka hijau. PP No. 26 Tahun 2008 menambahkan kawasan andalan, kawasan permukiman, kawasan strategis nasional, kawasan pertahanan negara, pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL), pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), wilayah sungai, DAS, RTH, ZEE, daerah otonom.
3. Test Formatif 
1.  Cagar budaya adalah kawasan yang mempunyai ciri-ciri...
A. Wilayah tersendiri yang jauh dari keramaian kota
B. Wilayah yang mempunyai sumberdaya alam maupun sumber daya buatan yang ditetapkan untuk dilindungi kelestarian sumber daya tersebut
C. Wilayah yang mempunyai keunikan sehingga perlu dijaga
D. Tidak ada yang benar
2. Kawasan pertanian, kawasan hutan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan, serta KAPET adalah contoh dari...
A. Kawasan budidaya
B. Kawasan lindung
C. Kawasan agropolitan
D. Kawasan strategis
3. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya..
A. 4.000.000 (empat juta) jiwa
B. 3.000.000 (tiga juta) jiwa
C. 2.000.000 (dua juta) jiwa
D. 1.000.000 (satu juta) jiwa.
4. Wilayah pembangunan utama di Indonesia terdiri atas…
A. Lima Wilayah Pembangunan Utama dan 10 Wilayah Pembangunan
B. Empat Wilayah Pembangunan Utama dan 10 Wilayah Pembangunan
C. Lima Wilayah Pembangunan Utama dan 11 Wilayah Pembangunan
D. Empat Wilayah Pembangunan Utama dan 11 Wilayah Pembangunan
5. Berikut ini adalah kota-kota yang merupakan pusat pada Wilayah Pembangunan Utama di Indonesia…
A. Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya
B. Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya
C. Medan, Jakarta, Surabaya, dan Ujungpandang
D. Medan, Jakarta, Surabaya, Ujungpandang, dan Ambon
G.   Kunci Jawaban Test Formatif 
Pengertian Pewilayahan/Regionalisasi
1. A
2. C
3. B
4. A
5. C
Metode Regionalisasi
1. A
2. A
3. A
4. B
5. D
Interaksi dan Interdependensi Elemen Dalam Sistem Wilayah  dan Antar Wilayah
1. A
2. A
3. B
4. C
5. D
Sub Pokok Bahasan 4.4 Penerapan di Indonesia
1. B
2. A
3. D
4. B
5. C
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BAB V
PENENTUAN BATAS (BOUNDARIES DAN FRONTIER)

A. Pendahuluan
Setelah mengikuti pembahasan mata kuliah ini, diharapkan pembaca mampu memahami dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan : 
a. Struktur wilayah.
b. Penetapan Batasan Wilayah (Boundaries) .
c. Perbatasan (Frontier/Periphery).
d. Prosedur dan manfaat dari batas dan perbatasan.
B. Struktur Wilayah dan Penetapan Batasan Wilayah (Boundaries Region)
1. Struktur Wilayah
Struktur wilayah merupakan hasil kenampakan multifaktor dari struktur sosial, struktur ekonomi dan struktur pemanfaatan ruang (Rijanta, 2005). Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang menggambarkan susunan unusr-unsur pembentuk rona lingkungan, lingkungan sosial, dn lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk struktur ruang kabupaten. Isi Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan wilayah seperti sitem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana, sistem jaringan transportasi seperti sistem jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan kelas terminal. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi Rencana Pola Pemanfaatan Ruang adalah delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budidaya dan delineasi kawasan lindung (BKTRN, 2002). Faktor struktur sosial atau faktor susunaan masyarakat (Koentjaraningrat, 1971), mengenai jaringan hubungan antara kedudukan sosial yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Suatu masyarakat biasanya terbagi-bagi ke dalam golongan-golongan dari kedudukan-kedudukan yang sejenis sifat-sifatnya, tetapi juga ke dalam lapisan-lapisan yang terjadi karena perbedaan penilaian umum terhadap berbagai macam kedudukan tadi. Pembagian yang pertama yang seolah-olah bersifat “vertikal” disebut para ahli sosiologi differensiasi sosial, sedangkan pembagian kedua yang seolah-olah bersifat “horizontal”, disebut stratifikasi sosial. Golongan-golongan sosial yang biasanya ada dalam masyarakat yang besar seperti masyarakat Indonesia adalah misalnya golongan petani, golongan pegawai, golongan militer, golongan cendekiawan, golongan buruh, golongan seniman, dan lain-lain. Sedangkan lapisan-lapisan sosial misalnya lapisan masyarakat pedesaan, lapisan masyarakat buruh kasar, lapisan menengah, lapisan pegawai tinggi, lapisan elite, dan sebagainya. 
Struktur ekonomi adalah pembagian dua bidang ekonomi. Pertama, ada yang membaginya berdasarkan tiga sektor bidang yang berbeda, yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa. Kedua, berdasarkan sektor yang utama/primer sampai dengan sektor pelengkap/tersier, yaitu sektor primer yang terdiri atas pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan; sektor sekunder yang terdiri atas industri-industri pengolahan, industri air dan listrik, industri bangunan sektor tersier yang terdiri atas bidang pengangkutan dan perhubungan, pemerintahan, perdagangan, dan jasa-jasa perseorangan (Mahyudi, 2004).
Struktur pemanfataan ruang (Rustiadi,2007), adalah gambaran mengenai hubungan keterkaitan (linkages) antara aspek-aspek aktivitas-aktivitas pemanfaatan ruang. Salah satu pendeskripsian wilayah sebagai suatu sistem, adalah aspek struktur hubungan antar komponen-komponen yang ada di dalam wilayah tersebut. Deskripsi interaksi antar komponen wilayah yang paling umum adalah aliran penduduk antar wilayah atau pusat-pusat konsentrasi wilayah yang sering digambarkan dengan aliran arus perjalanan (trips) dan migrasi. Aliran jumlah kendaraan baik dalam bentuk tabel maupun peta, merupakan pendekatan yang paling umum. Di dalam pendeskripsian interaksi spasial di daratan, secara spasial aspek keterkaitan digambarkan melalui unsur jaringan prasarananya (jaringan jalan raya, jaringan rel kereta api, dan lain-lain), sarana angkutan (bis, kendaraan roda empat, sepeda motor, dan lain-lain), obyek yang dialirkan (orang/penumpang, barang, jasa, informasi, dan lain-lain), besaran aliran (jumlah kendaraan, jumlah orang/penumpang, volume barang, nilai barang/jasa yang dialirkan, dan lain-lain), hingga aspek tujuan/maksud dari interaksi yang dimaksudkan (tujuan pergi bekerja,distribusi pemasaran, output barang/jasa, tujuan-tujuan sosial, bersekolah/pendidikan, dan lain-lain).   
Struktur wilayah adalah hasil kenampakan interaksi multifaktor
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Kenampakan : struktur ekonomi, struktur sosial, struktur pemanfaatan ruang
Gambar 24. Faktor-faktor Pembentuk Struktur Wilayah          (Rijanta, 2005)
Adanya interaksi struktur sosial, struktur ekonomi dan struktur pemanfaatan ruang terbentuklah struktur wilayah. Sebagaimana terlihat dalam gambar di atas, terjadi siklus daripada terbentuknya struktur wilayah, faktor ekonomi, budaya, politik, geografi akan mempengaruhi proses kreasi manusia dalam membentuk struktur wilayahnya hal ini menimbulkan adanya struktur keruangan/wilayah yang merupakan pola aktivitas ekonominya. Struktur keruangan/wilayah tersebut memperlihatkan adanya saling hubungan antara struktur keruangan/wilayah termasuk di dalamnya proses kemanusiaan, begitu seterusnya.  
Struktur wilayah terlihat dalam Gambar 25. di bawah, terjadi dari proses sistem alamiah (sumberdaya ekosistem) yang berupa kerajaan biotik (vegetasi/flora, fauna dan tanah permukaan) dan kerajaan abiotik (batuan induk, air dan iklim) berinteraksi dengan sosio-ekonomi (populasi, ekonomi, masyarakat) di mana ketiga subsistem ini berinteraksi dan berinterdependensi dalam  suatu siklus.  
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Gambar 25. Struktur Wilayah (Rijanta, 2005)


2.  Penetapan Batasan Wilayah (Boundaries Region)
Rijanta (2005) menulis, batasan wilayah (boundaries) diartikan sebagai ruang khusus, yang mungkin tidak pejal (diikuti adanya pergerakan keluar-masuk) dan dapat mutable (dapat untuk berubah). Batasan wilayah (boundaries) mungkin mengikuti batas alami, seperti gunung-gunung, laut, atau sungai-sungai, atau mungkin batas buatan manusia, seperti garis lurus pada peta.  Kebanyakan batasan wilayah (boundaries) adalah sengaja didesain untuk kebutuhan khusus atau klaim, seperti sebagai akses ke lautan atau kontrol dari kota penting. 
Batas wilayah (boundaries) formal adalah penetapan batas berdasarkan hukum, dibuat tanda dalam peta, dipagari atau diberi catatan lainnya pada tanah, dan dipertahankan. Contohnya, perumahan kelas menengah di beberapa kota, bertetangga harus di daerah legal sebagai warga dan kepemilikannya ditandai pada selembar peta. Mungkin di sekelilingnya dibatasi pagar putih yang merupakan garis kepemilikan. Siapapun yang masuk ke area pemilikan tanpa ijin dari pemilik mungkin ditangkap untuk pelanggarannya.    
Batas wilayah (boundaries) informal mungkin hanya simbol. Contohnya, sebuah “gang” di kota mempunyai “wilayah kekuasaan”  luas dari jalan utama sampai jalan perkampungan, tetapi area tersebut tidak resmi dipetakan atau dibatasi, walaupun begitu ditandai dengan grafiti dan dipertahankan dengan agresif. 
Hadjisarosa (1974) mengatakan batasan penetapan wilayah dapat dibedakan pertama-tama menurut dua titik tolak peninjauan, yaitu :
Pertama, peninjauan bertolak pada segi wewenang/tanggungjawab dalam pengaturan pengembangan wilayah, dalam hal ini bertolak pada kepentingan administrasi pemerintahan. Wilayah-wilayah dibagi habis ke dalam bagian-bagiannya, seperti misalnya pembagian ke dalam Daerah-daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Kecamatan.
Kedua, peninjauan bertolak pada segi mekanisme pengembangan dalam kehidupan masyarakat beserta lingkungannya. Dalam rangka ini dijumpai adanya satuan-satuan wilayah pengembangan, yang disingkat namanya dengan “satuan wilayah”. Satuan-satuan wilayah tidak perlu atau tidak selalu membagi habis wilayah nasional. Sebab bagian-bagian tertentu wilayah nasional mungkin memang belum mengalami proses perkembangan, belum ada penghuninya, belum tersedia prasarana dan sebagainya. Antar satuan wilayah dapat terjadi tumpang-tindih (overlaping).  
Dilihat dari sudut “kebutuhan perkembangan kegiatan usaha masyarakat” dapat dibedakan dasar pembentukan satuan wilayah menurut :
1) Konsiderasi ekonomi;
2) Konsiderasi sosial-politik/sosial-budaya.
Ciri-ciri satuan wilayah secara umum dapat dikemukan sebagai berikut : 
a) Menunjukkan adanya struktur dasar untuk pengembangannya;
b) Struktur pengembangan menunjukkan adanya aturan hirarki;
c) Aturan hirarki timbul sebagai akibat adanya tujuan efisiensi dalam pencapaian maksud;
d) Aturan hirarki mempunyai implikasi dalam hal “tingkat efisiensi” dalam prosesnya.  
1) Menurut Konsiderasi Ekonomi.
Satuan wilayah menurut konsiderasi ekonomi disebut satuan wilayah ekonomi. Satuan wilayah ekonomi dapat dirinci ke dalam bagian-bagiannya, yaitu : (1) satuan wilayah produksi dan (2) satuan wilayah pemasaran. 
Pada satuan wilayah produksi baru dianggap efektif dalam menjalankan fungsinya apabila berada dalam jangkauan satuan wilayah pemasaran. Artinya, ukuran satuan wilayah ekonomi mengikuti ukurahn pemasaran. 
Satuan wilayah produksi berpijak pada proses penggarapan sumber-sumber alam, sedangkan satuan wilayah pemasaran berpijak pada proses pencapaian konsumen. Dalam pada itu, satuan wilayah produksi dilandasi sistem yang sifatnya tertutup – sistem alamiah – sedangkan satuan wilayah pemasaran dilandasi sistem yang sifatnya terbuka dan memiliki jangkuan nasional, dan bahkan internasional. 
Satuan wilayah produksi dapat dibedakan menurut jenis sumber alamnya yang digarap, seperti : (1) aliran sungai : a) single; b) multi. (2) tanah pertanian daratan : a) rawa pada umumnya, dan) rawa pasang surut. 
Satuan wilayah ekonomi dapat pula ditinjau dari aspek lain, seperti misalnya : (1) kondisi : a) non-kritis, dan b) kritis. (2) letaknya dalam wilayah nasional : a) non-perbatasan, dan b) perbatasan.  
Ditinjau dari sudut “lingkungan kehidupan”, satuan wilayah ekonomi dapat dirinci ke dalam : (1) lingkungan kehidupan perkotaan, dan (2) lingkungan kehidupan perdesaan. 
Dalam pembahasan lebih lanjut nanti akan dikenal bahwa suatu kota itu tumbuh dan berkembang dengan bertumpu pada fungsinya sebagai “terminal jasa distribusi”. Pembinaan terminal jasa distribusi akan memberikan pengaruh pada perkembangan satuan wilayah ekonomi pada umumnya. 
2) Menurut Konsiderasi Sosial-Politik/Sosial-Budaya
Menurut konsiderasi sosial-politik dan sosial-budaya dijumpai adanya satuan wilayah etnik. Untuk menghimpun partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pembangunan, diperlukan “administrasi masyarakat” yang memadai, melalui jasa-jasa pemerintahan. Jasa pemerintahan membentuk pula satuan wilayah yang dinamakan satuan wilayah administratif. Wilayah administrasi pemerintahan sifatnya formil, berbeda dengan   pengertian satuan wilayah administratif yang memiliki ciri pengembangan. 
Penetapan wilayah administratif sebaiknya memperhitungkan dan lebih baik lagi dengan satuan wilayah etnik. Pengembangan sektor pariwisata, yang berpijak pada unsur kebudayaan daerah, menjangkau sejauh pengembangan satuan wilayah etnik. 
Teknik Penentuan Batas Wilayah (Rijanta, 2005) secara umum yang digunakan adalah teknik kualitatif yang berupa interpretasi foto udara dan foto citra satelit serta interpretasi SWP (Satuan Wilayah Pembangunan), serta teknik kuatitatif : Theisen poligon, model gravitasi, dan statistik : analisis klaster, analisis deskriminan, analisis faktor, serta model matematik.  
3. Pedoman Penegasan Batas Daerah
Penegasan Batas Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	:  1 Tahun 2006, yang terdiri atas batas daerah di darat dan di laut. Gambaran rinci bisa dilihat pada bagian berikut ini.
BATAS DAERAH DI DARAT
Definisi Teknis
1) Koordinat adalah suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi yang berlaku secara nasional.
2) Sistem proyeksi adalah sistem penggambaran permukaan bumi yang tidak beraturan pada bidang datar secara geodetis.
3) Sistem referensi adalah sistem acuan atau pedoman tentang posisi suatu objek pada arah horisontal dan arah vertikal.
4) Sistem grid adalah sistem yang terdiri dari dua atau lebih garis yang berpotongan tegak lurus untuk mengetahui dan menentukan koordinat titik-titik di atas peta.
5) Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur tersebut di muka bumi.
6) Universal Transverse Mercator (UTM) adalah sistem grid pada proyeksi Transverse Mercator.
7) Brass Tablet adalah suatu tanda pada pilar, biasa berbentuk lingkaran dan terbuat dari bahan kuningan dan memuat tanda silang serta keterangan mengenai titik yang terdapat pada pilar tersebut.
8) Plakat adalah suatu tanda pada pilar berbentuk empat persegi panjang yang terbuat dari kuningan dan memuat keterangan mengenai batas antar daerah yang bersangkutan.
Prinsip Penegasan Batas Daerah di Darat
a. Batas daerah dibagi 2 (dua) macam yaitu:
1) Batas daerah yang ditegaskan dapat dinyatakan dalam bentuk bangunan fisik buatan manusia seperti: pilar, gapura, persil tanah, jalan dan atau batas alam seperti: watershed, sungai.
2) Batas daerah yang tidak dapat ditegaskan dalam suatu bentuk bangunan fisik seperti melalui danau dan tengah sungai dinyatakan dengan pilar acuan batas.
b.    Dalam rangka menetapkan dan menegaskan batas daerah perlu dilakukan  kegiatan penelitian dokumen batas, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, dan pembuatan peta batas.  
c.   Jika dasar hukum untuk penegasan batas daerah belum ada atau belum jelas, maka dapat diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a. Penggunaan bentuk-bentuk batas alam.  
Batas alam adalah objek di lapangan yang dapat dinyatakan sebagai batas daerah.  Penggunaan bentuk alam sebagai batas daerah akan memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang pilar yang rapat. Bentuk-bentuk batas alam yang dapat digunakan sebagai batas daerah adalah: 
a) Sungai
(1) Garis batas di sungai merupakan garis khayal yang melewati tengah-tengah sungai yang ditandai oleh pilar batas di tepi sungai yang memotong garis batas tersebut (lihat gambar di bawah).
(2)  Pada daerah sungai yang labil, pilar dipasang agak jauh dari sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi titik acuan bagi batas sebenarnya. Dari pilar tersebut harus diukur jarak ke tepi dekat dan tepi jauh sungai serta arahnya. 
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Gambar 26.  Sungai Sebagai Garis Batas Wilayah

b) Watershed/Garis Pemisah Air
(1) 	Garis batas pada watershed merupakan  garis khayal yang dimulai dari suatu puncak gunung  dan menyelusuri punggung bukit yang mengarah kepada puncak gunung berikutnya.  
(2) 	Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada watershed ini adalah:
i.	Garis batas tersebut tidak boleh memotong sungai.
ii.	Garis batas merupakan garis pemisah air yang terpendek, karena kemungkinan terdapat lebih dari satu garis pemisah air (lihat gambar di bawah).
[image: D:\@nonapopo\@babeh\gambar\27.jpg]
Gambar 27.  Watershed Sebagai Batas Wilayah

	c)	Danau 
(1) Jika seluruh danau masuk ke salah satu daerah, dengan demikian tepi danau merupakan batas antara dua daerah.
(2)	Jika garis batas memotong danau, maka   garis batas di tengah danau adalah garis khayal  yang menghubungkan antara dua titik yang merupakan perpotongan garis batas dengan tepi danau (lihat gambat di bawah).
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Gambar 28.  Danau Sebagai Batas Wilayah
b. Penggunaan bentuk-bentuk batas buatan . Penegasan batas daerah dapat juga menggunakan unsur-unsur buatan manusia  seperti : jalan kereta api, saluran irigasi, pilar dan sebagainya.
a)	Jalan.
Untuk batas jalan dan saluran irigasi dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas sesuai kesepakatan antara dua daerah yang berbatasan. Pada awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan dipasang pilar batas sesuai dengan ketentuan bentuk pilar batas.
Pada awal dan akhir batas yang berpotongan dengan jalan di pasang pilar batas sesuai dengan ketentuan bentuk pilar batas. Khusus untuk batas yang merupakan pertigaan jalan, maka perlu ditempatkan titik kontrol batas minimal 3 (tiga) buah untuk menentukan posisi batas di pertigaan jalan tersebut.

(1)  Jalan  
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Gambar 29.  As Jalan Sebagai Batas Wilayah





(2) Pinggir jalan
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Gambar 30.  Pinggir Jalan Sebagai Batas Wilayah

b)	Jalan Kereta Api. 
Menggunakan prinsip sama dengan prinsip penetapan tanda batas pada jalan. 
c)	Saluran Irigasi.  
Bila saluran irigasi di tetapkan sebagai batas daerah, maka penetapan/pemasangan tanda batas tersebut menggunakan cara sebagaimana yang diterapkan pada penetapan batas pada jalan.
4. Pada daerah yang berbatasan dengan beberapa daerah lain, maka kegiatan penegasan batas daerah harus dilakukan bersama dengan daerah-daerah yang berbatasan. Sebagai contoh daerah  A berbatasan dengan daerah B dan daerah C 
(lihat pada gambar) :
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Gambar 31.  Daerah Lain Sebagai Batas Wilayah
Pelacakan Garis Batas :
1.	Penentuan garis batas sementara. 
Kegiatan ini merupakan penentuan garis batas sementara di atas peta yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait, sebagai dasar hukum bagi batas daerah. Penentuan garis batas sementara dapat berdasarkan pada :
a)	Tanda/simbol batas-batas yang tertera di peta, baik batas khayal (administratif) maupun batas nyata (kenampakan detail lain) di peta, 
b)	Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen-dokumen batas daerah;
c)	Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya, maka penentuan garis sementara di atas peta ini dilakukan melalui kesepakatan bersama.
2.	Pelacakan garis batas di lapangan. 
a)	Pelacakan di lapangan (reconnissance) adalah kegiatan lapangan untuk menentukan letak batas daerah secara nyata di lokasi sepanjang batas daerah berdasarkan garis batas sementara pada peta atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya. 
b)	Kegiatan ini merupakan tahap untuk mendapatkan kesepakatan letak garis batas di lapangan, dengan atau tanpa sumber hukum tertulis mengenai batas tersebut.  
c)	Kegiatannya dimulai dari titik awal yang diketahui dan disepakati kemudian menyusuri garis batas sampai dengan titik akhir sesuai dengan peta kerja.
d)	Berdasarkan kesepakatan, pada titik-titik tertentu atau pada jarak tertentu di lapangan dapat dipasang tanda atau patok kayu sementara sebagai tanda posisi untuk memudahkan pemasangan pilar-pilar  batas pembantu. 
e)	Hasil kegiatan pelacakan ini dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pelacakan Batas Daerah untuk dijadikan dasar bagi kegiatan selanjutnya (lihat Formulir 01 dan Formulir 02)
 Pemasangan pilar batas
1)	Pilar Batas.
a)	Pilar Batas adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah. Beberapa jenis pilar batas yaitu Pilar Batas Utama (PBU), Pilar Batas Antara (PBA) dan Pilar Kontrol Batas (PKB).  PKB dapat berupa pilar tipe A, B, C atau D tergantung daerah yang akan ditetapkan batasnya.
b)	Berdasarkan peruntukan, pilar batas dapat dibedakan dalam berbagai macam:
(1)	Pilar tipe A merupakan pilar batas untuk daerah provinsi;
(2)	Pilar tipe B merupakan pilar batas untuk daerah kabupaten atau kota;
(3)	Pilar tipe C merupakan pilar batas untuk daerah kecamatan;
(4)	Pilar tipe D merupakan pilar batas untuk perapatan (PBA).

2)	Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas.
a)	Pilar batas utama (PBU) dipasang pada titik awal dan akhir dari garis batas serta titik-titik pertemuan beberapa daerah (desa, kecamatan, kabupaten/kota) sesuai dengan ketentuan tipe pilar batas. Kerapatan PBU sesuai dengan kriteria berikut ini :
b)	Untuk batas daerah provinsi yang mempunyai potensi tinggi, kerapatan pilar tidak melebihi 3-5 km, sedangkan untuk batas provinsi yang kurang potensi tidak melebihi 5 - 10 km.
c)	Untuk batas daerah kabupaten/kota yang mempunyai potensi tinggi kerapatan pilar tidak melebihi 1 - 3 km, sedangkan yang kurang potensi kerapatan pilar tidak melebihi 3 - 5 km.
c)	Untuk batas daerah desa dan kecamatan yang mempunyai potensi tinggi kerapatan pilar tidak melebihi 0.5 – 1 km, sedangkan yang kurang potensi tidak melebihi 1 - 3 km.
3)  	Bentuk Pilar Batas. 
a) Sebagai tanda pemisah batas desa dipasang pilar batas tipe "D" dengan ukuran di atas tanah 20 cm x 20 cm dengan tinggi 25 cm dengan kedalaman 75 cm di bawah tanah.  (Gambar 31).
b) Sebagai tanda pemisah batas kecamatan dipasang pilar batas tipe "C" dengan ukuran 30 cm X 30 cm dan tinggi 50 cm, dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.  (Gambar 33).
c) Sebagai tanda pemisah batas kabupaten/kota dipasang pilar batas tipe "B" dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 75 cm di atas tanah dan kedalaman 100 cm di bawah tanah. (Gambar 34).
d) Sebagai tanda pemisah batas Provinsi dipasang pilar batas tipe "A" dengan ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm di atas tanah dan kedalaman 150 cm di bawah tanah.  (Gambar 35).
e) Perapatan dapat dilakukan diantara PBU dengan memasang Pilar Batas Antara (PBA) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. pilar antara pada batas provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa tersebut dipasang dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 20 cm diatas tanah dengan kedalaman 50 cm di bawah tanah. (Gambar 36).
f)    Hasil pemasangan pilar batas dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Daerah.
g) Brass tablet dan plakat merupakan kelengkapan pilar.        (Gambar 37).
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Gambar 32 Pilar Batas Tipe "D"


[image: tipe C]Gambar 33 Pilar Batas Tipe "C"
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Gambar 34 Pilar Batas Tipe "B"
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Gambar 35 Pilar Batas Tipe "A"
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Gambar 36 Pilar Batas Antara (PBA)
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Gambar 37 Brass Tablet dan Plakat
Pengukuran dan Penentuan Posisi Pilar Batas.
1)	Umum.
a)	Pengukuran Garis Batas.
Pengukuran garis batas dilakukan untuk  menentukan arah, jarak dan posisi garis batas dua daerah yang berbatasan. 
Data yang berupa deskripsi titik batas dan garis batas tersebut didokumentasikan bersama buku ukur dan berita acara kesepakatan batas daerah yang ditandatangani oleh kedua pihak yang berbatasan.
b)	Penentuan Posisi Pilar Batas.
Ada dua cara untuk  untuk mendapatkan koordinat titik- titik bagi pemasangan pilar batas yaitu: 
(1)	Penentuan posisi secara terestris, yaitu pengukuran sudut dan jarak di atas permukaan bumi sehingga diperoleh hubungan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Pengukuran terestris pada umumnya terdiri dari pengukuran kerangka utama dan kerangka detail menggunakan alat-alat ukur sudut, alat ukur jarak dan alat ukur beda tinggi.   
(2)	Penentuan posisi melalui satelit, yaitu sistem penentuan posisi suatu titik di permukaan bumi berdasarkan pengukuran sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh satelit Global Positioning System (GPS).
c)    Pengukuran Situasi.
  Dalam pengukuran garis batas daerah perlu dilakukan pengukuran situasi selebar 100 meter ke kiri dan 100 m ke kanan garis batas di sepanjang garis batas wilayah.  Disamping itu perlu juga dilakukan pengukuran tachimetri sepanjang garis batas wilayah. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan bentuk garis batas wilayah.
d)	Perhitungan Hasil Ukuran. 	  
Data hasil pengukuran posisi cara terestris dihitung menggunakan metoda hitung perataan sederhana seperti metode Bowditch untuk pengukuran Poligon yaitu koreksi sudut dibagikan merata dan koreksi jarak diberikan  berdasarkan perbandingannya terhadap jarak keseluruhan.   Perhitungan posisi vertikal pada pengukuran situasi dilakukan berdasarkan hitungan rumus Tachimetri.
2)	Ketentuan Pengukuran dan penentuan Posisi Pilar Batas
(1)	Pengukuran Posisi Pilar Batas Utama.  
a)	Koordinat Pilar Batas Utama ditentukan berdasarkan pengukuran posisi metoda satelit GPS.  Peralatan yang digunakan adalah receiver GPS tipe geodetik beserta kelengkapannya. 
b)	Untuk menghasilkan penentuan posisi dengan ketelitian tinggi, pengukuran posisi titik  utama untuk batas wilayah provinsi, kabupaten dan kota sebaiknya menggunakan peralatan GPS tipe Geodetik.  
c)	Metode pengukurannya adalah dengan metode statik diferensial yaitu salah satu receiver GPS ditempatkan di titik yang sudah diketahui koordinatnya, sedangkan receiver yang lain ditempatkan di titik yang akan ditentukan koordinatnya. Pengukuran dapat dilakukan secara loop memancar (sentral), secara jaring trilaterasi atau secara poligon tergantung situasi dan kondisi daerah.
(2)	Sebelum pengukuran dimulai, harus diketahui paling sedikit sebuah titik pasti yang telah diketahui koordinatnya sebagai titik referensi di sekitar daerah perbatasan.  Sistem Referensi Nasional yang digunakan adalah Datum Geodesi Nasional 1995 atau DGN-95 dengan ketentuan sebagai berikut:
a)	Ellipsoid acuan mempunyai parameter sebagai berikut:
(i)	Setengah sumbu panjang 
(a) = 6 378 137.000 m

(ii)	Penggepengan 
(1/f) = 298.257 223 563 
b)	Realisasi kerangka dasar DGN-95 di lapangan diwakili oleh Jaring Kontrol Geodesi Nasional (JKGN) Orde Nol dan kerangka perapatannya.
c)	Titik koordinat Orde Nol, Orde Satu yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan titik ikat yang berlaku secara nasional. Agar pilar-pilar batas daerah mempunyai koordinat sistem nasional, maka harus  dikaitkan ke titik Orde Nol atau Orde Satu yang merupakan jaring kontrol nasional.
( 3)	Penentuan Posisi untuk titik tambahan lainnya seperti Pilar Batas Antara (PBA) dapat dilakukan dengan metoda teristris seperti pengikatan silang ke muka, pengikatan silang ke belakang, trilaterasi, triangulasi atau poligon sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah.
(4)	Pengukuran situasi untuk menggambarkan situasi batas daerah dilakukan melalui metoda tachimetri sesuai dengan peralatan yang ada. Pengukuran situasi dilakukan sepanjang garis batas daerah selebar 100 m ke kiri dan 100 m ke kanan garis batas tersebut. Hal ini diperlukan untuk penggambaran bentuk garis batas daerah dalam rangka pemetaan batas daerah.
Pembuatan Peta Batas
1).	U m u m
Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu setiap peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikannya. Aspek-aspek spesifikasi peta antara lain adalah: 
(1)	Aspek Kartografi:
a)	Jenis peta (penyajian): peta foto dan peta garis
b)	Sistem simbolisasi/legenda dan warna
c)	Isi peta dan tema
d)	Ukuran peta (muka peta)
e)	Bentuk penyajian/penyimpanan data/informasi: lembar peta atau digital
(2)	Aspek Geometrik:
a)	Skala/resolusi
b)	Sistem proyeksi
c)	Ketelitian planimetris(x,y) dan tinggi (h)
2)	Spesifikasi Peta Batas Daerah dari aspek kartografis digambarkan pada Bagian III Lampiran ini.
3)	Spesifikasi peta Batas Daerah dari aspek geometrik adalah:
(1)	Skala Peta:
a)	Batas Provinsi 	:  1 : 500.000
b)	Batas Kabupaten	:   1 : 100.000
c)	Peta Batas Kota	:  1 :   50.000
(2)	Sistem Proyeksi Peta
a)	Sistem Grid		 :  UniversalTransverse   Mercator
b)	Lebar Zone		 :  6 derajat
c)	Angka Perbesaran 	 :   0.9996 pada Meridian tengah
d)	Jarak Meridian Tepi :  180.000 m di sebelah Timur dan sebelah Barat Meridian Tengah
e)	Ellipsoid Referensi	:  Spheroid WGS-84
f) Sistem Referensi Koordinat	
(i)		Primer		:  Grid Geografi
(ii)	Sekunder	:  Grid Metrik
(3)	Ketelitian Planimetris	:  0.5 mm jika diukur di atas peta Interval kontur
a) Batas Provinsi             :   250 meter
b) Batas Kabupaten         :	50 meter
c) Batas Kota                  :	25 meter

4)	Metode Pemetaan Batas Daerah.
(1)	Pada dasarnya Peta Batas Daerah diturunkan berdasarkan peta Garis Batas. Peta Garis Batas merupakan peta situasi sepanjang garis batas daerah yang memuat gambar koridor selebar 100 m ke kiri dan 100 m ke kanan dari garis batas daerah.  Peta ini digambarkan dengan skala 1 : 1.000 sehingga lebar peta ini adalah 10 cm ke kiri dan 10 m ke kanan dari garis batas daerah. Penggambaran garis kontur disesuaikan dengan skala tersebut atau setiap selang 0,5 m.  Di dalam penggambaran detail harus juga diperhatikan unsur-unsur lain yang dapat menambah informasi terhadap keberadaan garis batas daerah di atas peta, antara lain sarana transportasi seperti jalan (termasuk juga persimpangan), sarana prasarana penunjang (kantor, sekolah, bangunan) dan detail lain yang menonjol (mercusuar, monumen dan sebagainya).
(2)	Beberapa metode pemetaan batas daerah antara lain: 
a)	Penurunan/kompilasi dari peta-peta yang sudah ada. 
(i)	Peta batas daerah dapat diperoleh dari peta-peta yang ada seperti peta-peta dasar, peta BPN, peta PBB dan lain-lain. 
(ii)	Prosesnya dilakukan secara kartografis manual dan jika perlu diadakan penyesuaian skala menggunakan Pantograph.
(iii)	Detail yang digambarkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan batas daerah seperti pilar-pilar batas, jaringan jalan, garis pantai, perairan, dan detail yang menonjol lainnya.
(iv)	Pada metode digital, peta sumber tersebut di scan  dan dipilih melalui layar komputer untuk digambarkan kembali menggunakan plotter.
b)	Metode Pemetaan Terestris.  
Metode ini merupakan rangkaian pengukuran menggunakan alat ukur sudut, jarak dan beda tinggi, yaitu:
(i)	Prisma dan Pita Ukur.  
Prinsip pengukuran pada metode ini adalah me-manfaatkan citra garis tegak lurus rambu ukur/target pada prisma dan pengukuran jarak dengan pita ukur. 
Tahapannya adalah:
(a) Pembuatan kerangka titik bantu (x,y);
(b) Pengukuran detail menggunakan prisma dan pita ukur;
(c) Penggambaran.	
(i) Tachimetri.	
Prinsip pengukuran pada metode ini adalah mengukur sudut horisontal (azimuth magnetik), sudut miring (zenith) dan jarak optis melalui pembacaan skala rambu ukur menggunakan Theodolit.
Tahapannya adalah:
(a) Pengukuran kerangka titik kontrol (x, y, h)
(b) Pengukuran poligon dan situasi/detail
(c) Proses hitungan
(d) Penggambaran
(ii) Total Station.	
Alat yang digunakan adalah alat total station yang dilengkapi dengan fasilitas pengukuran, perhitungan dan penggambaran secara otomatis/elektronis sehingga dapat dilakukan secara cepat dan mudah.
Tahapan pengukuran dan penggambarannya sama dengan metode Tachimetri.
c)	Metoda Pemetaan Fotogrametris.	
(i)	Metoda ini merupakan rangkaian pengukuran titik kontrol tanah, pemotretan udara, Triangulasi Udara, Restitusi Foto dan Proses Kartografi.  
(ii)	Hasil yang diperoleh tidak hanya peta garis, tapi dapat juga berupa mosaik foto atau Peta Foto. 
(iii)	Pemetaan Fotogrametris dapat juga secara digital yaitu menggunakan sistem Softcopy Foto-grametri.
4.  Latihan 
1. Jelaskan faktor-faktor pembentuk struktur wilayah berikut contoh dalam kehidupan sehari-hari.
2. Apa yang dimaksud dengan batasan wilayah formal dan tidak formal? Jelaskan dengan contoh nyata.
3. Dilihat dari sudut “kebutuhan perkembangan kegiatan usaha masyarakat”, apa saja dasar pembentukan satuan wilayah yang dikenal? Jelaskan masing-masing dasar pembentukan wilayah tersebut dengan contoh nyata.
5. Kesimpulan (Rangkuman)
Struktur wilayah merupakan hasil kenampakan multifaktor dari struktur sosial, struktur ekonomi dan struktur pemanfaatan ruang (Rijanta, 2005). Struktur ekonomi adalah pembagian dua bidang ekonomi. Pertama, ada yang membaginya berdasarkan tiga sektor bidang yang berbeda, yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa. Kedua, berdasarkan sektor yang utama/primer sampai dengan sektor pelengkap/tersier, yaitu sektor primer yang terdiri atas pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan; sektor sekunder yang terdiri atas industr-industri pengolahan, industri air dan listrik, industri bangunan; sektor tersier yang terdiri atas bidang pengangkutan dan perhubungan, pemerintahan, perdagangan, dan jasa-jasa perseorangan (Mahyudi, 2004).
Struktur pemanfataan ruang (Rustiadi,2007), adalah gambaran mengenai hubungan keterkaitan (linkages) antara aspek-aspek aktivitas-aktivitas pemanfaatan ruang. Adanya interaksi struktur sosial, struktur ekonomi dan struktur pemanfaatan ruang terbentuklah struktur wilayah. 
Batas wilayah (boundaries) formal adalah penetapan batas berdasarkan hukum, dibuat tanda dalam peta, dipagari atau diberi catatan lainnya pada tanah, dan dipertahankan. Batas wilayah (boundaries) informal mungkin hanya simbol. Contohnya, sebuah “gang” di kota mempunyai “wilayah kekuasaan”  luas dari jalan utama sampai jalan perkampungan, tetapi area tersebut tidak resmi dipetakan atau dibatasi, walaupun begitu ditandai dengan grafiti dan dipertahankan dengan agresif. 
Hadjisarosa (1974) mengatakan batasan penetapan wilayah dapat dibedakan pertama-tama menurut dua titik tolak peninjauan,    yaitu :
Pertama, peninjauan bertolak pada segi wewenang/tanggungjawab dalam pengaturan pengembangan wilayah, dalam hal ini bertolak pada kepentingan administrasi pemerintahan. Wilayah-wilayah dibagi habis ke dalam bagian-bagiannya, seperti misalnya pembagian ke dalam Daerah-daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Kecamatan.
Kedua, peninjauan bertolak pada segi mekanisme pengembangan dalam kehidupan masyarakat beserta lingkungannya. Dalam rangka ini dijumpai adanya satuan-satuan wilayah pengembangan, yang disingkat namanya dengan “satuan wilayah”. Satuan-satuan wilayah tidak perlu atau tidak selalu membagi habis wilayah nasional. Sebab bagian-bagian tertentu wilayah nasional mungkin memang belum mengalami proses perkembangan, belum ada penghuninya, belum tersedia prasarana dan sebagainya. Dan, antar satuan wilayah dapat terjadi tumpang-tindih (overlaping).  
Dilihat dari sudut “kebutuhan perkembangan kegiatan usaha masyarakat” dapat dibedakan dasar pembentukan satuan wilayah menurut : konsiderasi ekonomi dan konsiderasi sosial-politik/sosial-budaya.
Ciri-ciri satuan wilayah secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut : 
a) Menunjukkan adanya struktur dasar untuk pengembangannya;
b) Struktur pengembangan menunjukkan adanya aturan hirarki;
c) Aturan hirarki timbul sebagai akibat adanya tujuan efisiensi dalam pencapaian maksud;
d) Aturan hirarki mempunyai implikasi dalam hal “tingkat efisiensi” dalam prosesnya.  
Penegasan Batas Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	:  1 Tahun 2006, yang terdiri atas batas daerah di darat dan di laut.
6. Test Formatif 
1) Berikut ini adalah faktor-faktor pembentuk struktur wilayah, yaitu…
A. Struktur biotik, struktur abiotik, dan struktur social
B. Struktur ekonomi, struktur sosial, dan struktur pemanfaatan ruang
C. Struktur ekonomi, struktur sosial, dan struktur lingkungan
D. Struktur ekonomi, struktur politik, dan struktur hukum
2) Satuan wilayah ekonomi dapat dirinci ke dalam bagian-bagiannya, yaitu...
A. satuan wilayah produksi dan satuan wilayah pemasaran
B. satuan wilayah produksi dan satuan wilayah konsumen
C. satuan wilayah tanah dan satuan wilayah laut
D. satuan wilayah produk dan satuan wilayah harga
3) Batas wilayah (boundaries) yang digambarkan sebagai penetapan batas berdasarkan hukum, dibuat tanda dalam peta, dipagari atau diberi catatan lainnya pada tanah, dan dipertahankan, termasuk kategori batasan...
A.  Informal
B.  Formal
C.  Formal dan informal
D.  Tidak bisa ditentukan
4) Berikut ini adalah ciri-ciri satuan wilayah secara umum, kecuali...
A. Menunjukkan adanya struktur dasar untuk pengembangannya
B. Struktur pengembangan menunjukkan adanya aturan hirarki
C. Aturan hirarki timbul sebagai akibat adanya tujuan efisiensi dalam pencapaian maksud
D. Struktur ekonomi tidak ikut menentukan struktur wilayah di suatu tempat
5) Perbedaan antara satuan wilayah produksi dan satuan wilayah pemasaran adalah...
A. Satuan wilayah produksi hanya berlaku untuk organisasi manufaktur, sedangkan satuan wilayah pemasaran berlaku untuk organisasi jasa
B. Satuan wilayah produksi menganggap manusia sebagai faktor produksi, sedangkan satuan wilayah pemasaran menganggap manusia sebagai pembeli
C. Satuan wilayah produksi berpijak pada proses penggarapan sumber-sumber alam, sedangkan satuan wilayah pemasaran berpijak pada proses pencapaian konsumen
D. Semuanya benar

BATAS DAERAH DI LAUT DAN PERBATASAN/DAERAH PINGGIRAN/ DAERAH TEPI (FRONTIER/PERIPHERY)
Definisi Teknis
1) Titik Awal adalah titik koordinat yang terletak pada garis pantai untuk menentukan garis dasar (lihat Gambar 38) 
2) Garis Dasar adalah garis yang menghubungkan antara dua titik awal dan terdiri dari garis dasar lurus dan garis dasar normal.
3) Garis dasar lurus adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik awal berdekatan dan berjarak tidak lebih dari 12 mil. 
4) Garis dasar normal adalah garis antara dua titik awal yang berhimpit dengan garis pantai. 
5) Mil laut adalah jarak satuan panjang yang sama dengan 1.852 meter. 
6) Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alamiah dan senantiasa berada di atas permukaan laut pada saat air pasang.
7) Titik batas sekutu adalah tanda batas yang terletak di darat pada koordinat batas antar daerah provinsi, kabupaten dan kota yang digunakan sebagai titik acuan untuk penegasan batas di laut. 
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Gambar  38  Titik Awal dan Garis Pantai sebagai acuan penarikan garis dasar
Penetapan Batas Daerah di Laut (Secara Kartometrik)
1) Menyiapkan Peta-peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional (Peta LLN) dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Peta LPI).
2) Untuk Batas Provinsi menggunakan  peta laut dan peta Lingkungan Laut Nasional, untuk batas daerah kabupaten dan daerah kota gunakan peta laut dan peta Lingkungan Pantai Indonesia.
3) Menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya. Perhatikan garis pantai yang ada, pelajari kemungkinan penerapan garis dasar lurus dan garis dasar normal dengan memperhatikan panjang maksimum yakni 12 mil laut.
4) Memberi tanda rencana titik awal yang akan digunakan. 
5) Melihat peta laut dengan skala terbesar yang terdapat pada daerah tersebut. Baca dan catat titik awal dengan melihat angka lintang dan bujur yang terdapat pada sisi kiri dan atas atau sisi kanan dan bawah dari peta yang digunakan.
6) Mengeplot dalam peta titik-titik awal yang diperoleh dan menghubungkan titik-titik dimaksud  untuk mendapatkan garis dasar lurus yang tidak lebih dari 12 mil laut. 
7) Menarik garis sejajar dengan  garis dasar yang berjarak 12 mil laut atau sepertiganya.
8) Batas daerah di wilayah laut sudah tergambar beserta daftar koordinat.
9) Membuat peta batas daerah di laut lengkap dengan daftar koordinatnya yang akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri 
Penegasan Batas Daerah di Laut (melalui pengukuran di lapangan) 
1) 	Penelitian dokumen batas
Kegiatan penelitian dokumen yang dimaksud pada tahapan ini adalah mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan penentuan batas daerah di laut seperti : peta administrasi daerah yang telah ada; peta batas daerah di laut yang pernah ada; dokumen sejarah dll.   
2) 	Pelacakan batas 
Pelacakan batas dimaksud pada tahapan ini adalah kegiatan secara fisik di lapangan untuk menyiapkan rencana titik acuan yang akan digunakan sebagai titik referensi. Sebagai hasil kegiatan pelacakan ini dapat ditandai dengan dipasangnya titik referensi atau pilar sementara yang belum ditentukan titik koordinatnya.
3) 	Pemasangan pilar di titik acuan
Kegiatan pelacakan batas dapat dilakukan secara simultan dengan tidak memasang pilar sementara tetapi pilar yang permanen. Untuk menjaga tetap posisi pilar ini, juga dibangun 3 (tiga) pilar bantu. Setelah pilar dibangun, maka selanjutnya dilakukan pengukuran posisi dengan alat penentu posisi satelit (GPS) yang kelompok titiknya diikatkan pada jaringan Titik Geodesi Nasional.   
4) 	Penentuan titik awal dan garis dasar
Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengukuran lapangan dimana di dalamnya terdapat kegiatan untuk mendapatkan garis pantai melalui survei batimetri dan pengukuran pasang surut. 
Apabila sudah diperoleh garis pantai pada lokasi yang diperkirakan akan dapat ditentukan titik awal, maka selanjutnya menentukan titik awal yang tepat. 
Dari beberapa titik awal yang telah diperoleh ditentukanlah garis dasar yang akan digunakan sebagai awal perhitungan 12 mil laut. Garis dasar tersebut dapat berupa garis dasar lurus yang berjarak tidak boleh lebih dari 12 mil laut atau garis dasar normal yang berhimpit dengan garis kontur nol yang biasanya berbentuk kurva. Contoh penentuan titik awal dan penarikan garis dasar dapat dilihat pada  Gambar 39.
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Gambar 39 Contoh Penentuan Titik Awal dan Garis Dasar
(Garis Dasar Lurus dan Garis Dasar Normal)
5) 	Pengukuran batas
Dalam pengukuran batas terdapat tiga kondisi yang berbeda yakni pantai yang bebas, pantai yang saling berhadapan dan pantai saling berdampingan. 
Untuk pantai yang bebas pengukuran batas sejauh 12 mil laut dari garis dasar (baik garis dasar lurus dan atau garis dasar normal). 
Atau dengan kata lain membuat garis sejajar dengan garis dasar yang berjarak 12 mil laut atau sesuai dengan kondisi yang ada.  Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada Gambar 40. 
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Gambar 40 Contoh Penarikan Garis Batas Bagi Daerah Yang 
Berbatasan Dengan Laut Lepas Atau Perairan Kepulauan.
Untuk pantai yang saling berhadapan dilakukan dengan menggunakan prinsip garis tengah (median line). Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 41.
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Gambar 41. Contoh Penarikan Garis Batas Dengan Metode Garis Tengah (Median Line) Pada Dua Daerah Yang Berhadapan
Untuk pantai yang saling berdampingan dilakukan dengan menggunakan prinsip sama jarak. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada  Gambar 42.
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Gambar 42 Contoh Penarikan Garis Tengah Dengan Metode Ekuidistan Pada Dua Daerah Yang Berdampingan
Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau kecil yang berjarak lebih dari 2 kali 12 mil yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil untuk laut provinsi dan sepertiganya merupakan laut kabupaten dan kota. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada  Gambar 43.
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Gambar 43 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau Kecil
Yang Berjarak Lebih Dari 2 Kali 12 Mil Namun Berada Dalam Satu Provinsi.
Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau kecil yang berjarak kurang dari 2 kali 12 mil yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil untuk laut provinsi dan sepertiganya merupakan laut kabupaten dan kota. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada          Gambar 44.
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Gambar 44 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau Kecil
Yang Berjarak Kurang Dari 2 Kali 12 Mil Namun Berada Dalam Satu Provinsi.
Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau-pulau kecil yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil untuk laut provinsi dan sepertiganya merupakan laut kabupaten dan kota. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada  gambar 5.22.
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Gambar 45 Contoh Penarikan Garis Batas Pada 
Pulau-Pulau Kecil Yang Berada Dalam Satu Provinsi.
Untuk mengukur batas kewenangan pengelolaan wilayah laut pulau kecil yang berada dalam daerah provinsi yang berbeda dan berjarak kurang dari 2 kali 12 mil, diukur menggunakan prinsip garis tengah (median line). Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada  Gambar 45.
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Gambar 46 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau Kecil 
Yang Berjarak Kurang Dari 2 Kali 12 Mil Dan Berada Pada Provinsi Yang Berbeda
                = laut provinsi
                = laut kabupaten dan kota
                = daratan
6) 	Pembuatan peta batas
Dalam melakukan pembuatan peta batas daerah di wilayah laut harus mengikuti spesifikasi teknis yang dijabarkan sebagai berikut : 
a. Ellipsoida dan Proyeksi. Dalam pembuatan Peta Batas Daerah di wilayah laut dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut :
Ellipsoida	: WGS-84
Proyeksi 	: UTM
Skala	:
i) Peta Batas Daerah hasil penetapan secara Kartometris
· 1:500.000 untuk batas daerah provinsi 
· 1:100.000 untuk batas daerah kabupaten
· 1:50.000 untuk batas daerah kota
ii)  Peta Batas Daerah hasil penegasan dengan  pengukuran 
· 1:500.000 untuk batas daerah provinsi 
· 1:100.000 untuk batas daerah kabupaten
· 1:50.000 untuk batas daerah kota
b.   Ukuran dan Format Peta : 
i) Ukuran peta ditentukan dengan ukuran standar peta (A0)
ii) Setiap lembar peta memuat satu wilayah provinsi dengan mencakup provinsi tetangganya
iii) Pada peta ditulis daftar koordinat geografis dan UTM
c.    Macam Simbol dan Tata Letak Informasi Tepi: 
i) Simbol batas daerah di laut disesuaikan dengan simbol yang baku digunakan
ii) Tata letak mengikuti ketentuan pembuatan peta yang berlaku.
d.	Penyajian Informasi Peta: Pada peta batas daerah di wilayah laut  dicantumkan juga :
i) Nama personil pelaksana
ii) Nama Tim Penegasan Batas Daerah
iii) Kolom pengesahan
e.  Proses Pembuatan Peta: Proses pembuatan peta dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
i) Proses kartografi
a)  Perencanaan
b)  Persiapan
c)  Pengumpulan data 
d)  Rencana kompilasi
e)  Kompilasi
f)  Penggambaran
g)  Pemisahan warna 
· lembar hitam
· lembar kuning
· lembar biru
· lembar magenta
ii) Proses lithografi
a) Pembuatan plat cetak
· Plat untuk warna hitam
· Plat untuk warna kuning
· Plat untuk warna biru
· Plat untuk warna magenta
b) Cetak coba
c) Koreksi dan perbaikan cetak coba
d) Pencetakan
Spesifikasi Teknis Pengukuran dan Penentuan/Pemasangan Pilar Titik Acuan Batas 
8) Ellipsoida dan Proyeksi. Dalam pembuatan pilar titik acuan batas di lapangan dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut :
a. 	Ellipsoida	: WGS-84
b. 	Proyeksi 	: UTM
9) Koordinat Posisi : Posisi koordinat diberikan dalam koordinat geografi (lintang, bujur) 
10) Metode Pengukuran dan Penentuan/Pemasangan Pilar titik acuan batas: Pengukuran dan pelaksanaan penentuan/pemasangan pilar titik acuan batas dilakukan dengan metode sebagai berikut :
a. 	Pendirian Pilar Titik Acuan Batas dan atau Titik Referensi
(1) Penentuan Lokasi Pilar titik acuan batas/Titik Referensi : Kriteria teknis penentuan lokasi pilar titik acuan batas/titik referensi adalah ;
· Pada kondisi tanah yang stabil
· Di daerah terbuka dan terhindar dari abrasi
· Mudah ditemukan dan mudah dijangkau
· Pada “titik sekutu” (titik batas antar provinsi atau antar kabupaten dan kota), titik acuan juga merupakan pilar titik acuan batas. Bila titik sekutu berada di tengah sungai atau pada badan air, maka dibangun pilar titik acuan batas di masing-masing tepi sungai serta jaraknya terukur secara akurat.
(2) Bentuk dan Dimensi Pilar Titik Acuan :
· Pilar memiliki bentuk dan dimensi yang standar
· Setiap pilar dilengkapi dengan “Brass Tablet” 
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Gambar 47 “Brass Tablet Untuk Pilar”

· Bentuk dan dimensi pilar dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 48 Bentuk dan Dimensi Pilar
(3) Titik Bantu :
· Setiap pilar titik acuan batas diikatkan pada tiga titik bantu
· Titik bantu diukur jarak dan arahnya
· Bentuk dan dimensi titik bantu dapat dilihat pada Gambar 49.
a. Penentuan Posisi dengan GPS
a. Metode Pengamatan : 
· Penentuan posisi relatif untuk menentukan baseline antara titik-titik
· Dilakukan pengamatan secara bersamaan
· Diikatkan dengan DGN95
b. Persyaratan dan Durasi Pengamatan
· GDOP < 8
· Interval epoch 15 detik
· Minimal 6 satelit
· Durasi pengamatan minimal 180 menit
c. Antena Penerima GPS : Beberapa hal yang perlu diperhatikan :
· menggunakan tiga antena secara bersamaan selama pengamatan
· tinggi antena diukur sebelum dan sesudah selesai pengamatan antena dipasang pada daerah terbuka dengan elevasi minimal 15o
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Gambar 49  Bentuk dan Dimensi Titik Bantu
b.    Pengolahan Data
(1) Pengolahan Data Akhir : Pengolahan data dilaksanakan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dengan penerima yang digunakan
(2) Transformasi Koordinat : Transformasi koordinat untuk setiap pilar titik acuan batas memberikan hasil :
· Koordinat geografis (lintang, bujur dan tinggi terhadap speroid WGS-84)
· Koordinat UTM (meter, WGS-84)
Spesifikasi Teknis Peta Batas Daerah
1) Ellipsoida dan Proyeksi. Dalam pembuatan Peta Batas Daerah di wilayah laut dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut :
a.	Ellipsoida	: WGS-84
b.	Proyeksi 	: UTM
c. 	Skala		:
(1) 	Peta Batas Daerah hasil penetapan secara Kartometris
· 1:500.000 untuk batas daerah provinsi 
· 1:100.000 untuk batas daerah kabupaten
· 1:50.000 untuk batas daerah kota
(2) 	Peta Batas Daerah hasil penegasan dengan pengukuran 
· 1:500.000 untuk batas daerah provinsi 
· 1:100.000 untuk batas daerah kabupaten
· 1:50.000 untuk batas daerah kota
2) 	Ukuran dan Format Peta : 
a. 	Ukuran peta ditentukan dengan ukuran standar peta (A0)
b. Setiap lembar peta memuat satu wilayah provinsi dengan mencakup provinsi tetangganya
c. Pada peta ditulis daftar koordinat geografis dan UTM
d. Format peta lihat Gambar 50. 
3)  	 Macam Simbol dan Tata Letak Informasi Tepi: 
a. Simbol batas daerah di wilayah laut disesuaikan dengan simbol yang baku digunakan
b. Tata letak mengikuti ketentuan pembuatan peta yang berlaku.
c. Penyajian Informasi Peta: Pada peta batas daerah di laut dicantumkan juga:
a. Nama personil pelaksana
b. Nama Tim Penegasan Batas Daerah
c. Kolom pengesahan
[image: ]
Gambar 50 Format Peta
d. Proses Pembuatan Peta: Proses pembuatan peta dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
a.   Proses kartografi
(1)  Perencanaan
(2)  Persiapan
(3)  Pengumpulan data 
(4)  Rencana kompilasi
(5)  Kompilasi
(6)  Penggambaran
(7)  Pemisahan warna 
· lembar hitam
· lembar kuning
· lembar biru
· lembar magenta
b.   Proses lithografi
(1) Pembuatan plat cetak
· Plat untuk warna hitam
· Plat untuk warna kuning
· Plat untuk warna biru
· Plat untuk warna magenta
(2) Cetak coba
(3) Koreksi dan perbaikan cetak coba
(4) Pencetakan
Penentuan Batas Daerah Pinggiran (Periphery)
John Friedmann (1964) dalam Adisasmita (2008) menganalisis aspek-aspek tata ruang, lokasi, serta persoalan-persoalan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Friedmann telah menampilkan teori daerah inti dalam artikelnya yang berjudul “A General Theory of Polarized Development”. Di sekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau periphery region. Daerah-daerah pinggiran seringkali disebut daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah di sekitarnya, lihat Gambar 51. di bawah.
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Gambar 51 Daerah Inti dan Daerah Pinggiran (Adisasmita, 2008)
John Friedmann (1966) dalam Bintarto (1986) membagi dunia ini dalam pusat yang dinamis dan daerah tepi yang statis, dan mengusulkan adanya empat wilayah (region) : 
(1) Core-regions, merupakan konsentrasi ekonomi metropolitan dengan memiliki kapasitas inovasi dan perubahan yang tinggi. Wilayah pusat ini memiliki hirarki jaringan dari metropolis sampai ke hamlet (suatu istilah yang dapat diidentikkan dengan pedusunan).
(2) Upward-transition region adalah daerah tepi dari pusat. Wilayah ini mengandung sumber atau resources yang dapat dikembangkan.
(3) Resources-frontier regions merupakan daerah-daerah tepi yang digunakan untuk pemukiman baru. 
(4) Downward-transition regions adalah daerah-daerah yang mengalami stagnasi atau daerah-daerah yang mengalami proses kemunduran.    
Dari empat wilayah menurut pembagian Friedmann dapat diketahui bahwa wilayah yang paling parah keadaannya adalah downward-transition regions. Wilayah-wilayah semacam ini dapat merupakan sumber migran bagi kota-kota terdekat. 
Wilayah ketiga yaitu resources-frontier regions apabila tidak dijaga keseimbangan daya dukung lingkungannya terhadap tambahnya penduduk dapat pula menjadi sumber migran bagi kota-kota di sekitarnya.   
Wilayah-wilayah perbatasan adalah tempat tinggal berpencar manusia, terpinggirkan secara ekonomis dan aktivitas politik, dan mungkin  tak dipungkiri melanggar batas wilayah formal [Frontier regions are sparsely inhabited by humans, marginal to economic and political activity, and may cross established formal boundaries (Rijanta, 2005)]. 
Wilayah kedua dan pertama dapat menjadi wilayah pikat, yaitu suatu wilayah yang dapat menarik penduduk di sekitarnya karena memiliki potensi ekonomi yang baik; oleh karena itu, arus penduduk dari daerah di sekitarnya ke wilayah-wilayah tersebut akan menjadi suatu gejala yang dapat dipahami. Adisasmita (2008) mengatakan pusat-pusat besar umumnya berbentuk kota-kota besar, metropolis atau megapolis, dikategorikan sebagai daerah-daerah inti, dan daerah-daerah yang relatif statis sisanya merupakan subsistem-subsistem yang kemajuan pembangunannya ditentukanoleh lembaga-lembaga di daerah inti dalam arti bahwa daerah-daerah pinggiran berada dalam suatu hubungan ketergantungan yang substansial. Daerah inti dan wilayah pinggiran bersama-sama membentuk sistem spasial yang lengkap. 
Proses daerah-daerah inti mengkonsolidasikan dominasinya terhadap daerah-daerah pinggiran dilaksanakan melalui pengaruh-pengaruh umpan balik pertumbuhan daerah inti, yang terdiri dari pengaruh dominasi (melemahnya perekonomian di daerah-daerah pinggiran sebagai akibat dari mengalirnya sumberdaya-sumberdaya alam, manusia, dan modal ke wilayah inti), pengaruh informasi (peningkatan dalam interaksi potensial untuk menunjang pembangunan inovatif), pengaruh psikologis (penciptaan kondisi yang menggairahkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan inovatif secara lebih nyata), pengaruh mata rantai (kecenderungan inovasi-inovasi untuk menghasilkan inovasi lainnya), dan pengaruh produksi (penciptaan struktur balas jasa yang menarik untuk kegiatan-kegiatan inovatif (N.M. Hasen, 1972 dalam Adisasmita, 2008). 
Pada umumnya daerah-daerah inti melaksanakan fungsi pelayanan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Beberapa daerah inti memperlihatkan fungsi khusus, misalnya sebagai pusat perdagangan atau pusat industri, ibukota pemerintahan dan sebagainya.

Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006.
Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas desa
(1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
(2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
(3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
(4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.



Proses dan Manfaat
Friedmann dalam Bintarto (1986) melihat perkembangan suatu wilayah dialami suatu evolusi yang ia sebut dengan stages of spatial evolution. Dalam evolusi ada empat tahap, yaitu :
(1) Tahap sebelum industri;
(2) Tahap mula industrialisasi;
(3) Tahap transisi, dan 
(4) Tahap mantap. 
Tahap “sebelum industri” atau pra-industri ditandai dengan adanya sejumlah pusat-pusat daerah perkotaan (urban centers) yang tidak besar dan tidak saling tergantung sesamanya. Pusat-pusat tersebut tersebar di suatu wilayah yang luas. Dalam keadaan ini tidak dijumpai adanya hirarki kota. Kemungkinannya berkembang sangat kecil dan ekonominya cenderung statis. Tiap pusat melayani wilayahnya masing-masing. Menurut Friedmann, dalam sistem ini ada keseimbangan. 
Tahap mula industrialisasi atau incipient-industrialization, ditandai dengan adanya primate city yang mendominir suatu wilayah yang luas. Primate city ini mengeruk dan memanfaatkan daerah tepinya, sehingga dengan demikian perekonomian di daerah tepi ini akan banyak dipengaruhi oleh kota atau terikat pada kota. Menurut Friedmann sistem ini sudah menunjukkan terganggunya keseimbangan. 
Tahap transisi adalah tahap menuju kemantapan di bidang industri. Primate city tetap berperan dalam wilayah yang luas itu walaupun tidak sebesar peranan seperti dalam tahap sebelumnya. Di beberapa tempat tumbuh pusat-pusat pertumbuhan (growth centers) yang mengurangi pengaruh primate city tersebut. Tahap transisi ini adalah keadaan tidak stabil karena masih banyak dijumpai “kantong-kantong daerah kurang maju” di daerah tepi dalam wilayah ini. 
Tahap terakhir, yaitu tahap mantap atau full fledge spatial organization baik dari segi keruangan maupun taraf industri. Dalam tahap ini sudah ada prinsip hirarki dari suatu sistem perkotaan (unban system) di seluruh wilayah ini. Menurut Friedmann sistem perkotaan yang secara fungsional memiliki saling ketergantungan ini mempunyai manfaat di bidang efisiensi lokasi, memiliki pertumbuhan potensi yang maksimal, dan derajat keseimbangan interregional yang tinggi. 
Pada umumnya terdapat kecenderungan untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah “pengembangan wilayah” sebagai berikut : 
(a) Menetapkan wilayah, dengan lokasi, luas dan struktur menurut batasan tertentu. Contohnya : wilayah pengaliran sungai, wilayah administratif, satuan wilayah ekonomi dan lain sebagainya.
(b) Mengembangkan sektor-sektor yang terdapat dalam wilayah bersangkutan secara konsisten. Sektor-sektor tersebut adalah : pertanian, perindustrian, pertambangan, prasarana, perbankan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
(c) Konsistensi diukur dari segi sasaran-sasaran yang hendak dicapai melalui usaha pengembangan, sesuai dengan fungsi wilayah bersangkutan dalam kehidupan nasional. 
7. Latihan 
1) Bagaimana cara pengukuran batas di laut untuk tiga kondisi yang berbeda yakni pantai yang bebas, pantai yang saling berhadapan dan pantai saling berdampingan? Jelaskan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
2) Sebutkan pembagian wilayah (regions) menurut John Friedmann (1966) yang terdiri atas daerah pusat yang dinamis dan daerah tepi yang statis.
3) Sebutkan tahap-tahap dalam pengembangan wilayah beserta karakteristik setiap tahap tersebut serinci mungkin.
8. Kesimpulan (Rangkuman)
Penentuan batas wilayah di laut beserta tata cara secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Dalam lampiran peraturan ini dijabarkan secara rinci tata cara penentuan batas di laut untuk  kondisi yang berbeda yakni pantai yang bebas, pantai yang saling berhadapan dan pantai saling berdampingan. Disamping itu juga dibahas tentang tata cara pemasangan batas dengan menggunakan pilar dengan bentuk dan ukuran yang berlainan.
	Daerah-daerah pinggiran seringkali disebut daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah di sekitarnya. John Friedmann (1966) membagi dunia menjadi pusat yang dinamis dan daerah tepi yang statis. Pada umumnya daerah-daerah inti melaksanakan fungsi pelayanan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Beberapa daerah inti memperlihatkan fungsi khusus, misalnya sebagai pusat perdagangan atau pusat industri, ibukota pemerintahan dan sebagainya.
Penetapan dan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006.
9. Test Formatif 
a. Penentuan batas di laut diatur dalam..
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006
b.  Pedoman dan penegasan batas desa diatur dalam…
A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006
C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006
D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006
c.  Dari empat wilayah menurut pembagian Friedmann dapat diketahui bahwa wilayah yang paling parah keadaannya adalah…
A.  resources-frontier regions 
B. downward-transition regions
C. Upward-transition region
D. Core-regions
d.  Adanya sejumlah pusat-pusat daerah perkotaan (urban centers) yang tidak besar dan tidak saling tergantung sesamanya, merupakan ciri-ciri dari...
A. Tahap mula industrialisasi atau incipient-industrialization 
B. Tahap transisi
C. Tahap “sebelum industri” atau pra-industri
D. Tahap mantap
e.  Tahap mula industrialisasi atau incipient-industrialization, ditandai dengan...
A. Sudah ada prinsip hirarki dari suatu sistem perkotaan (unban system) di seluruh wilayah
B. Masih banyak dijumpai “kantong-kantong daerah kurang maju” di daerah tepi dalam wilayah ini
C. Adanya primate city yang mendominir suatu wilayah yang luas
D. Adanya sejumlah pusat-pusat daerah perkotaan (urban centers) yang tidak besar dan tidak saling tergantung sesamanya
C.  Kunci Jawaban Test Formatif 
Struktur Wilayah dan Penentuan Batas Wilayah
1. B
2. A
3. B
4. D
5. C
Batas Daerah di Laut dan Perbatasan/Daerah Pinggiran/Daerah Tepi (Frontier/Periphery)
1. A
2. D
3. B
4. C
5. C
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BAB VI
 PENGEMBANGAN WILAYAH


A. Pendahuluan
Modul ini akan membahas tentang teori dan konsep serta tujuan dari pengembangan wilayah. Secara lebih mendalam, paparan tentang pengembangan wilayah ini akan didasarkan pada teori-teori yang dijelaskan pada beberapa ahli yang terkait dengan pengembangan wilayah. Tak hanya itu, juga akan dijelaskan sejauhmana teori-teori pengembangan kewilayahan ini diterapkan di Indonesia, terutama aplikasinya di era Otonomi daerah dalam bentuk-bentuk program nyata.
Setelah membaca modul ini, mahasiswa/praja akan dapat :
a) menjelaskan konsep umum dari pengembangan wilayah.
b) menyebutkan 3 pengertian dari pengembangan wilayah yang dijelaskan beberapa ahli.
c) menyebutkan 4 kelompok tujuan dari dilakukannya pengembangan wilayah.
d) menjelaskan 4 teori pengembangan wilayah.
e) menjelaskan 4 jenis program pengembangan wilayah yang dikembangkan di Indonesia

B.  Konsepsi, Pengertian dan Tujuan Pengembangan Wilayah
Perubahan yang ada di sekitar masyarakat, seperti globalisasi, pasar bebas, atau lainnya menyebabkan terjadinya pula perubahan dan dinamika sosial, ekonomi, bahkan spasial antar negara, antar daerah, antar kecamatan, hingga antar perdesaan. Revolusi teknologi pertanian sederhana menjadi industri, kemudian terjadi revolusi teknologi informasi, merupakan salah satu produk perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Perubahan yang terakhir adalah hilangnya batas ruang dan waktu dalam banyak aktivitas manusia. Revolusi tersebut telah menyebabkan batas antara kawasan perkotaan dan perdesaan menjadi tidak jelas, terjadinya polarisasi pembangunan daerah, terbentuknya kota dunia (global cities), sistem kota dalam skala internasional, terbentuknya wilayah pembangunan antarnegara (transborder regions), serta terbentuknya koridor pengembangan wilayah baik skala lokal, nasional, regional dan internasional. Dari kondisi tersebut, maka lahirlah konsep globalisasi.
Bagi pembangunan, globalisasi ini memiliki dampak yang sangat luas. Secara sederhana bisa menyebabkan hal seperti di bawah ini:
a) Terjadinya perubahan orientasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan individu, kelompok dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi persaingan global, sehingga memungkinkan masyarakat mampu bertahan (survive), mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan. 
b) Adanya kecenderungan terjadinya perubahan peran lembaga non pemerintah seperti, pihak swasta, masyasrakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan. 
c) Terjadinya peningkatan urbanisasi di pinggiran kota besar dibandingkan di dalam kota besar itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh Mc. Gee pada tahun 1980-an. Batas antara kawasan perkotaan dan pedesaan semakin tidak jelas akibat pertumbuhan ekonomi, Dimana kegiatan perkotaan telah berbaur dengan perdesaaan dengan intensitas pergerakan investasi, ekonomi dan penduduk semakin tinggi.
Atas dasar uraian di atas, pengembangan wilayah merupakan bagian penting dari pembangunan suatu daerah terutama di perdesaan yang sangat rentan dan berat menghadapi perubahan yang berskala global. Perubahan ini, jika tidak didukung suatu perencanaan wilayah yang baik dengan mempertimbangkan aspek internal, sosial dan pertumbuhan ekonomi akan berakibat semakin bertambahnya desa-desa tertinggal. 
Perubahan paradigma perlu dilakukan dalam menata kembali daerah-daerah yang dikatagorikan miskin dan lemah agar mampu meningkatkan daya saing, manajemen produksi dan teknologi tepat guna berbasis lokal yang mampu mempengaruhi daerah lainnya secara timbal balik. Secara sederhana konsep pengembangan wilayah perlu dilakukan dalam perencanaan perdesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat masyarakat di lapisan bawah agar dapat mempengaruhi pasar secara berkelanjutan.
Pada era orde baru, landasan pembangunan yang dilaksanakan bertitik tolak pada GBHN. Ia berisikan garis besar rencana pembangunan yang ditetapkan  oleh MPR. Saat ini, sistem pembangunan bertolak pada Program Pembangunan Nasional (Propenas) yang berisi rencana pembangunan (lima tahun) yang disusun oleh Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Pemerintah (pemerintah pusat) dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan pembangunan mengacu pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau dikenal dengan UU Otonomi Daerah sebagai amandemen dari UU nomor 22 dan 25 tahun 1999. Di samping itu berbagai UU lainnya seperti UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU nomor 2 tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang, UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU lainnya yang telah mendapatkan persetujuan DPR-RI digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan.


1. Konsep Pembangunan
Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses iteratif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang yang telah diujiterapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.
Dalam sejarah perkembangan konsep pengembangan wilayah di Indonesia, terdapat beberapa landasan teori yang turut mewarnai keberadaannya. Pertama adalah Walter Isard sebagai pelopor Ilmu Wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan sebab-akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial-ekonomi, dan budaya. Kedua adalah Hirschmann (era 1950-an) yang memunculkan teori polarization effect dan trickling-down effect dengan argumen bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (unbalanced development). Ketiga adalah Myrdal (era 1950-an) dengan teori yang menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan menggunakan istilah backwash and spread effect. Keempat adalah Friedmann (era 1960-an) yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Terakhir adalah Douglass (era 70-an) yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa – kota (rural – urban linkages) dalam pengembangan wilayah.
Ada banyak teori pengembangan wilayah yang dapat dijadikan acuan dalam rangka penataan ruang seperti dijelaskan di atas. Teori-teori pengembangan wilayah menganut berbagai azas atau dasar dari tujuan penerapan masing-masing teori. Jika dikelompokkan berdasarkan tujuan, teori-teori pembangunan bisa dikelompokkan kedalam empat kelompok.
Kelompok pertama adalah teori yang memberi penekanan kepada kemakmuran wilayah (local prosperity). Kelompok kedua menekankan pada sumberdaya lingkungan dan faktor alam yang dinilai sangat mempengaruhi keberlanjutan sistem kegiatan produksi di suatu daerah (sustainable production activity). Kelompok ini sering disebut sebagai sangat perduli dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Kelompok ketiga memberikan perhatian kepada kelembagaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal sehingga kajian terfokus kepada governance yang bisa bertanggung jawab (resposnsible) dan berkinerja bagus (good). Kelompok keempat perhatiannya tertuju kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi (people prosperity).
Dalam kaitan tersebut keseluruhan kelompok teori tersebut tidak seluruhnya bertentangan satu dengan yang lainnya, namun dalam penggunaanya dapat dijadikan suatu sinergi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu proses yang didalamnya terkandung muatan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendaliannya. Konsep dasar penataan ruang wilayah dan kota dengan pendekatan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal. Salah satu kegiatannya adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, pengolahan dan pemasaran, serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat dengan sarananya. Pengembangan wilayah dilakukan menitikberatkan pada aspek ruang atau lokasi untuk mengoptimalisasi sumber daya alam yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
Keberadaan landasan teori dan konsep pengembangan wilayah diatas kemudian diperkaya dengan gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran cemerlang putra-putra bangsa. Diantaranya adalah Sutami (era 1970-an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat pengembangan wilayah. Poernomosidhi (era transisi) memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota dan hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota. Selanjutnya adalah Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep Pola dan Struktur ruang yang bahkan menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang. Pada periode 1980-an ini pula, lahir Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan (SNPP) sebagai upaya untuk mewujudkan sitem kota-kota nasional yang efisien dalam konteks pengembangan wilayah nasional. Dalam perjalanannya SNPP ini pula menjadi cikal-bakal lahirnya konsep Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) sebagai upaya sistematis dan menyeluruh untuk mewujudkan fungsi dan peran kota yang diarahkan dalam SNPP.
Pada era 90-an, konsep pengembangan wilayah mulai diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal antara KTI (kawasan timur Indonesia) KBI (kawasan barat Indonesia), antar kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Perkembangan terakhir pada awal abad millennium, bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan pemahaman teoritis dan pengalaman empiris diatas, maka secara konseptual pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI. Lebih lanjut, pemerintah melalui PP Nomor 47 Tahun 1997 mendefinisikan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional
Berpijak pada pengertian diatas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumber daya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.
2. Pembangunan Wilayah dalam Konteks Pengembangan Geografis
Dalam konteks geografis, pembangunan wilayah pada dasarnya adalah pembangunan proyek berdasarkan hasil analisa data spasial (Sandy dalam Kartono, 1989). Karena yang disajikan adalah fakta spasial maka ketersediaan peta menjadi mutlak diperlukan. Karena keseluruhan proyek berada di tingkat kabupaten/kota maka pemerintah kabupaten/kota mutlak perlu menyiapkan peta peta fakta wilayah dalam tema tema yang lengkap. Dalam lingkup pekerjaan inilah antara lain dituntut peran aktif para ahli geografi.
Pengwilayahan data spasial untuk menetapkan proyek pembangunan disebut wilayah subyektif, sedang wilayah yang ditetapkan untuk suatu bidang kehidupan sebagai tujuan pembangunan (penetapan wilayah pembangunan) disebut wilayah obyektif. Implementasi wilayah pembangunan pada umumnya tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Saat ini semakin dapat dirasakan bahwa perkembangan suatu daerah tertentu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh daerah sekitarnya mulai dari daerah tetangga sampai daerah yang lebih jauh jaraknya bahkan pengaruh dari bagian bumi lainnya. Dampak globalisasi telah membuktikan hal itu. Oleh karena itu, wilayah sebagai sistem spasial dalam lingkup kegiatan pengembangan wilayah merupakan subsistem spasial dalam lingkup yang lebih luas. Sebuah kabupaten/kota, dalam kegiatan pengembangan wilayah, di samping menganalisis data spasial kabupaten/kota yang bersangkutan, juga  perlu memperhatikan paling tidak bagaimana perkembangan daerah sekitarnya (interregional planning). Sebuah kabupaten/kota tidak dapat hidup sendiri dan oleh karena itu perlu mengadakan kerja sama dengan daerah tetangganya.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, suatu proyek pembangunan daerah dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota sebagai unit terendah dalam hirarki pembangunan. Proyek terkait dengan jenisnya dan dananya. Setelah jenis dan dananya disediakan maka tahap berikutnya adalah menetapkan di bagian mana dari daerah kabupaten/kota proyek tersebut akan dilaksanakan. Ada beberapa cara untuk menetapkan proyek pembangunan. Cara penetapan proyek biasanya dilakukan, pada tahap awal, melalui suatu kajian akademis antara lain berdasarkan pendekatan geografi, pendekatan ekonomi dan lainnya.
Pendekatan geografi dilakukan melalui tahapan penetapan masalah, pengumpulan data dan analisis data mulai dari kegiatan penyaringan, pengelompokan, klasifikasi data, kegiatan pengwilayahan, korelasi dan analogi. Oleh karena adanya keragaman berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, berdasarkan kemampuan keuangan pemerintah dan skala waktu pelaksanaan, disusun skala prioritas proyek. Hasil korelasi secara spasial (tumpang tindih atau overlay peta wilayah) dapat ditunjukan masalah apa sebagai prioritas proyek dan di mana lokasi proyek tersebut dilaksanakan. Dalam pelaksanaanya, pendekatan geografi tidaklah sesederhana itu.
Beberapa cara lain untuk menetapkan proyek pembangunan dapat disebutkan antara lain dengan menerapkan teori Economic Base, Multiplier Effect yang berkaitan dengan teori input-output dan penerapan teori lokasi (Location Theory), teori pusat (Central Place Theory) dan penerapan teori Kutub Pengembanngan (Growth Pole Theory). 
1) Teori Lokasi.  Paling tidak ada tiga hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan lokasi proyek pembangunan yaitu (1) pengeluaran terendah (2) jangkauan pemasaran dan (3) keuntungan tertinggi.
2)  Teori Pusat Pelayanan.  Pola ideal yang diharapkan terbentuk, asumsi homogin dalam hal bentuk medan, kualitas tanah dan tingkat ekonomi penduduk serta budayanya, Christaller menyajikan bentuk pola pelayanan seperti jejaring segi enam (hexagonal). Bentuk pola pelayanan hexagonal ini secara teoritis mampu memperoleh optimasi dalam hal efisiensi transportasi, pemasaran dan administrasi (Haggett, 2001).
3)  Teori Kutub Pertumbuhan. Berbeda dengan Christaller yang berlatar belakang ahli Geografi, teori Kutub Pertumbuhan diprakarsai dan dikembangankan oleh para ahli ekonomi. Teori ini melahirkan konsep ekonomi seperti konsep Industri Penggerak (leading industry), konsep Polarisasi dan konsep penularan (trickle atau spread effect).
Beberapa kelemahan penerapan cara-cara di atas dalam penetapan proyek pembangunan dihadapkan pada factor politis pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota utamanya pada era otonomi daerah saat ini, faktor ketersediaan dana dan bidang tanah tempat dilaksanakannya proyek tersebut. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pendekatan geografi menjadi factor kunci dalam kegiatan penetapan proyek pembangunan berdasarkan penetapan prioritas secara tepat.


3. Penataan Ruang di Indonesia
Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni :
1) Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Disamping sebagai “guidance of future actions” RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (development sustainability).
2) Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri, 
3) Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.
Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (legal instrument) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui UU No.24/1992 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya. Berdasarkan UU No.24/1992, khususnya pasal 3, termuat tujuan penataan ruang, yakni terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya. Sedangkan sasaran penataan ruang adalah :
1) Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera,
2) Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia,
3) Mewujudkan keseimbangan kepentingan antara kesejahteraan dan keamanan,
4) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta
5) Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Sesuai dengan UU 24/1992 tentang penataan ruang, sistem perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan secara berhirarkis menurut kewenangan administratif, yakni dalam bentuk RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci. RTRWN disusun dengan memperhatikan wilayah Nasional sebagai satu kesatuan wilayah yang lebih lanjut dijabarkan kedalam strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang pada wilayah propinsi (RTRWP), termasuk di dalamnya penetapan sejumlah kawasan tertentu dan kawasan andalan yang diprioritaskan penanganannya
Aspek teknis perencanaan tata ruang wilayah dibedakan berdasarkan hirarki rencana. RTRWN merupakan perencanaan makro strategis jangka panjang dengan horizon waktu hingga 25 - 50 tahun ke depan dengan menggunakan skala ketelitian 1 : 1,000,000. RTRW Propinsi merupakan perencanaan makro strategis jangka menengah dengan horizon waktu 15 tahun pada skala ketelitian 1 : 250,000. Sementara, RTRW Kabupaten dan Kota merupakan perencanaan mikro operasional jangka menengah (5-10 tahun) dengan skala ketelitian 1 : 20,000 hingga 100,000, yang kemudian diikuti dengan rencana-rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek dengan skala ketelitian dibawah 1 : 5,000.
Selain penyiapan rencana untuk wilayah administratif, maka disusun pula rencana pengembangan (spatial development plan) untuk kawasan-kawasan fungsional yang memiliki nilai strategis. Misalnya, untuk kawasan dengan nilai strategis ekonomi, maka disusun rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan andalan. Sementara itu untuk kawasan dengan nilai strategis pertahanan keamanan (security), disusun rencana pengembangan kawasan perbatasan negara, baik di darat maupun di laut. Selain itu juga disusun rencana pengembangan kawasan agropolitan (sentra-sentra produksi pertanian), dan sebagainya.
Dalam kaitannya dengan pengembangan sistem permukiman, maka didalam RTRWN sendiri telah ditetapkan fungsi kota-kota secara nasional berdasarkan kriteria tertentu (administratif, ekonomi, dukungan prasarana, maupun kriteria strategis lainnya) yakni sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk mewujudkan fungsi-fungsi kota sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN secara bertahap dan sistematis, maka pada saat ini tengah disusun review Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan (SNPP). Dengan kata lain, SNPP dewasa ini merupakan bentuk penjabaran dari RTRWN.
4. Isu Strategis Penataan Ruang di Indonesia.
Pada era otonomi daerah, inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung diselenggarakan untuk memenuhi tujuan jangka pendek, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah praktek pembangunan yang kerap terjadi. Di Pulau Jawa misalnya, hutan lindungnya telah terkonversi dengan laju sebesar 19.000 ha/tahun (BPS,2001).
Bahkan Badan Planologi Kehutanan menyebutkan bahwa hingga 2001 penjarahan hutan di Jawa telah mencapai 350.000 ha sehingga luas hutan tersisa 23% saja dari luas daratan Pulau Jawa. Selain itu, terjadi konversi lahan pertanian untuk penggunaan non-pertanian seperti untuk industri, permukiman dan jasa di Pulau Jawa yang mencapai 1.002.005 ha atau 50.100 ha/tahun antara 1979 – 1999 (Deptan, 2001). 
Contoh lainnya adalah penurunan luas kawasan resapan air pada pulau-pulau besar yang signifikan. Hutan tropis, misalnya, sebagai kawasan resapan air telah berkurang luasannya baik akibat kebakaran dan penjarahan/penggundulan. Data yang dihimpun dari The Georgetown – International Environmental Law Review (1999) menunjukkan bahwa antara tahun 1997 – 1998 saja tidak kurang dari 1,7 juta hektar hutan terbakar di Sumatra dan Kalimantan. Bahkan WWF (2000) menyebutkan angka yang lebih besar, yakni antara 2 hingga 3,5 juta hektar pada periode yang sama. Dengan kerusakan hutan yang berfungsi lindung tersebut maka akan menimbulkan run-off yang besar, mengganggu siklus hidrologis, memperluas kelangkaan air bersih pada jangka panjang, serta meningkatkan resiko pendangkalan dan banjir pada kawasan pesisir, 16. Selain itu kondisi satuan-satuan wilayah sungai (SWS) di Indonesia telah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Dari keseluruhan 89 SWS yang ada di Indonesia, hingga tahun 1984 saja telah terdapat 22 SWS berada dalam kondisi kritis. Pada tahun 1992, kondisi ini semakin meluas hingga menjadi 39 SWS. Perkembangan yang buruk terus meluas hingga tahun 1998, dimana 59 SWS di Indonesia telah berada dalam kondisi kritis, termasuk hampir seluruh SWS di Pulau Jawa.
Seluruh SWS kritis tersebut selain mendatangkan bencana banjir pada musim hujan, sebaliknya juga menyebabkan kekeringan yang parah pada musim kemarau. Dari sisi ketahanan pangan, bilamana kecenderungan negatif dalam pengelolaan SWS tersebut terus berlanjut, maka produktivitas sentra-sentra pangan yang terletak di SWS-SWS potensial (seperti Citarum, Sadang, Brantas, dsb) akan terancam pula.
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Gambar 52 Perkembangan SWS Kritis di Indonesia (1984 – 1998).
Berbagai fenomena bencana (water-related disaster) seperti banjir, longsor dan kekeringan – yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia pada awal tahun 2002 dan 2003 ini, pada dasarnya, merupakan indikasi yang kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
Penyebab terjadinya bencana sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) hal, yakni : (1) kondisi alam yang bersifat statis, seperti kondisi geografi, topografi, dan karakteristik sungai, (2) peristiwa alam yang bersifat dinamis, seperti : perubahan iklim (pemanasan) global, land subsidence, sedimentasi, dan sebagainya, serta (3) aktivitas sosial-ekonomi manusia yang dinamis, seperti penggundulan hutan, konversi lahan pada kawasan lindung, pemanfaatan sempadan sungai untuk permukiman, pemanfaatan wilayah retensi banjir, perilaku masyarakat, dan sebagainya.
Pada kawasan pesisir pun, telah terjadi degradasi kualitas lingkungan yang serius. Pertama adalah penurunan luas mangrove di Indonesia dari 5.209.543 ha (1982) menjadi 3.235.700 ha (1987) hingga 2.496.185 ha (1993). Dalam 10 tahun (1982-1993), terjadi penurunan mangrove 50% dari total luasan semula. Apabila mangrove tidak dapat dipertahankan maka : abrasi pantai, pencemaran dari sungai ke laut, dan zona aquaculture pun akan terancam. Kedua adalah intrusi air laut yang diakibatkan oleh kenaikan muka air laut serta land subsidence akibat penghisapan air tanah secara berlebihan. Contoh, antara 2050 hingga 2070, intrusi air laut akan mencakup 50% dari luas wilayah Jakarta Utara.
Ketiga adalah hilangnya ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat pemijahan (breeding and nursery ground) bagi perkembangbiakan ikan-ikan. Keempat adalah ancaman dampak global warming berupa gangguan terhadap kondisi sosial-ekonomi kawasan, diantaranya adalah : (a) jalan lintas dan KA di Pantura Jawa dan Timur-Selatan Sumatera ; (b) permukiman penduduk pada wilayah Pantura Jawa, Sumatera bagian Timur, Kalimantan bagian Selatan, Sulawesi bagian Barat Daya, dan beberapa spot pesisir di Papua ; (c) hilangnya sawah, payau, kolam ikan, dan mangrove seluas 3,4 juta ha; sentra produksi pangan (4 %) terancam alih fungsi lahan,5 dan (d) penurunan produktivitas sentra-sentra pangan, seperti di DAS Citarum, Brantas, dan Saddang.
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Gambar 53 Sebaran Wilayah yang terkena Dampak Global Warming
Isu berikutnya yang sangat serius adalah mengenai kenaikan jumlah penduduk perkotaan sebagai wujud terjadinya fenomena urbanisasi akibat migrasi desa – kota. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari 32,8 juta atau 22,3% dari total penduduk nasional (1980), meningkat menjadi 55,4 juta atau 30,9% (1990), menjadi 74 juta atau 37% (1998), menjadi 90 juta jiwa atau 44% (2002), dan diperkirakan akan mencapai angka 150 juta atau 60% dari total penduduk nasional (2015) dengan laju pertumbuhan penduduk kota rata-rata 4,49% (1990-1995). Dengan kecenderungan urbanisasi yang terus meningkat, perhatian pada penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, misalnya melalui penerapan zoning regulation, mekanisme insentif dan disinsentif, dan sebagainya.
Perkembangan kawasan perkotaan yang membentuk pola linear yang dikenal dengan ribbon development seperti yang terjadi di Pantai Utara Jawa secara intensif pun mulai terjadi di Pantai Timur Sumatera. Konsentrasi perkembangan kawasan perkotaan yang memanjang pada kedua Pulau utama tersebut telah menimbulkan kesenjangan antar wilayah pulau yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan sarana-prasarana. Sebagai gambaran konsentrasi kegiatan ekonomi di Pantura Jawa mencapai 85% jauh meninggalkan Pantai Selatan (15%). Hal ini pun dicirikan dengan intensitas pergerakan orang dan barang yang sangat tinggi, seperti pada lintas utara Jawa dan lintas Timur Sumatera.
Isu lainnya adalah menyangkut perkembangan kota-kota yang tidak terarah, cenderung membentuk konurbasi antara kota inti dengan kota-kota sekitarnya. Konurbasi dimaksud dicirikan dengan munculnya 9 kota metropolitan dengan penduduk diatas 1 juta jiwa (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bekasi, Tangerang, Semarang, Palembang dan Makassar) dan 9 kota besar (Bandar Lampung, Malang, Padang, Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, Solo, Yogyakarta, dan Denpasar). Konurbasi yang terjadi pada kota-kota tersebut menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, seperti kemiskinan perkotaan, pelayanan prasarana dan sarana kota yang terbatas, kemacetan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan.
Pengembangan kota-kota pada kawasan perbatasan       negara –baik yang berada di mainland ataupun di pulau-pulau      kecil –sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan beranda depan negara (frontier region) pada saat ini masih jauh dari harapan. Ketertinggalan, keterisolasian dan keterbatasan aksesibilitas, serta keterbatasan pelayanan merupakan kondisi yang tipikal terjadi. Walaupun telah diatur melalui PP No.69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat yang merupakan derivasi dari UU No.24/1992 dan karenanya telah menjadi common interests, proses pelibatan masyarakat sebagai subyek utama dalam penataan ruang wilayah masih belum menemukan bentuk terbaiknya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyaluran hak-hak masyarakat dalam penataan ruang saja belum terjamin sepenuhnya, terlebih pelaksanaan kewajibannya masih jauh dari yang diharapkan. Persepsi yang berbeda mengenai hak dan kewajiban dari masyarakat seringkali juga menghadirkan konflik pemanfaatan ruang yang sulit dicarikan solusinya, tingginya transaction cost, dan cenderung merugikan kepentingan publik. Hal lainnya adalah menyangkut tatacara penyampaian aspirasi agar berbagai kepentingan seluruh stakeholders dapat terakomodasi secara adil, efektif, dan seimbang. Keterlibatan masyarakat perlu dikembangkan berdasarkan konsensus yang disepakati bersama serta dengan memperhatikan karakteristik sosial-budaya setempat (local unique).
Dukungan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan atau intervensi kebijakan penataan ruang belum dioptimalkan pemanfaatannya, walaupun kompleksitas permasalahan pengembangan wilayah yang dihadapi telah nyata. Era otonomi daerah akan menempatkan masing-masing wilayah otonom dalam iklim kompetisi yang ketat. Eksistensi suatu wilayah dalam hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan para pengambil keputusan dalam mengatasi kekurangan dan memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya dengan optimal. Untuk itu, salah satu kunci sukses terletak pada kecepatan mengakses informasi, melakukan analisis dan penyesuaian kebijakan pembangunan wilayahnya.
Kompatibilitas dan kesesuaian standar peta yang digunakan dalam perencanaan tata ruang wilayah di masing-masing wilayah otonom merupakan salah satu prasyarat terwujudnya keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya. Untuk itu, PP No. 10 tahun 2000 tentang Ketelitian Peta diharapkan dapat mensinergikan peta-peta yang digunakan untuk penataan ruang wilayah sehingga ke depan dapat menjadi sistem informasi yang handal untuk penataan ruang wilayah tersebut. Selanjutnya, PP No. 10 tahun 2000 ini masih perlu disosialisasikan agar jelas manfaatnya dengan mendorong BAKOSURTANAL dan instansi terkait dengan penataan ruang untuk siap melayani kebutuhan akan pengadaan peta dasar wilayah, peta tematik dan informasi digital lainnya.
Dengan memperhatikan keseluruhan uraian diatas, untuk mengatasi berbagai permasalahan aktual dalam pembangunan, maka prinsip-prinsip penataan ruang tidak dapat diabaikan lagi. Dalam konteks ini upaya pengendalian pembangunan dan berbagai dampaknya perlu diselenggarakan secara terpadu lintas sektor dan lintas wilayah melalui instrumen penataan ruang. Melalui instrumen ini pula, maka daya dukung lingkungan dari suatu wilayah menjadi pertimbangan yang sangat penting.
Secara garis besar, semua ilustrasi kesenjangan-kesenjangan di atas bisa disimpulkan kedalam isu pokok berikut ini:
1) Terjadinya konflik kepentingan antar-sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya,
2) Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi,
3) Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan sehingga terjadi degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata urang, baik di darat, laut, dan udara.
4) Belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRWN,
5) Belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang. Hal ini dibuktikan dengan belum optimalnya dukungan kebijakan sektoral terhadap pengembangan kawasan strategis nasional, misalnya kawasan perbatasan negara, kawasan andala, dan KAPET, serta
6) Kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.
5. Penataan Ruang di Era Otonomi Daerah
Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal pada tahun 2001, dimulailah era baru dalam sistem pembangunan di daerah. Pada hakekatnya otonomi daerah mengandung makna yaitu diberikannya kewenangan (authority) kepada pemerintah daerah menurut kerangka perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur kepentingan (interest) daerah masing-masing. Melalui kebijakan otonomi daerah ini, pemerintah telah mendesentralisasikan sebagian besar kewenangannya kepada pemerintah daerah. 
Secara konseptual, desentralisasi dapat dibedakan atas 4 (empat) bentuk dengan turunan yang berbeda: (1) devolusi, yang merupakan penyerahan urusan fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atasnya kepada pemerintah di bawahnya sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah; (2) dekonsentrasi, yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasannya kepada para pejabat mereka di daerah; (3) delegasi, yang merupakan penunjukkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah atasannya kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya; (4) privatisasi, yang merupakan pengalihan kewenangan dari pemerintah kepada organisasi non-pemerintah baik yang berorientasi profit maupun non-profit. Lazimnya prinsip devolusi mengacu kepada desentralisasi politik, dekonsentrasi pada pengertian desentralisasi administrasi, dan delegasi maupun privatisasi sebagai tugas subcontracting.
Dengan berlakunya UU tentang Otonomi Daerah, pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up dan melibatkan semua pelaku pembangunan (stakeholders) pada setiap tahap pembangunan. Pengembangan wilayah dan pembangunan perkotaan secara realistis memperhatikan tuntutan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sehingga aktivitas perekonomian dalam wilayah atau kawasan dapat berjalan dengan baik, yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus untuk menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan.
Berlakunya kebijaksanaan otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 berimplikasi pada biasnya hirarki dalam sistem perencanaan tata ruang wilayah. Dengan tidak adanya hirarki antara pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, RTRW Nasional dan RTRW Propinsi yang sebelumnya menjadi pedoman bagi daerah tingkat bawahannya (ps.20 (3c) dan ps 21 (3d) UU 24/1992 dapat menjadi tidak efektif karena daerah mempunyai kewenangan penuh dalam penataan ruang daerahnya. Dalam PP No 25/1999, bahkan disebutkan bahwa penyusunan RTRWN berdasarkan tata ruang kabupaten/kota dan propinsi (ps.2 (3) butir 13.c. Sementara penyusunan RTRWP harus berdasarkan kesepakatan antara propinsi dan Kabupaten/Kota (ps.3 (5) butir 12.a). Meskipun pada satu sisi penataan ruang yang paling fundamental merupakan kewenangan daerah, namun pada sisi lain RTRW Propinsi bukanlah mosaik dari Kabupaten/Kota. 
Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah pusat. Pertama, adalah dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan pemerintah daerah. Pemerintah memfasilitasi dengan cara pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi. Salah satu contoh penting untuk tersebut adalah adanya pedoman standar pelayanan minimal untuk bidang penataan ruang dan permukiman yang dikeluarkan oleh instasi kementerian terkait. Dengan adanya standar tersebut, maka pemerintah daerah wajib untuk memenuhi kebutuhan minimal warganya dalam kebutuhan prasarana maupun bidang penataan ruang antara lain: keharusan adanya RTRW Kota dan RDTR pada kawasan strategis, fasilitas perizinan (IMB dan izin lokasi), sistem informasi, unit pengaduan, dan pemeriksaan berkala dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian, fasilitasi tersebut secara konsisten tetap memperhatikan ide dan gagasan asli (genuine) yang bersumber dari masyarakat dan pelaku pembangunan perkotaan.
Pemerintah pusat merupakan “penjaga” kepentingan nasional. Karena itu, peran yang kedua adalah pemerintah pusat juga mengeluarkan kerangka perencanaan makro seperti struktur tata ruang nasional. Pada tingkatan rencana makro tersebut, yang merupakan fokus penataan adalah bagaimana mewujudkan struktur perwilayahan melalui upaya mensinergikan antar kawasan yang antara lain dicapai dengan pengaturan hirarki fungsional yaitu: sistem kota-kota, sistem jaringan prasarana wilayah, serta fasilitasi kerjasama lintas propinsi, kabupaten, dan kota.
Dalam konteks pengembangan wilayah, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memposisikan dirinya sebagai “pengemban amanat” di wilayahnya. Strategi pembangunan wilayah dan perkotaan mempunyai prinsip dasar pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila proses pembangunan berakar pada kemampuan sumber daya alamnya dan kreativitas seluruh pelaku pembangunan.
Terkait dengan prinsip dasar di atas, pemerintah harus mengupayakan bentuk-bentuk partisipasi yang efektif dan produktif. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah fasilitator untuk pencapaian community driven planning tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan pengembangan wilayah dan kota diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan ditangani melalui kegiatan penataan ruang.
Dalam konteks ini, perhatian Pemerintah Pusat dalam bidang penataan ruang adalah untuk menjamin:
· Tercapainya keseimbangan pemanfaatan ruang makro antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya, antara kawasan perkotaan dan perdesaan, antar wilayah dan antar sektor
· Tercapainya pemulihan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan 
· Terwujudnya keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas provinsi dan lintas sektor untuk optimasi dan sinergi struktur pemanfaatan ruang 
· Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) akan pelayanan publik yang memadai
Di sisi lain, menurut PP 25 tahun 2000, kewenangan pusat dalam bidang tata ruang meliputi:
· Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, serta (penetapan) pola dan struktur pemanfaatan ruang nasional.
· Fasilitasi kerjasama atau penyelesaian masalah antar propinsi/daerah, misal melalui penyusunan RTRW Pulau atau RTRW Kawasan Jabodetabek.
· Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 mil dan kriteria penataan perwilayah ekosistem daerah tangkapan air
· Penyiapan standar, kriteria dan fasilitasi kerjasama penataan ruang
Berkenaan dengan hal tersebut, instrumen pengikat yang dapat digunakan sebagai acuan sekaligus alat keterpaduan dan kerjasama pembangunan antar-daerah adalah melalui :
· Instrumen perundang-undangan yang mengikat
· Kebijakan-kebijakan yang jelas dan responsif sesuai dengan kebutuhan daerah
· Bantuan dan kompensasi dalam bentuk fiskal
· Penyediaan langsung prasarana berfungsi lintas wilayah dan ”backbone” pengembangan wilayah
· Mendorong kemitraan secara vertikal dan horisontal yang bersifat kerjasama pengelolaan (co-management) dan kerjasama produksi (co-production)
6. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Penataan Ruang
Dalam merespons berbagai isu dan tantangan pembangunan yang aktual dalam era otonomi daerah, maka keberadaan visi penyelenggaraan penataan ruang yang tegas menjadi sangat penting. Dalam RAKERNAS – BKTRN di Surabaya yang lalu, Menko Perekonomian selaku Ketua BKTRN telah menjabarkan keywords yang menjadi jiwa daripada visi tata ruang ke depan. Adapun keywords dimaksud adalah : “integrasi tata ruang darat, laut dan udara”, “pengelolaan pusat pertumbuhan baru”, “pengembangan kawasan perbatasan”, “pengendalian dalam pengelolaan tata ruang” dan “peningkatan aspek pertahanan dan keamanan dalam penataan ruang (demi keutuhan NKRI).”
Adalah menjadi tugas Ditjen Penataan Ruang – Depkimpraswil untuk menjabarkan jiwa dari visi tata ruang ke depan tersebut ke dalam bentuk kebijakan dan strategi penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu perumusan kebijakan dan strategi tersebut tidak dapat pula dilepaskan dari 2 (dua) pokok kesepakatan yang dicapai dalam RAKERNAS – BKTRN, yaitu : pengaturan penataan ruang nasional dan penguatan peran daerah dalam penataan ruang.
Berpijak pada jiwa daripada visi tata ruang ke depan dan kesepakatan RAKERNAS –BKTRN tersebut, maka telah dihasilkan rumusan kebijakan dan strategi pokok penataan ruang tahun 2004 dan pasca 2004, yakni :
1) Memfungsikan kembali (revitalisasi) penataan ruang yang mampu menangani agenda-agenda aktual, terbuka, akuntabel dan mengaktifkan peran masyarakat.
2) Memantapkan RTRWN sebagai acuan pengembangan wilayah, yang ditempuh melalui : (1) operasionalisasi RTRWN (melalui RTRW Pulau, Propinsi, Kabupaten dan RTRW Kota) sebagai produk yang mengintegrasikan rencana pemanfaatan ruang darat, laut dan pesisir, serta udara ; (2) koordinasi lintas sektor dan lintas daerah, dan (3) pengembangan sistem penataan ruang. Dalam kaitan ini RTRWN diharapkan dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menjadi landasan dalam penyusunan program pembangunan lima tahunan (five-years development plan). RTRWN juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem kota-kota yang efisien, sesuai dengan fungsi-fungsi yang ditetapkan.
3) Meningkatkan pembinaan pengelolaan KAPET (sebagai pusat pertumbuhan baru) dan Kawasan Tertentu (sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis nasional, seperti kawasan perbatasan negara, kawasan kritis lingkungan, kawasan metropolitan, dsb). Keduanya ditempuh melalui upaya fasilitasi yang konsisten dan sistematis.
4) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang di daerah dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. Adapun upaya yang ditempuh adalah melalui: (1) penyelenggaraan Bintek Penyusunan dan Evaluasi RTRW Propinsi, Kabupaten dan Kota, (2) penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya kemitraan dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, (3) peningkatan kepastian hukum dan transparansi dalam penataan ruang, dan (4) penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM).
5) Terkait dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan penataan ruang di daerah, maka langkah strategis yang menjadi penting adalah : (1) memperkuat peran Gubernur dalam penyelenggaraan penataan ruang, khususnya untuk memfasilitasi kerjasama penataan ruang antardaerah otonom dan mengendalikan pembangunan (pemanfaatan ruang) secara lebih efektif, (2) memberdayakan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), baik pada tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Kota, dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, inisasi, supervisi, dan mediasi (conflict resolution body).
7. Latihan 
f. Apa yang dimaksud dengan pengembangan wilayah ?
g. Sebutkan 3 pengertian pengembangan wilayah menurut para ahli!
h. Apa sajakah tujuan dari dilakukannya pengembangan wilayah?
i. Jelaskan tiga teori pembangunan wilayah secara singkat
j. Jelaskan secara singkat peran pemerintah pusat, propinsi, dan daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah!
8. Kesimpulan (Rangkuman)
Pembangunan wilayah adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan nasional, untuk mengingkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan wilayah ditujukan untuk: a) kemakmuran wilayah; b) menata, memberdayakan, melestarikan, dan menjaga sumber daya lingkungan dan alam agar memiliki nilai tambah bagi keberlanjutan sistem kegiatan produksi di suatu daerah; c) memberdayakan kelembagaan di daerah agar mampu mandiri dalam melakukan pengambilan keputusan dan berkinerja tinggi; dan d) mensejahterakan masyarakat di suatu lokasi.
9. Test Formatif 
A. Pembangunan wilayah adalah...
a. Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan nasional, untuk mengingkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan
b. Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang handal
c. Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya manusia, alam dan fisik
d. Semua jawaban benar
B. Berikut ini adalah dampak globalisasi bagi   pembangunan, kecuali…
a. Terjadinya perubahan orientasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan individu, kelompok dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi persaingan global, sehingga memungkinkan masyarakat mampu bertahan (survive), mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan
b. Terjadinya peningkatan urbanisasi di pinggiran kota besar dibandingkan di dalam kota besar itu sendiri
c. Adanya kecenderungan terjadinya perubahan peran lembaga non pemerintah seperti, pihak swasta, masyasrakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pembangunan dan pembiayaan
d. Meningkatnya tingkat kriminalitas di kota-kota besar
C. Berdasarkan Teori Lokasi, paling tidak ada tiga hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan lokasi proyek pembangunan yaitu...
a. pengeluaran terendah, jangkauan pemasaran, dan keuntungan tertinggi
b. kondisi ekonomi, kondisi lingkungan, dan kondisi sosial
c. faktor produksi, konsumen, dan pasar
d. daya beli, kesehatan, dan pendidikan
D. Di Indonesia, penataan ruang telah ditetapkan melalui…
a. UU No. 31/2004
b. UU No. 24/1992
c. UU No. 32/1999
d. UU No. 20/2000
E. Berikut ini adalah contoh kota-kota metropolitan dengan penduduk diatas 1 juta jiwa…
a. Bandar Lampung, Malang, Padang, Samarinda, dan Pekanbaru
b. Banjarmasin, Solo, Yogyakarta, dan Denpasar
c. Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bekasi, Tangerang, Semarang, Palembang dan Makassar
d. Jakarta, Surabaya, Bandung, Bandar Lampung, dan Banjarmasin
C. Program–Program Pengembangan Wilayah
1. Kawasan Agropolitan
Sebagai sebuah konsepsi pembangunan kawasan perdesaan, agropolitan dikembangkan oleh Friedman dan Douglas (1975). Secara etimologis  agropolitan (Agro = pertanian : Politan = kota) adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu berkembangnya sistem & usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (htt://www.deptan.go.di). terdiri dari Kota Pertanian dan Desa-Desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi Pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Dengan kata lain Kawasan Agropolitan adalah Kawasan Agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan. wilayah perkotaan yang berbasis pertanian. Beberapa daerah menerapkan konsep agropolitan untuk kemajuan daerah. Hal ini didasarkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan agraris/pertanian. Agropolitan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan daerah melalui optimalisasi sumber daya tumbuhan dan hewan, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan (http.//www.wikipedia.org).
Pembangunan, pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan perdesaan dan pertanian, dimana kota sebagai pusat kawasan dengan ketersediaan sumberdayanya, tumbuh dan berkembang dengan membuka kemudahan dalam melayani, mendorong dan menghela usaha agribisnis di desa-desa hinterland dan desa-desa sekitarnya. Keterkaitan dalam sistem dan usaha agribisnis antara kota dan desa tersebut juga dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat di kawasan agropolitan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan langkah terobosan berupa program pengembangan kawasan agropolitan, yang mana program ini perlu melibatkan berbagai pihak (stakeholder) yang bekerjasama secara terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan.
Agropolitan pada dasarnya sebuah gerakan untuk kembali membangun desa. Desa yang baik idealnya harus bisa menjadi suatu tempat yang nyaman, bermartabat dan mensejahterakan masyarakatnya. Jangan beranggapan desa yang maju itu harus menjadi kota. Akan tetapi menjadikan desa itu menjadi tempat yang layak. Sebenarnya hal inilah yang melahirkan ide agropolitan. Konsep agropolitan ini basisnya pada membangun fungsi kota pertanian dalam artian luas. Dimana pertanian itu tidak dilihat dari sisi bercocok tanam dan mencangkul saja. Di dalam kawasan agropolitan harus terdapat sektor industri, jasa, pariwisata, dan sebagainya, namun basisnya pertanian dalam arti yang luas (http://ciptakarya.pu.go.id : Penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan). Kawasan agropolitan adalah kawasan pertanian yang terdiri dari kota pertanian, desa-desa sentra produksi pertanian dan desa peyangga yang ada di sekitarnya, yang memiliki fasilitas untuk berkembangnya pertanian industri.
Sebaiknya kawasan pertanian yang dipilih adalah kawasan pertanian yang sudah ditumbuhkembangkan oleh pemerintah daerah dan Departemen Pertanian. Kawasan tersebut antara lain Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Kawasan Peternakan, Kawasan Hortikultura atau Kawasan Tanaman Pangan. Program untuk kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat, swasta serta kerjasama lintas sektoral dan lintas pusat dan daerah yang diorganisasikan oleh manajemen yang efisien, dan harus menjadi komitmen dari pemerintah daerah (Bupati/ Walikota, DPRD, masyarakat setempat). Untuk berkembangnya kawasan pertanian menjadi kawasan pertanian industri maka kawasan desa sentra produksi pertanian dan kota pertanian yang ada dikawasannya, harus dirancang agar memiliki fasilitasi perkotaan, lembaga pendidikan, lembaga penyuluhan dan alih teknologi pertanian, lembaga kesehatan, jaringan jalan, irigasi, transportasi, telekomunikasi serta prasarana dan sarana umum lainnya.
Pada kawasan ini peranan masyarakat cukup dominan dan berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraannya, sedangkan peranan pemerintah bersifat memberikan fasilitasi, memberikan dukungan iklim kondusif dan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk berkembangnya dinamika pembangunan dan melindungi eksistensi program. Masyarakat disodorkan agar berperilaku selalu berorientasi bahwa produk yang dihasilkan adalah produk untuk selanjutnya dipasok ke proses industri. Kebijakan untuk mewujudkan pertanian industri ini perlu dilakukan secara konsisten, terarah dan transparan. Tanpa adanya perlindungan dari pemerintah eksistensi kawasan agropolitan sulit untuk ditegakkan, bertahan dan berlanjut.
Agropolitan adalah pendekatan pembangunan kawasan perdesaan (rural development) yang menekankan pembangunan perkotaan (urban development) pada tingkat lokal perdesaan. 
Tiga isu utama mendapat perhatian penting dalam konsep ini:
1) akses terhadap lahan pertanian dan air,
2) devolusi politik dan wewenang administratif dari tingkat pusat ke tingkat lokal, dan,
3) perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian.
Memperhatikan kota desa sebagai site utama untuk fungsi-fungsi politik dan administrasi, pengembangan agropolitan lebih cocok dilakukan pada skala kabupaten (district scale). Alasannya, skala kabupaten akan memungkinkan akses lebih mudah bagi rumah tangga atau masyarakat pedesaan untuk menjangkau kota, sementara cukup luas untuk meningkatkan atau mengembangkan wilayah pertumbuhan ekonomi (scope of economic growth) dan cukup luas dalam upaya pengembangan diversifikasi produk dalam rangka mengatasi keterbatasan-keterbatasan pemanfaatan desa sebagai unit ekonomi. Selain itu, dengan begitu pengetahuan lokal (local knowledge) akan mudah digabungkan dalam proses perencanaan jika proses itu dekat dengan rumah tangga dan produsen pedesaan. Pendekatan agropolitan sangat sesuai dengan semangat desentralisasi (transformasi wewenang dari pusat ke daerah) dan demokratisasi sebagai bagian dari perubahan politik di Indonesia kini.
Agropolitan memberikan ruang yang layak terhadap perencanaan pembangunan pedesaan yang mengakomodir dan mengembangkan kapasitas lokal (local capacity building) dan partisipasi masyarakat dalam suatu program yang menumbuhkan manfaat timbal balik bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan (Douglas, 1998). Agropolitan adalah strategi pengembangan kawasan dengan tujuan untuk membangun sebuah agropolis (kota pertanian) yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Departemen Pertanian (2002). Agropolis ini disebut kawasan agropolitan. Karena konsep yang mendasarinya adalah konsep spasial, kawasan agropolitan tidak harus identik dengan dengan sebuah kota dalam batasan administrasi pemerintahan yang kini ada, adalah dimungkinkan bahwa sebuah kawasan agropolitan meliputi irisan wilayah dari beberapa kota/kabupaten yang berdekatan.
Secara ilustratif kawasan agropolitan digambarkan oleh batasan teknik berikut:
1)  Adalah kawasan pertanian yang meliputi distrik-distrik agropolitan;
2)  Memiliki kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per km2;
3)  Berbatas radius maksimal 10 km, sehingga ;
4)  Merupakan kawasan yang berpenduduk antara 50.000 – 150.000 jiwa;
5)  Selain memfokuskan kegiatan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (untuk menjamin tercapainya keamanan pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan), pengembangan kawasan agropolitan juga mengarah pada terbentuknya kemampuan agribisnis untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Sehingga produk yang dikembangkan harus mempunyai kemampuan daya saing yang kuat.
Keberadaan agropolitan dengan demikian dicirikan oleh berfungsinya sistem agribisnis yaitu sub-sistem pengadaan sarana pertanian (input produksi), sub.sistem produksi, sub-sistem pengolahan, sub-sistem pemasaran dan subsistem pendukung, di kawasan agropolitan. Dengan menekankan aspek keberfungsian ini, kawasan agropolitan dapat berupa kota menengah, kota kecil, kota kecamatan, kota pedesaan atau nagari yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Keberadaan pusat pertumbuhan ekonomi ini menjadi faktor pendorong (push factor) untuk berkembangnya wilayah-wilayah di sekitarnya, tidak hanya ditinjau dari sudut produksi pertanian namun juga sektor industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan dan lain-lain.
Pengembangan kawasan agropolitan ini dilandasi oleh:
1) Kebijakan agropolitan bersumber hukum UUD 1945 khususnya pasal 33.
2) Selain itu agropolitan juga berlandasan ketentuan hukum berupa:
a) Undang Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000 – 2004. 
b) Undang Undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
c) Undang Undang no. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
d) Peraturan dan Keputusan Pemerintah: Peraturan Pemerintah no. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonomi.
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)
BAPPENAS menterjemahkan KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekitarnya dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya. Penetapannya lokasi dan Badan Pengelolanya dilakukan melalui Keputusan Presiden. Definisi ini didasarkan pada Keppres 89/1996, yang menyatakan bahhwa yang dimaksud dengan KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan :
· Memiliki potensi untuk cepat tumbuh;
· Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan/atau
· Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar. 
KAPET ini didasari oleh Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP KTI) merupakan kebijakan embrio terbentuknya KAPET. Dewan ini bertugas menggagas dan merumuskan konsepsi pengembangan KTI, termasuk kebijakan yang diperlukan untuk mendukungnya. Sebagai wujudnya, tersusun Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1996 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Berdasarkan Keputusan Presiden ini, kemudian lahir Keputusan Presiden lainnya tentang penetapan lokasi KAPET, yaitu 13 KAPET, 12 KAPET di KTI dan 1 KAPET di KBI.
1) Keppres No. 10 Tahun 1996 jo Keppres 90 Tahun 1996 tentang Pembentukan KAPET Biak.
2) Keppres 11/1998 tentang Pembentukan KAPET Batulicin.
3) Keppres  12/1998 tentang Pembentukan KAPET Sasamba.
4) Keppres 13/1998 tentang Pembentukan KAPET Sanggau.
5) Keppres 14/1998 tentang  Pembentukan KAPET Manado Bitung.
6) Keppres 15/1998 tentang Pembentukan KAPET Mbay.
7) Keppres 164/1998 tentang Pembentukan KAPET Parepare.
8) Keppres 165/1998 tentang Pembentukan KAPET Seram.
9) Keppres 166/1998 tentang Pembentukan KAPET Bima.
10) Keppres 167/1998 tentang Pembentukan KAPET Batui.
11) Keppres 168/1998 tentang Pembentukan KAPET Bukari.
12) Keppres 170/1998 tentang Pembentukan KAPET DAS Kakab.
13) Keppres 171/1998 tentang Pembentukan KAPET Sabang 
Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pada akhirnya kebijakan KAPET disempurnakan kembali melalui Keputusan Presiden No. 150 Tahun 2000.  
Adapun tujuan dari pembentukan KAPET adalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan memberikan peluang kepada dunia usaha agar mampu berperan serta dalam kegiatan pembangunan di KTI yang relatif tertinggal dan beberapa lainnya di KBI. Inti dari pendekatan KAPET adalah mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (prime mover) pengembangan wilayah. Pemilahan kawasan-kawasan pembangunan dengan menentukan prioritas atas suatu kawasan merupakan strategi agar percepatan pembangunan dapat dilakukan.   
Terkait dengan fasilitas dan kemudahan yang dijanjikan KAPET, berdasarkan Keppres 9/1998, kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usah adil dalam KAPET diberikan peralukan di bidang Pajak Penghasilan, berupa:
1) Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang modal, bahan baku, dan peralatan lain, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.
2) Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/atau amortisasi yang dipercepat di bidang Pajak Penghasilan.
3) Kompensasi kerugian, mulai tahun berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun.
4) Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Dividen, sebesar 50% dari jumlah yang harus seharusnya dibayar.
5) Pengurangan biaya sebagai berikut :
· Berupa natura yang diperoleh karyawan, dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan.
· Biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat, yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati umum. 
Selain perlakuan perpajakan, dengan memperhatikan kondisi masing-masing KAPET, kepada pengusaha KAPET dapat diberikan perlakuan perpajakan tambahan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atas :
1) Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.
2) Impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET, untuk diolah lebih lanjut.
3) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET kepada pengusaha di KAPET, untuk diolah lebih lanjut.
4) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antarpengusaha di dalam KAPET yang sama atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET.
5) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET kepada pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET.
6) Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET kepada atau antar pengusaha di KAPET, sepanjang Jasa Kena Pajak  tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET.
7) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan KAPET.
8) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dilakukan di KAPET.
Kelembagaan KAPET di pusat berbentuk Badan Pengembangan (Bapeng) KAPET, yang diketuai oleh Menko Perekonomian dengan Wakil Ketua adalah Menteri Kimpraswil, serta Sekretaris adalah Menteri Bappenas.  Anggota Bapeng KAPET adalah Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Perindag, Menteri Perhubtel, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri dan Otda, Menteri Budpar, Menteri Muda Urusan PPKTI, dan  Kepada BPN. 
Tugas Bapeng KAPET adalah :
1) Memberikan usulan kepada Presiden untuk kawasan yang akan ditetapkan sebagai KAPET setelah memperhatikan usulan dari Gubernur yang bersangkutan.
2) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk mempercepat pembangunan KAPET.
3) Merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong dan mempercepat masuknya investasi dunia usaha di KAPET.
4) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan KAPET.
5) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan KAPET. 
Sementara untuk di tingkat daerah, kelembagaan KAPET adalah Bidang Pengelola (BP) KAPET. Ketua BP KAPET adalah Gubernur dan anggotanya meliputi tenaga ahli profesional. Tugasnya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pertimbangan teknis bagi permohonan perizinan kegiatan investasi pada KAPET.  
Dalam penyelenggaraannya, ada beberapa kendala/isu yang dihadapi pemerintah, yaitu:
1)  Kelembagaan pengelola dan pelaksana: kurangnya komitmen dan konsistensi implementasi kebijakan KAPET, kurang efektifnya Keppres 150/2000, BP KAPET tidak memiliki kewenangan eksekuting, kurangnya dukungan kementerian dan SKPD terkait.
2) Kebijakan insentif fiskal dan non fiskal: tidak menariknya insentif fiskal yang diberikan pemerintah dalam upaya menarik investor, belum memadainya kondisi sarana prasarana.
3) Iklim investasi belum kondusif: proses perijinan usaha yang berbelit-belit, lambat, mahal, tidak transparan, banyaknya Perda yang menghambat pengembangan dunia usaha seperti pungutan liar, pungutan berganda, dan sebagainya. Kondisi tersebut mengakibatkan lambatnya perkembangan dunia usaha dalam mendorong pengembangan industri sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. 
4) Terbatasnya aksessibilitas pendukung kelancaran pengembangan usaha di kawasan seperti kurangnya sarana prasana/infrastruktur, tidak berkembangnya jaringan pasar, kurangnya akses permodalan bagi pelaku usaha, kurangnya transfer teknologi bagi pelaku usaha sehingga produk kurang berkualitas dan kurang efisien, data dan informasi yang diperlukan tidak akurat dan tidak lengkap. 
3. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
Definisi
Pengembangan ekonomi lokal bukan hanya retorika baru tetapi mewakili suatu perubahan fondamental pada aktor dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan ekonomi, sebagaimana definisinya:
“LED is the process by which actors within cities/districts (public, business and civil society partners) work collectively to enhance the quality of life by creating better conditions for economic growth, employment generation and assist local government to provide better services to its residents.” (LGSP-USAID)
PEL pada hakekatnya merupakan proses kemitraan antara pemerintah daerah dengan para stakeholders termasuk sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melalui pola kemitraan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan menciptakan pekerjaan baru.
Ciri utama pengembangan ekonomi lokal adalah pada titik beratnya pada kebijakan “endogenous development" mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institutional dan fisik setempat. Orientasi ini mengarahkan kepada fokus dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi (Blakely, 1989).
Apapun bentuk kebijakan yang diambil, PEL mempunyai satu tujuan, yaitu: meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja tersedia untuk penduduk setempat. Dalam mencapai itu, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif dan bukan hanya berperan pasif saja. Setiap kebijakan dan keputusan publik dan sektor usaha, serta keputusan dan tindakan masyarakat, harus pro-PEL, atau sinkron dan mendukung kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang telah disepakati bersama. Dengan kata lain kegiatan pengembangan ekonomi lokal, sebagaimana kegiatan publik lain, sifatnya tidak berdiri sendiri atau saling terkait dengan aspek publik lainnya.

Tabel 5. Pergeseran Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal
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Uraian selanjutnya akan membahas beberapa pilihan kebijakan dan tindakan yang dapat diambil dalam PEL. Namun sebelum itu, untuk sekedar mengingat, bahwa dalam ilmu ekonomi tingkat pendapatan, dari sisi permintaan, dijelaskan secara sederhana dengan rumus: 
Y = AD = C + I + G + (X-M),
dimana:
			Y 	= 	pendapatan (daerah);
			 AD 	= 	permintaan agregat;
			C	=	konsumsi; 
			I	= 	Investasi; 
			G 	= 	belanja pemerintah; 
		(X – M)  = 	surplus/defisit ekspor atas impor. Oleh karenanya setiap pilihan kebijakan akan bermain atau berpengaruh atas variabelvariabel tersebut.
4. Fokus Pengembangan Ekonomi Lokal
Sejalan dengan perkembangan permasalahan dan beberapa isu kebijakan tersebut, catatan dari World Bank menyebutkan bahwa fokus dari PEL juga telah mengalami pergeseran dalam tiga dekade belakangan ini, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 6. Pergeseran Fokus Pengembangan Ekonomi Lokal
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Dari tabel tersebut dapat ditangkap bahwa fokus pendekatan dan tools yang digunakan mengarah pada pendekatan yang holistik guna membangun lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, mengutamakan networking kemitraan antar pelaku bisnis dan stakeholders pembangunan, pengembangan business clusters guna membentuk daya saing kegiatan ekonomi, serta pengembangan sumber daya manusia.
Di bawah ini akan disinggung sebagian mengenai suatu pendekatan perencanaan PEL yang pada hakekatnya masih mendekati cara berfikir dan pendekatan yang biasa digunakan dalam perencanaan PWK yang telah diaplikasikan selama ini.
5. Pendekatan Perencanaan Ekonomi Lokal, Pengembangan Daya Saing
Mengembangkan ekonomi lokal berarti bekerja secara langsung membangun economic competitiveness (daya-saing ekonomi) suatu kota untuk meningkatkan ekonominya. Prioritas ekonomi lokal pada peningkatan daya saing ini adalah krusial, mengingat keberhasilan (kelangsungan hidup) komunitas ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan yang cepat dan meningkatnya kompetisi pasar.
Setiap komunitas mempunyai kondisi potensi lokal yang unik yang dapat membantu atau menghambat pengembangan ekonominya. Atribut-atribut lokal ini akan membentuk benih, yang dari situ strategi PEL dapat tumbuh memperbaiki daya saing lokal. Untuk membangun daya saing tiap komunitas perlu memahami dan bertindak atas dasar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk membuat lokasi/ kota nya menarik bagi kegiatan bisnis, kehadiran pekerja dan lembaga yang menunjang. Daya saing dapat diukur dengan beberapa kategori indikator. Tiap ukuran mencerminkan insentif penting untuk berinvestasi di daerah tersebut. Setidaknya ada empat kategori penilaian yang digunakan untuk mengukur daya saing:
· Struktur ekonomi: komposisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah, serta tingkat investasi asing atau domestic. Beberapa teknik analisis yang biasa digunakan perencana, termasuk: location quotient (LQ), shift-share analysis, economic base analysis, regional income indicators, dst.
· Potensi wilayah: yang non-tradeable seperti lokasi, prasarana, sumber daya alam, amenity, biaya hidup dan bisnis, citra daerah
· Sumber daya manusia: kualitas SDM yang mendukung kegiatan ekonomi
· Kelembagaan: konsistensi kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat yang pro-PEL, serta budaya yang mendukung produktivitas.
Dalam hal ini ada tiga metode penilaian yang dapat digunakan, yaitu: ekonomi wilayah, benchmarking, analisis SWOT. Tiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan, sebagaimana di bawah ini:
· Ekonomi wilayah. Berfokus pada analisis kuantitatif dari ekonomi kota. Variabel kuncinya termasuk struktur ekonomi dan biaya produksi di lokasi terutama biaya transport dan buruh. Kelebihan dari metode ini adalah efektivitasnya untuk menilai industri tradisional, labor intensif, menidentifikasi keunggulan komparatif dan faktor harga. Kelemahannya kurang mempertimbangkan beberapa faktor penting seperti: stabilitas politik, dan produktivitas buruh, dan kontribusi dari sektor informal.
· Benchmarking. Identifikasi kota-kota sebagai acuan perbandingan untuk menyusun tujuan dan menggunakannya sebagai visi dan panduan. Seiring dengan perubahan pada kota acuan, kota yang mengacu juga dapat secara dinamis merubah visi masa depan kotanya. Metode ini dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat di antara kebijakan, perilaku dan outcomes di kota acuan, namun tidak mampu mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan akhir.
· Analisis SWOT. Analisis yang biasa digunakan dalam perencanaan strategis untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan tantangan eksternal. Kelebihan dari metode ini adalah tidak membatasi tujuan dan informasi yang digunakan, dapat menggunakan informasi dari media masa, hasil interview dst. Kelemahannya hasilnya dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang atau variasi dari personel yang terlibat. (World Bank, 2001)
Sesuai dengan perkembangan kota, diperlukan penilaian daya saing yang dinamis dan strategis.
6. Pengembangan Business Cluster
Kluster industri sering disebut sebagai mesin dari ekonomi lokal. Suatu kluster mempunyai tiga dimensi yang menyangkut: produsen pengekspor, pemasok dan perantara, dan institusi dasar yang memberikan input, seperti ide, inovasi, modal dan prasarana (lihat Gambar). Kluster industri dimaksudkan sebagai lokomotif untuk mendorong perkembangan sistem industri di daerahnya melalui fokus pada dukungan terhadap jenis-jenis industri setempat yang potensial sebagai basis ekspor ke luar daerah.
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Gambar 54 Struktur Business Cluster 
Hubungan keterkaitan antar industri dan meningkatnya pendapatan daerah, dapat merangsang kebutuhan atau permintaan akan jasa dan produk lokal yang lebih luas lagi (multiplier effects). Pengembangan cluster berfokus pada fasilitasi atau penguatan keterkaitan dan saling ketergantungan antar unit usaha (hubungan pemasok dan pembeli) dalam suatu network produksi dan penjualan produk dan jasa. Dengan mendorong industri yang prospek pasarnya tinggi, mampu berkompetisi diharapkan akan meningkatkan perolehan devisa (surplus X>M) dan menciptakan kebutuhan akan produk industri setempat atau sekitarnya. Demikian pula peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan akan produk dan jasa dari kegiatan ekonomi setempat pula (domestic demand = C). Demikian selanjutnya, mata rantai ini jika berhasil diperluas akan mengembangkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan kluster berarti bahwa inisiatif PEL dikonsentrasikan pada mendorong dan mendukung kerjasama antar perusahaan, pengembangan kelembagaan dan mendukung sektor industri yang dipilih. Pengembangan cluster dilaksanakan dibawah strategi PEL akan menyangkut beberapa pendekatan,antara lain:
· Pengembangan network. Perhatian khusus diberikan untuk mendorong kerjasama penduduk setempat dalam cluster yang sama untuk secara bersama untuk meningkatkan peluang pengembangan bisnis. Network ini dapat pemasaran produk bersama dan kemudian memulai perdagangan antar perusahaan dalam satu cluster.
· Mengembangkan upaya pemasaran bersama cluster. Identifikasi dan pengembangan cluster membentuk basis untuk promosi investasi dan pemasaran, sebagai bagian dari program city marketing.
· Menyediakan informasi yang spesifik untuk cluster. Kegiatan yang dapat segera dilakukan adalah mengumpulkan dan menyebarkan informasi tentang kegiatan bisnis dan system pendukung kebijakan. Dengan pertukaran informasi ini keterkaitan pembeli-pemasok dapat dikembangkan.
· Mendukung riset bersama. Perguruan tinggi yang ada dapat dilibatkan dalam riset yang bermanfaat bagi kluster, pengembangan inkubasi bisnis.
· Mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Kunci untuk networking bisnis di dalam suatu inisiatif cluster adalah apresiasi keterampilan di dalam sektor. Bila sejumlah bisnis mengekspresikan kebutuhan, sehingga pelatihan yang sesuai akan  dapat diberikan.
Pemerintah daerah dapat berkolaborasi secara regional, menjadi fasilitator dari networking antar industri, dan katalis yang menjalin tiap pelaku ekonomi untuk bekerjasama. Di samping itu, pemerintah daerah juga dapat berperan besar dalam menumbuhkan permintaan (government expenditure=G), mengingat di kebanyakan daerah belanja pemerintah masih dominan. Ini penting, karena biasanya sulit bagi unit UKM setempat untuk bersaing mendapatkan kesempatan, mengingat keterbatahan kelembagaan, biaya pemasaran serta akses ke sumber dana.
7. Pengembangan Kelembagaan yang Menunjang PEL
Pesan berikut dari Geddes adalah menyangkut community education. Ini dapat dikaitkan dengan pendapat bahwa perencanaan dan pembangunan adalah proses pembelajaran, yang bukan mengajari masyarakat, namun belajar bersama masyarakat. Proses perencanaan adalah proses “belajar bersama", tidak memberi tekanan pada pembuatan dokumen, tetapi pada dialog (Friedman, 1981).
·  Kemitraan. Proses perencanaan dan implementasi pengembangan ekonomi lokal dilaksanakan secara kolektif antara ketiga unsur: pemerintah – swasta – masyarakat. Antara ketiganya saling terkait dalam menentukan keberhasilan kebijakan PEL. Kegiatan usaha yang sukses menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Agar sukses kegiatan usaha tergantung pada kondisi lokal. Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha. 
Pada skala kota (urban wide), berarti menjalin kemitraan antar stakeholders, pihak pemerintah daerah dan instansi terkaitnya; pihak swasta yang menyertakan pelaku industri besar-menengah-kecil, asosiasi-asosiasi; dan pihak masyarakat yang menyertakan wakil-wakil kelompok, NGO. Masing-masing dengan potensi dan aspirasinya membentuk visi, misi dan tujuan PEL bagi daerahnya. Pada skala komunitas (community base), juga dijalin kerjasama antara pihak warga, CBO (community based organization), unit-unit usaha di lingkungan yang sama, dan aparat pemerintah yang fungsinya langsung melayani masyarakat. Masing-masing difalisitasi untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.
·  Kontrol. Pada sisi lain, proses dialog antar stakeholder tersebut juga mempunyai fungsi kontrol. Kebijakan PEL akan dapat sukses kalau dilaksanakan sesuai dengan azas good governance, ada untuk kepercayaan, keterbukaan dan akuntabilitas. Untuk itu lembaga self-control melalui forum PEL pada tingkat kota maupun komunitas akan diperlukan.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penyimpangan dari asumsi berjalannya konsep yang dikembangkan, bekerjanya mekanisme pasar, yang ternyata meleset karena terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan, karena tidak adanya lembaga kontrol yang efektif, yang menyuarakan kebutuhan nyata masyarakat dan dunia usaha (UKM). Sehingga banyak instrumen kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi lokal yang disalah gunakan. Banyak kegiatan bisnis swasta yang dibiarkan membebankan biaya atau kewajiban internalnya, menjadi beban eksternal yang harus ditanggung publik. Dengan menggunakan perencanaan sebagai proses pembelajaran, maka perencana dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat, membantu masing-masing stakeholder menyadari hak dan kewajibannya dalam pemberdayaan kegiatan ekonomi di daerahnya.
8. Kerjasama Pembangunan Regional
JABODETABEKJUR
Dalam upaya meningkatkan keserasian dan keterpaduan pembangunan serta pemecahan masalah bersama di wilayah JABOTABEK, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat untuk mengembangkan kerjasama dan membentuk suatu wadah kerjasama. Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan pelaksanaan pembangunan JABODETABEKJUR yang saling terkait, saling mempengaruhi, saling ketergantungan dan saling menguntungkan yang memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama Daerah.
Dengan mengacu pada Rencana Induk DKI Jakarta tahun 1965-1985, dimana salah satu pasalnya menyebutkan pengembangan pembangunan yang ada di wilayah DKI Jakarta juga diarahkan ke wilayah BOTABEK dan perlunya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1975 tentang Perubahan Batas Wilayah DKI Jakarta. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang 16 Desa dari Provinsi Jawa Barat masuk menjadi wilayah Provinsi DKI Jakarta dan 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Benda masuk ke wilayah Kota Tangerang.
Penyelesaian lebih lanjut dan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 ini diselesaikan oleh Tim Pelaksana Penetapan Batas-batas Wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 1975. Mengingat kerjasama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Barat dianggap telah mendesak untuk dilaksanakan, maka dengan Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan  Gubernur  Kepala  Daerah Tingkat I Jawa  Barat Nomor 6375/A-1/1975 dan 2450/A/K/BKD/75 dibentuk Badan Persiapan Daerah untuk Pengembangan Metropolitan JABOTABEK. Untuk melaksanakan kerjasama dimaksud maka keluarlah Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1/DP/040/PD/76 dan 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEKK dan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor D.IV-320/d/II/76 dan 197.Pem.121/SK/76 tentang Kerjasama Dalam  Rangka Pembangunan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (JABOTABEK) yang disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Pem. 10/34/16-282 tanggal 26 Agustus 1976. 
Badan ini diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibantu Kelompok Pembantu Pimpinan dan Sekretariat Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Selanjutnya status Badan yang dibentuk oleh Keputusan Bersama ditingkatkan dengan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Propinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor 5 Tahun 1990 dan 2 Tahun 1990 tentang  Perubahan   Pertama  Peraturan Bersama Provinsi  Daerah  Tingkat  I  Jawa  Barat  dan  Daerah Ibukota  Jakarta Nomor 1/DP/040/PD/76 dan 3 Tahun 1976 yang disyahkan  dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1991 tertanggal 13 Nopember 1991 yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan atas dasar hal wewenang dan kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II serta urusan yang tumbuh dan berkembang di JABOTABEK.
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan status kelembagaan dan memberikan eselonering untuk menjamin pengembangan karier bagi pejabat dan staf yang ada di dalamnya, dengan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 dan 7 Tahun 1994, telah    ditetapkan   Organisasi   dan Tata   Kerja   Badan Kerjasama   Pembangunan JABOTABEK, yang disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 1994.
Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan ini berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEK. Yang memiliki tugas pokok menyusun dan menetapkan rancangan kebijaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerjasama pembangunan di wilayah JABOTABEK
Organisasi Badan terdiri dari Forum Kerjasama dan Sekretariat. Forum terdiri dari : 
a. Ketua, yaitu Gubernur Kepala Daerah, 
b. Sekretaris, yaitu Sekretaris Wilayah, 
c. Wakil Sekretaris, yaitu Ketua BAPEDA, 
d. Anggota terdiri dari : 
· Walikotamadya Jakarta Timur 
· Walikotamadya Jakarta Barat 
· Walikotamadya Jakarta Pusat 
· Walikotamadya Jakarta Selatan 
· Walikotamadya Jakarta Utara 
· Walikotamadya KDH TK. II Bogor 
· Bupati KDH TK. II Bogor
· Walikotamadya KDH TK. II Tangerang 
· Bupati KDH TK. II Tangerang
· Bupati KDH TK. II Bekasi
Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan diberikan Eselonering IIIA. Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Forum.
Tugas pokok Sekretariat adalah menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rancangan meliputi koordinasi analisis perencanaan, analisis pelaksanaan, analisis evaluasi penyusunan program dan laporan serta memberikan layanan teknis administratif kepada Forum Kerjasama. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, maka Kotamadya DT. II Depok yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian dalam kerjasama regional ini. 
Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 87, pada Rapat Kerja Forum Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEK yang diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2000, ditandatangani Kesepakatan Bersama Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Walikota Depok tentang Tindak Lanjut dan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten Bekasi, pemerintah Kota Bekasi (JABOTABEK) dan Pemerintah Kota Depok. 
Setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kerjasama, Sekretariat BKSP JABOTABEK bersama-sama dengan unsur terkait dari Provinsi dan Kabupaten / Kota yang bekerja sama membahas upaya peningkatan lembaga kerjasama ini, mengingat permasalahan di JABODETABEK sudah sangat kompleks. Maka disepakatilah bahwa Eselonering Sekretariat BKSP JABOTABEK perlu ditingkatkan mengingat Dinas/Instansi yang dikoordinasikan memiliki eselon yang lebih tinggi. Dengan terbentuknya Provinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 dan posisi strategis Kabupaten Cianjur pada kawasan penanganan tata ruang, konservasi dan penyeimbang pembangunan di daerah Puncak sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, dipandang perlu untuk mengikutsertakan Provinsi Banten dan Kabupaten Cianjur. 
Keikutsertaaan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Badan Kerjasama dituangkan dalam Keputusan Bupati Cianjur Nomor 065/Kep.296-Pem/2002 tentang Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Badan Kerjasama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK). Maka disusun rancangan Keputusan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (JABODETABEKJUR) di mana dalam rancangan tersebut Badan sebagai wadah kerjasama antar Daerah, merupakan lembaga koordinasi yang mewakili kepentingan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Forum dan disetarakan dengan Eselon II b. 
Sebagai payung dalam pelaksanaan kerjasama antar Daerah JABODETABEKJUR maka pada tanggal 16 Juni 2005 yang difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri telah ditandatangani Kesepakatan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi Dan Bupati Cianjur tentang Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi Dan Kabupaten Cianjur, salah satu isi di dalamnya menegaskan untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Cianjur dengan ruang lingkup kerjasama meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang saling keterkaitan, saling mempengaruhi dan saling ketergantungan yang memberi manfaat kepada kesejahteraan masyarakat antara lain mengenai keselarasan, keserasian dan keseimbangan di dalam pelaksanaan pembangunan.
Dengan dasar Kesepakatan Bersama tanggal 16 Juni 2005 tersebut, kemudian disusun draft Peraturan Bersama tentang peningkatan Badan Kerjasama Pembangunan JABOTABEK. Dengan beberapa kali pertemuan dengan Instansi Pusat dan Daerah terkait maka disepakatilah draft akhir yaitu Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Walikota Bogor, Walikota Depok, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Bupati Bekasi, Walikota Bekasi dan Bupati Cianjur tentang Pembangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Dan Kabupaten Cianjur, yang kemudian ditandatangani pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Forum I pada tanggal 14 September 2006 di Hotel Horison Bandung.
Dasar hukum dari pengembangan program kerjasama pembangunan regional JABODETABEKJUR ini adalah:
1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950); 
2)   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950); 
3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950); 
4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 
5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 
6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 
7) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890); 
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 
9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur. 
Ruang lingkup dari kegiatan kerja sama dari JABODETABEKJUR ini meliputi:
· Penataan Ruang
· Permukiman, Sarana & Prasarana
· Sumber Daya Air, Kebersihan dan LH
· Transportasi, Perhubungan dan Pariwisata
· Agribisnis, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
· Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Investasi
· Kependudukan, Ketentraman & Ketertiban
· Kesehatan dan Pendidikan
· Sosial dan Tenaga Kerja
GERBANGKERTOSUSILO
Gerbangkertosusila adalah akronim dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Kawasan ini dimaksudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur sebagai kawasan perkembangan ekonomi dengan pusatnya di Surabaya. Kawasan ini serupa dengan istilah Jabodetabek dengan pusat di Jakarta. Dengan perkembangan yang sangat pesat, yang meliputi jumlah penduduk dan ekonomi, dari wilayah urban megapolitan Gerbangkertosusila, maka kemungkinan adanya pengembangan wilayah sendiri menjadi Daerah Khusus Metro Sutabaya, setingkat dengan provinsi terpisah dari wilayah Provinsi Jawa Timur, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pemisahan ini untuk mengurangi beban Jawa Timur sebagai provinsi paling besar jumlah penduduknya. Dengan adanya Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan Bangkalan (Madura), maka makin jelas arah dari wilayah megapolitan Gerbangkertosusila sebagai wilayah provinsi tersendiri.
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9. Latihan 
1. Apa yang dimaksud dengan kawasan agropolitan? Berikan contoh penerapannya di Indonesia.
2. Sebutkan tiga isu utama dalam pengembangan kawasan agropolitan.
3. Apa yang dimaksud dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)? Sebutkan juga tujuan pengembangan kawasan ini.
4. Apa yang dimaksud dengan Pengembangan Ekonomi Lokal? Bagaimana perkembangannya di Indonesia?
5. Apa yang dimaksud dengan kawasan ‘business clusters”? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia. 
10. Kesimpulan (Rangkuman)
Pembangunan wilayah ditujukan untuk: a) kemakmuran wilayah; b) menata, memberdayakan, melestarikan, dan menjaga sumber daya lingkungan dan alam agar memiliki nilai tambah bagi keberlanjutan sistem kegiatan produksi di suatu daerah; c) memberdayakan kelembagaan di daerah agar mampu mandiri dalam melakukan pengambilan keputusan dan berkinerja tinggi; dan d) mensejahterakan masyarakat di suatu lokasi.
Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, setidaknya ada 3 teori yang bisa dijadikan sandaran, yaitu teori lokasi; teori pusat pelayanan, dan teori kutub pertumbuhan. Dalam implementasi di Indonesia, ada banyak program yang telah dilakukan, yaitu pengembangan kawasan agropolitan, KAPET, PEL, dan Program kerjasama pembangunan regional lainnya, misalnya JABODETABEKJUR dan Gerbangkertosusilo.
11. Test Formatif 
1)  Kawasan Gerbangkertosusilo yang sama dengan JABODETABEKJUR, terletak di Provinsi...
a. Jawa Barat
b. Jawa Tengah
c. Jawa Timur
d. DI Jogjakarta
2) 	Dalam penyelenggaraan KAPET, ada beberapa kendala/isu yang dihadapi pemerintah, kecuali...
a. Tidak menariknya insentif fiskal yang diberikan pemerintah dalam upaya menarik investor
b. Iklim investasi belum kondusif
c. Kondisi di KAPET tidak aman
d. Kurangnya dukungan kementerian dan SKPD terkait
3) Menumbuhkan permintaan pemerintah yang bisa dipenuhi oleh UKM merupakan salah satu konsep yang dikembangkan dalam…
a. PEL
b. KAPET
c. JABODETABEKJUR
d. Kawasan agropolitan
4) Setidaknya ada empat kategori penilaian yang digunakan untuk mengukur daya saing, yaitu…
a. Struktur ekonomi, potensi wilayah, faktor produksi, dan lingkungan hidup
b. Struktur ekonomi, potensi wilayah, sumber daya manusia, dan kelembagaan
c. Potensi wilayah, daya beli masyarakat, kesehatan, dan pendidikan
d. Sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan factor sosial
5) Kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan agropolitan adalah kawasan yang sebaiknya telah ditumbuhkembangkan oleh pemerintah, seperti…
a. Daerah Aliran Sungai (DAS)
b. Kawasan industri terpadu
c. Kawasan hutan lindung
d. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Kawasan Peternakan, Kawasan Hortikultura atau Kawasan Tanaman Pangan
D. Kunci Jawaban test formatif 
Konsepsi, Pengertian, dan Tujuan Pengembangan Wilayah
1. A
2. D
3. A
4. B
5. C
Program–Program Pengembangan Wilayah
1. C
2. C
3. A
4. B
5. D
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BAB VII
ANALISIS POTENSI WILAYAH


a. Pendahuluan
Otonomi daerah  mengharuskan setiap daerah untuk menggali segenap potensi yang dimilikinya di dalam upaya meningkatkan pembangunan di daerah yang akan berujung pada  peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Terkait dengan pembangunan, permasalahan prioritas seringkali menjadi salah  satu  permasalahan  bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunannya. Misalnya, apakah memprioritaskan wilayah pengembangan atau memprioritaskan sektoral sebagai prioritas utama pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan  tujuan pembangunan dari sebagian besar pemerintah di daerah. Namun, seringkali penggalian dan pemberdayaan potensi dalam konteks pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi menimbulkan masalah baru, yaitu kurang  di perhatikannya masalah sosial (terutama pendidikan dan kesehatan) serta masalah lingkungan.  Padahal, dalam  mencapai pembangunan ekonomi wilayah yang baik, diperlukan sumber daya manusia yang handal dan sehat. Selain itu, diperlukan ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan guna memenuhi segala kebutuhan manusia yang tidak  terbatas. 
Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dapat merusak tatanan sumber daya sebagai penyedia barang yang diperlukan oleh manusia. Bila hal tersebut terus dilakukan oleh suatu daerah tanpa memperhatikan lingkungan, maka akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan lingkungan dan semakin langkanya sumber daya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia dan kelestarian lingkungan merupakan konsep dari pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. 
Pada sisi lain di era globalisasi, (global economy competitveness), peningkatan daya saing daerah menjadi  krusial, mengingat keberhasilan (kelangsungan hidup) komunitas ditentukan  oleh kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan yang cepat dan meningkatnya kompetisi pasar.  Setiap daerah perlu mengidentifikasi dan menganalisis potensi wilayah terutama berbasis keunggulan lokal. Hal ini disebabkan oleh:
a. Setiap komunitas/daerah/wilayah mempunyai potensi lokal yang unik yang dapat membantu atau menghambat pengembangan ekonominya.  
b. Untuk  membangun  daya saing tiap komunitas/daerah diperlukan pemahaman dan tindakan yang didasarkan atas  kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar daerahnya bisa menarik kegiatan bisnis, kehadiran pekerja dan lembaga yang menunjang 
Selanjutnya, bagaimana agar daya saing bisa dioptimalkan?  Indikator-indikator apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya saing tersebut? World Economic Forum (WEF), lembaga dunia yang secara rutin menerbitkan "Global Competitiveness Report" mendefinisikan daya saing nasional sebagai "kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan". Sedangkan daya saing yang menjadi fokus kita adalah daya saing yang berbasis potensi daerah. Kata kuncinya terletak pada, "bagaimana suatu daerah melakukan penggalian atas sumber-sumber yang dimiliknya, sehingga daerah tersebut memiliki kemampuan untuk menjadi unggul, terlebih lagi jika disertai inovasi dalam menggarap pasar global".
Daya saing dapat diukur dengan beberapa indikator :
· Struktur Ekonomi: komposisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah, serta tingkat investasi asing atau domestic.  Beberapa teknik analisis yang biasa digunakan location quotient (LQ), shift-share analysis, economic base analysis, regional income indicators dst.
· Potensi Wilayah :  yang non tradeable seperti lokasi, prasarana, sumber daya alam, amenity, biaya hidup dan bisnis, citra daerah.
· Sumber daya manusia : kualitas SDM yang mendukung kegiatan ekonomi 
· Kelembagaan : konsistensi kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah, perilaku masyarakat serta budaya yang mendukung produktivitas.
Pada laporannya yang diliris pada tahun 2006-2007, WEF merangking Indonesia pada urutan ke-50 dari 125 negara yang disurvey oleh organisasi tersebut. Bila dilihat perbandingannya, kemajuan rangkin ini secara umum bisa dikatakan terus mengalami penaikan sejak 4 tahun terakhir:
· 2006 rangking 50 dari 125 negara
· 2005 rangking 74 dari 117 negara
· 2004 rangking 69 dari 104 negara
· 2003 rangking 72 dari 101 negara  
Bila dibanding dengan Malaysia dan Thailand, peringkat daya saing Indonesia masih berada di bawah kedua negara tersebut. Ini jelas merupakan tantangan bagi bangsa ini untuk terus meningkatkan daya saing tersebut. Ini jelas akan berakibat seberapa besar kemajuan yang bisa diraih di masa depan.
b. Teknik Analisis Potensi Wilayah
1. Identifikasi Potensi Wilayah
Identifikasi  potensi wilayah merupakan aktivitas mengenal,  memahami dan merinci secara keseluruhan  potensi   (SDA & SDM) yang dimiliki wilayah  baik yang telah dimobilisir maupun yang belum dimobilisir yang dapat mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah yang bersangkutan dan atau wilayah lain.  Wilayah :  ruang yang merupakan kesatuan geografis   beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistimnya  Ditentukan berdasarkan aspek administratif   dan atau aspek fungsional 
Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengidentifikasi potensi dan masalah  dari unsur-unsur sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah yang  bersangkutan  atau dalam pembangunan pada umumnya baik secara numerik/kuantitatif maupun kualitatif dengan bantuan tabel, grafik, peta, dsb.
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Gambar 56. Wilayah dari Aspek Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kelembagaan
Sasaran/aspek-aspek dari kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi dan Masalah Wilayah adalah :
1) Aspek siklus keberadaannya
2) Aspek jumlah/deposit
3) Aspek kualitas
4) Aspek sebaran
5) Aspek kemanfaatan/pemanfaatan
6) Aspek kebijakan/legal/hukum dalam pengelolaannnya (termasuk kepemilikannya)
7) Aspek permasalahan
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) Bagi Pemetaan Potensi Wilayah
Dalam rangka pengembangan potensi daerah diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung dan memonitor pelaksanaan pembangunan potensi daerah tersebut. Webgis Simpotenda adalah aplikasi Sistem Informasi Potensi Daerah berbasis SIG.
SIG atau GIS (Geographic Information  System) adalah suatu sistem yang mendesain, mengelola dan menyajikan data bereferensi geografis atau peta dalam mendukung pengambilan keputusan. SIG atau GIS merupakan  suatu tools yang didisain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi telah mencapai kemajuan yang cukup pesat. 
Webgis Simpotenda merupakan bagian dari situs resmi pemerintah daerah (Provinsi atau kabupaten atau Kota) berbasis GIS (peta) sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat umum maupun calon pengunjung/investor melalui internet.  
Kemampuan SIG antara lain :
· Memetakan Letak
Data realita di permukaan bumi dipetakan ke dalam beberapa layer dengan setiap layernya merupakan representase kumpulan benda (feature) yang mempunyai kesamaan, contohnya layer jalan, layer bangunan, dan layer customer.  Layer-layer ini kemudian disatukan dengan disesuaikan urutannya.
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Gambar 57  Representasi SIG terhadap dunia nyata
Setiap data pada setiap layer dapat dicari, seperti halnya query terhadap database, untuk kemudian dilihat letaknya dalam keseluruhan peta.  Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk mencari dimana letak suatu daerah, benda, atau lainnya di permukaan bumi.  Fungsi ini dapat digunakan seperti untuk mencari lokasi rumah, mencari rute jalan, mencari tempat-tempat penting dan lainnya yang ada di peta.  Orang dapat pula melihat pola-pola yang mungkin akan muncul dengan melihat penyebaran letak-letak feature, misalnya sekolah, pelanggan, daerah miskin dan sebagainya.

· Memetakan Kuantitas
	Orang sering memetakan kuantitas, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan jumlah, seperti dimana yang paling banyak atau dimana yang paling sedikit.  Dengan melihat penyebaran kuantitas tersebut dapat mencari tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun juga untuk mencari hubungan dari masing-masing tempat tersebut.  
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Gambar 58   Jumlah penderita kanker di Teluk Cod
	Pemetaan ini akan lebih memudahkan pengamatan terhadap data statistik dibanding database biasa. Contoh SIG pada Gambar berikut memetakan jumlah penderita kanker di Teluk Cod direlasikan dengan penggunaan lahan.  Pemetaan ini digunakan untuk menganalisa apakah penggunaan pestisida dan bahan kimi lainnya berpengaruh terhadap kasus kanker yang terjadi.                                                     
· Memetakan Kerapatan (Density)
Pada saat orang melihat konsentrasi dari  penyebaran dari feature, di wilayah yang mengandung banyak feature mungkin akan mendapat kesulitan untuk melihat wilayah mana yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi dari wilayah lainnya.  Peta kerapatan dapat mengubah bentuk konsentrasi ke dalam unit-unit yang lebih mudah untuk dipahami dan seragam, misal membagi dalam kotak-kotak selebar 10 km2 dengan menggunakan perbedaan warna untuk menandai tiap-tiap kelas kerapatan. 
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Gambar. 59  Contoh Peta Kuantitas
Pemetaan kerapatan sangat berguna untuk data-data yang berjumlah besar seperti sensus atau data statistik daerah.  Dalam data sensus, sebuah unit sensus yang mempunyai jumlah keluarga diatas 40 diberi warna hijau, 30-40 hijau muda dan seterusnya.  Dengan cara ini orang akan lebih mudah melihat daerah mana yang kepadatan penduduknya tinggi dan mana yang kepadatannya penduduknya rendah.
· Memetakan Perubahan
Dengan memasukkan variabel waktu, SIG dapat dibuat untuk peta historikal.  Histori ini dapat digunakan untuk meprediksi keadaan yang akan datang dan dapat pula digunakan untuk evaluasi kebijaksanaan.  Pemetaan jalur yang dilalui badai, dapat digunakan untuk memprediksi kemana nantinya arah badai tersebut, dll.  
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Gambar 60 Peta jalur yang akan dilalui badai
· Memetakan Apa yang Ada di Dalam dan di Luar Area
SIG digunbakan juga untuk memonitor apa yang terjadi dan keputusan apa yang akan diambil dengan memetakan apa yang ada pada suatu area dan apa yang ada di luar area.  
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Gambar 61 Peta areal sekitar PLTN
Sebagai contoh, pada Gambar dibawah ini adalah peta sekolah, jalan, sirene dan lainnya dalam jarak radius 10 mil dari pembangkit listrik tenaga nuklir Palo Verde.  Peta ini digunakan untuk dasar rencana apabila terjadi keadaan darurat.  
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Gambar 62  Peta Potensi Daerah Kabupaten Bangli
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Gambar 63 Peta Lahan Kritis
Data dan informasi yang ditampilkan dalam aplikasi ini selalu dikaitkan dengan posisi geografis, artinya informasi yang disajikan dapat diketahui koordinat geografisnya (lintang dan bujur).  Lebih jauh lagi koordinat geografis tersebut merupakan gambaran tepat tentang objek-objek data dan informasi seperti :
· Puskesmas (titik)
· Jalan (garis)
· Desa (area)
Ketiga bentuk objek tersebut dapat digambarkan secara interaktif dengan data potensi daerah/wilayah sehingga pengguna internet dapat memahami dengan mudah informasi tentang data dan posisi geografissnya. Dalam penyajiannya aplikasi Simpotenda didukung oleh sumber data, sumber peta, sistem kerja dan sistem penyajian secara visual yang merupakan keunikan tersendiri yang membedakannya dengan aplikasi-aplikasi yang lain.
Secara visual dapat dilihat keterkaitan data dan posisi geografis di sektor pendidikan berikut ini:
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Gambar 64  Peta Potrensi Pendidikan Kabupaten Siak
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Gambar 65 Fasilitas Pendidikan Kab. Siak
Simpotenda adalah merupakan sarana yang akan memudahkan penyampaian data potensi daerahnya kepada umum secara lebih cepat dan mudah tanpa melalui birokrasi yang panjang.  Webgis Simpotenda dapat menyajikan dan menampilkan data potensi daerah dalam bentuk   peta secara global  (internet) sehingga dengan  mudah diakses oleh masyarakat umum. Sebagai  gambaran masyarakat yang ingin mengetahui dimana Puskesmas A berada dengan mudah dapat dijawab tentang : lokasi  (nama desa; kecamatan), jarak tempuh dan rute jalan terbaik yang harus ditempuh.
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Gambar 67 Potensi Pendidikan Kab.Siak

[image: ]
Gambar 66  SIMPOTENDA Kabupaten Siak
3. Metode Analisis  Potensi Wilayah  
Analisis Potensi Wilayah: mengkaji secara ilmiah rincian semua kekayaan/sumberdaya baik fisik dan non fisik pada area (wilayah tertentu) sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan tertentu.  Perangkat (tools) analisis untuk analisis potensi wilayah sangatlah banyak. Ada 3 metode penilaian yang biasa digunakan :
· Ekonomi Wilayah : berfokus pada analisis kuantitatif dari ekonomi daerah.  Variabel kuncinya termasuk struktur ekonomi dan biaya produksi di lokasi terutama biaya transport dan tenaga kerja.  Kelebihan : efektivitas untuk menilai industri tradisional, labor intensif, mengidentifikasi keunggulan komparatif dan  faktor harga.  Kelemahan: kurang mempertimbangkan faktor penting lain: stabilitas politik, produktivitas tenaga kerja dan kontribusi dari sektor informal
· Benchmarking : Identifikasi daerah-daerah sebagai acuan perbandingan untuk menyusun tujuan dan menggunakannya sebagai visi dan panduan.  Seiring dengan perubahan pada daerah acuan, daerah yang mengacu juga dapat secara dinamis merubah visi masa depan daerahnya.  Metode ini dapat menjelaskan hubungan sebab-akibat diantara kebijakan, perilaku dan outcomes di daerah acuan namun tidak mampu mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan akhir 
· Analisis SWOT : Analisis yang biasa digunakan dalam perencanaan strategis untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Kelebihan: tidak membatasi tujuan dan informasi yang digunakan, dapat menggunakan informas dari media massa, hasil interview dst.  Kelemahan: hasilnya dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang atau variasi dari personel yang terlibat                     (World Bank, 2001)
Perangkat analisis lain yang sering disebut sebagai indikator pembangunan. Misalnya, ICOR (Incrimental Capital Output Ratio) dapat juga digunakan sebagai perangkat analisis, namun secara umum biasa dijadikan indikator pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pengertian indikator dan perangkat analisis sering dipertukarkan. Hal itu terjadi karena suatu indikator memang seharusnya meng-indikasi-kan perubahan dari suatu keadaan. Dalam praktiknya, indikator tidak selalu dapat diperoleh secara langsung dari data sekunder, melainkan harus dihitung terlebih dahulu dengan perangkat analisis tertentu. 
Dalam modul ini, perangkat analisis yang akan ditampilkan adalah perangkat yang sederhana dan biasa digunakan untuk mengetahui potensi perkembangan kegiatan  wilayah dan melihat potensi kondisi suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya sehingga dapat membantu menghasilkan perkembangan wilayah perencanaan secara optimum. 
Penentuan prioritas pembangunan yang tepat berarti membuat suatu program pembangunan yang sesuai dengan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut serta mempertimbangkan sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ada. Hal ini berarti pula ada usaha optimalisasi pemanfaatan potensi (sumber daya alam, manusia, man-made capital, social capital) wilayah sehingga secara langsung ataupun tidak langsung akan mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perangkat analisis tersebut , antara lain LQ; ICOR; Shift Share; dan Analisis Ketenagakerjaan.
a. Metode Location Quotient (LQ)
LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah (Kabupaten/Kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Dengan kata lain, LQ dapat menghitung perbandingan antara share output sektor i di kota dan share output sektor i di provinsi: 
Metode LQ ini dipergunakan untuk melihat dominasi dan peran suatu kegiatan dalam lingkup luas wilayah tertentu.
Lqi = Si/Ni = Si/s
          S/N     Ni/N
Dengan:
Si = besaran dari suatu kegiatan tertentu yang akan diukur di kawasan perencanaan
Ni  =  besaran total untuk kegiatan tertentu dalam daerah yang lebih luas
S    =   besaran total untuk seluruh kegiatan di kawasan perencanaan
N   =   besaran total untuk seluruh kegiatan di daerah yang lebih luas
Keunggulan Metode LQ 
Ada beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain 
1.  Metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung 
2.  Metode LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan pada data historis untuk mengetahui trend. 



Kelemahan Metode LQ 
Beberapa kelemahan Metode LQ adalah 
1.  Berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah identik dengan pola permintaan bangsa dan bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional sama dengan produktivitas tiap pekerja dalam industri-industri nasional. 
2.  Berasumsi bahwa tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagregasi. 
b.  COR (CAPITAL-OUTPUT RATIO) 
Konsep capital-output ratio (COR) atau sering juga disebut koefisien modal menunjukkan hubungan antara besarnya investasi (modal) dan nilai output. Konsep COR tersebut dikenal melalui teori yang dikemukakan oleh Harrod-Domar. 
Konsep COR ada 2 macam, yaitu average capital-output ratio (ACOR) dan incremental capital-output ratio (ICOR). ACOR menunjukkan hubungan antara stok modal yang ada dan aliran output lancar yang dihasilkan. ICOR menunjukkan perbandingan antara kenaikan tertentu pada stok modal (delta K) dan kenaikan output atau pendapatan (delta Y). ICOR dapat digambarkan sebagai delta K/delta Y, atau dirumuskan sebagai berikut ICOR = dK/dY  
Dengan kata lain, ACOR menunjukkan hubungan antara segala sesuatu yang telah diinvestasikan pada masa lalu dan keseluruhan pendapatan. Sebaliknya, ICOR menunjukkan segala sesuatu yang saat ini ditambahkan pada modal atau pendapatan. ACOR merupakan konsep statis, sementara ICOR merupakan konsep dinamis. Istilah COR yang sering digunakan dalam ilmu ekonomi biasanya berkaitan dengan ICOR. Nilai rasio tersebut biasanya bergerak antara 3 dan 4 dan menunjuk pada suatu periode. 
Konsep COR dapat diterapkan tidak hanya pada perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga di berbagai  sektor perekonomian. Besarnya COR tergantung pada teknik produksi yang digunakan. Pada sektor yang teknik produksinya bersifat padat modal, COR-nya akan tinggi. Sebaliknya, sektor dengan teknik produksi padat karya, COR-nya akan rendah. Sektor-sektor seperti transportasi, telekomunikasi, perhubungan, perumahan, dan industri barang modal akan mempunyai COR sektoral yang relatif tinggi. Nilai COR yang tinggi pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh modal besar yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap output yang diinginkan. Dengan kata lain, sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang menggunakan teknik produksi yang bersifat lebih padat modal dibandingkan sektor-sektor lain. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sektor-sektor tersebut memiliki nilai COR yang tinggi. 
Sebaliknya, COR di sektor pertanian, industri barang konsumsi manufaktur (misalnya tekstil atau rokok), dan industri jasa pada umumnya relatif rendah. Nilai COR yang rendah tersebut merupakan konsekuensi dari teknik produksi yang relatif padat karya. Kebutuhan modal industri padat karya tidak seperti sektor-sektor yang menggunakan teknik produksi yang padat modal. Nilai COR keseluruhan dari suatu negara adalah rata-rata dari semua rasio sektoral tersebut.
c.  Shift And Share Analysis (SSA)
Berguna untuk melihat pertumbuhan /perkembangan dari suatu kegiatan tertentu pada suatu daerah tertentu. Dapat pula ditujukan untuk melihat tingkat perkembangan dan kedudukan suatu daerah dalam sistem wilayah yang lebih luas. Metoda ini terdiri dari:
a. Total Shift 
b. Diferensial Shift
c. Proporsionality Shift
Keunggulan Analisis Shift-Share 
Keunggulan analisis shift share antara lain:
1)   Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis shift share tergolong sederhana. 
2) Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat. 
3)   Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat. 
Kelemahan Analisis Shift-Share 
Kelemahan analisis shift-share, yaitu 
a. Hanya dapat digunakan untuk analisis ex-post. 
b. Masalah benchmark berkenaan dengan homothetic change, apakah t atau (t+1) tidak dapat dijelaskan dengan baik. 
c. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap. 
d. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa regional shift tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya. 
e. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antarsektor. 
f. Tidak ada keterkaitan antardaerah. 
d. Analisis Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jumlah Angkatan Kerja 
Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). 
Angkatan kerja dibedakan lagi ke dalam dua kelompok, yaitu 
1. Penduduk yang bekerja (sering disebut pekerja), dan 
2. Penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. 
Dengan demikian angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan meruzxpakan potensi penduduk yang akan  masuk  pasar  kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. 
Produktivitas Pekerja 
Produktivitas pekerja dapat diukur dengan produktivitas rata-rata pekerja, yang menyatakan rasio antara nilai tambah yang dihasilkan dan jumlah pekerja. Produktivitas pekerja juga dapat diukur dengan ukuran yang lebih baik, yaitu produktivitas marginal pekerja, yang menyatakan besarnya balas jasa terhadap kenaikan produktivitas pekerja. Apabila pekerja dibayar sesuai dengan produktivitas marginalnya, maka upah merupakan ukuran yang tepat untuk menggambarkan produktivitas pekerja. 
Secara praktis, produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja.
Analisa tentang sumber daya manusia dilandasi oleh analisa kependudukan. Analisa kependudukan dilakukan salah satunya dalam memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan ocal. Hasilnya merupakan masukan bagi usaha pengendalian perkembangan jumlah penduduk dan usaha penyebaran penduduk sesuai dengan ruang yang dapat menampung berdasarkan perkiraan perkembangan mendatang.
e. Analisis Sinergitas Kebijakan
Analisis ini membahas tentang hubungan antar kebijakan baik yang bersifat pararel maupun yang bersifat horizontal. Setelah melihat dan mencermati dari beberapa kebijakan yang ada maka hal yang paling penting dilakukan adalah membuat sinergi di antara beberapa kebijakan yang terkadang saling tumpang tindih. Output yang dihasilkan dari analisis ini adalah fungsi dan peranan kawasan pengembangan ekonomi.
Dalam analisis sinergitas kebijakan pengembangan kawasan pengembangan ekonomi yang terletak di kawasan perbatasan,    faktor-faktor yang harus dipertimbangkan :
· RTRW Propinsi dan kabupaten
· Pola Dasar pembangunan propinsi dan kabupaten
· Propeda
· Renstrada
· Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu/sejenisnya
Keseluruhan faktor kemudian dielaborasikan ke dalam beberapa variabel-variabel. 


f. Analisis Skalogram
Analisis ini sering digunakan dalam membuat skala-skala pada atribut-atribut suatu aspek yang kemudian diinterpretasi dan diterjemahkan sesuai kebutuhan perencanaan. Analisis ini dapat digunakan pada proyeksi sarana dan prasarana wilayah dan untuk mendefinisikan sistem perekonomian kawasan.
g. Analisis Homogenitas Aktivitas
Analisis ini merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk mendelinisasikan suatu kawasan. Analisis ini merupakan elaborasi dari beberapa faktor seperti : fisik,              Sosio-historis, infrastruktur, dsb. Hasil yang keluar dari analisis ini adalah batas kawasan pengembangan ekonomi.
h. Analisis Kesesuaian Lahan
Analisis kesesuaian lahan dapat berupa metoda menyusun layer-layer kondisi topografi, demografi, penggunaan lahan, dsb, untuk mendapatkan suatu klasifikasi peruntukan lahan yang sesuai. Hasil analisis ini adalah sebuah pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan.
Metoda yang dilakukan adalah dengan analisis kawasan budidaya dan non-budidaya, serta superimpose yang akan fungsi kegiatan yang akan ditempatkan. Adapun langkah-langkah analisis ini adalah :
a)  Membatasi kawasan budidaya dan non-budidaya. Maksud dari pembatasan ini adalah untuk mengetahui kawasan mana yang akan masih mungkin dikembangkan bagi kawasan-kawasan fungsional (seperti : permukiman, industri, pariwisata, dlll), dengan kriteria sebagai berikut :
1. Kawasan non-budidaya (kawasan lindung), dengan kriteria teknis :
· Kemiringan > 25 %
· Ketinggian > 1.000 meter dpl
2. Kawasan budidaya terdiri dari :
(2) Kawasan budidaya produktif, yaitu kawasan yang sebaiknya tetap dipertahankan, dengan ocalia teknis :
· Sawah irigasi, sawah tadah hujan dengan produktifitas 1,5 ton gabah kering giling/ha/tahun
· Tegalan/ladang dengan produktifitas > 2 ton gabah kering giling/ha/tahun
· Lahan berpotensi untuk dibangun jaringan irigasi
(3) Kawasan budidaya yang tidak produktif, yaitu kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan fungsional
b) Membuat  tabel kesesuaian lahan yang merupakan matrik dari jenis kegiatan fungsional dengan faktor-faktor berdasarkan penggunaan lahan yang ada, sarana prasarana pendukung, status pertanahan serta jaringan prasarana dan sarana yang diperlukab. Setiap sektor diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya dan setiap kolom diberi bobot sesuai dengan kegiatan fungsional yang direncanakan.
c) Hasil tersebut kemudian dipetakan untuk setiap jenis penggunaan lahan yang kemudian dioverlapkan untuk mengetahui kesesuaian lokasi untuk beberapa jenis kegiatan fungsional.
d) Berdasarkan hasil peta overlap tersebut kemudian dibuat tabel kesesuaian antar guna lahan. Maksud dari analisa ini adalah untuk menghindari terjadinya konflik antar jenis fungsional yang saling berdekatan.
e) Membuat struktur tata ruang daerah perencanaan yang mencakup struktur tata ruang pada kawasan budidaya dan kawasan non-budidaya yang disesuaikan dengan orientasi perkembangan dan orientasi pusat sub-pusat, rencana/prigram-program yang ada untuk pembangunan (misalnya jaringan jalan, jaringan irigasi, dll)
i. Analisis Daya Dukung Lingkungan dan Manajemen Resiko.
Analisis ini melihat kemampuan daya dukung lingkungan sebagai batas ambang dalam pengembangan wilayah. Analisa daya dukung lingkungan dikombinasikan dengan analisa manajemen resiko tentang kemampuan lingkungan terhadap keberlangsungan lingkungan terutama sektor unggulan, yaitu hutan. Hasil yang keluar dari analisa ini adalah sebuah model pengendalian penebangan hutan secara liar (ilegal logging).
j. Analisis  Sistem Transportasi (Origin-Destination)
Secara umum analisis ini berguna untuk mengidentifikasi pola jaringan, pergerakan, dan aktivitas transportasi baik di darat, laut, dan udara. Langkah awal dalam menganalisa sistem transportasi maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis Origin-Destination (OD) atau Asal-Tujuan. Penjelasan dari analisis ini adalah sebagai berikut :
Analisis Origin-Destination
Analisis ini berguna untuk menelusuri pola pergerakan barang dan manusia yang melewati suatu kordon-kordon tertentu. Analisis ini akan mencari pola pergerakan barang yang keluar masuk kawasan Simanggaris sehingga salah satunya dapat dikembangkan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi kawasan.
Setelah menggunakan analisis OD, maka langkah berikutnya adalah menggunakan model-model analisis sistem transportasi yang digunakan untuk melihat pola dan perkembangan jaringan jalan serta pengaturan transportasi untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang ada yang direncanakan maupun untuk mengarahkan perkembangan wilayah. Untuk itu perlu diketahui dan dianalisis aspek-aspek transportasi yang terdiri dari beberapa tahap analisis, yaitu bangkitan lalu lintas (trip generation), distribusi arus lalu lintas (trip distribution), pemilihan moda transport (moda split), aksesbilitas dan pembebanan jalan (trip assignment). 
k. Analisis Pariwisata
Konsep yang digunakan dalam analisis pariwisata adalah konsep ecotourism. Konsep pariwisata ini bertitik tolak dari visi pemanfaatan lingkungan yang sustainable untuk dimanfaatkan ke dalam pariwisata. Adapun aspek kajian dari pariwisata terdiri dari obyek dan daya tarik wisata di daerah. Hasil yang dicapai dari analisis ini adalah model pariwisata yang berbasiskan kepada    aspek-aspek unggulan.
C. CONTOH PENERAPAN TEKNIK ANALISIS POTENSI WILAYAH 
Salah satu sektor  yang menjadi unggulan dari Kabupaten X adalah sektor pertanian. Berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan, sektor pertanian mempunyai keterkaitan yang erat dengan sektor  peternakan terutama dalam pemanfaatan limbah pertanian yang digunakan untuk pakan ternak. Di samping itu, kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk  organik bagi pertumbuhan tanaman pertanian. Oleh karena itu, hubungan timbal balik ini dalam lebih dikenal dengan integrated  farming (keterpaduan peternakan dan tanaman pertanian) dengan prinsip zero waste.
Di samping konsep tersebut di atas, dalam pembangunan peternakan diperlukan konsep pembangunan peternakan yang berkelanjutan. Syarat dari  pembangunan peternakan yang berkelanjutan tersebut adalah produksi bibit dan penyediaan pakan dapat disediakan oleh wilayah tersebut. Konsep inilah yang disebut  dengan konsep LEISA (low external inputs sustainable agriculture). Dengan konsep ini diharapkan pembangunan peternakan dapat berkembangan dengan baik dan berkelanjutan. 
Analisis yang dilakukan terhadap potensi yang terkait dengan peternakan meliputi :
Analsisi Laju Pertumbuhan Populasi
Variabel yang diamati adalah jumlah populasi yang dihitung trend pertumbuhan dari jumlah populasi tersebut selama lima tahun terakhir. Model penduga perkembangan populasi menggunakan model regresi linear sederhana dalam bentuk persamaan sebagai berikut:
Y = a + bX
Analisis Kesesuaian Ekologi Ternak
Kategori wilayah dapat dibedakan berdasarkan jenis ternak yang potensial  dikembangkan. Adapun ternak yang terpilih adalah ternak yang mempunyai kategori LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture). Sehingga hasilnya diharapkan terus berkelanjutan.



Analisis Potensi Pakan
Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah potensi pakan hijauan (rumput-rumputan) dan limbah pertanian) yang diukur dengan rumus:
Ketersediaan Rumput:
· Lahan sawah      = (0,77591 x luas lahan x 0,06 x 6,083) ton BK/tahun
· Lahan Kering     = (1,062 x luas lahan x 0,09785 x 6,083) ton BK/tahun
· Lahan Pangonan = (1,062 x luas lahan x 6,083) ton BK/tahun
· Lahan Hutan       = (2,308 x luas lahan x 0,05875 x  6,083) ton BK/tahun
Ketersediaan limbah pertanian:
· Jerami Padi = (3,86 x luas panen x 0,9) ton BK/tahun
· Jerami Jagung = (0,86 x luas panen x 0,9) ton BK/tahun
· Jerami kacang kedele = (1,59 x luas panen x 0,9) ton BK/tahun
· Jerami kacang tanah = (2,14 x luas panen x 0,9) ton BK/tahun
· Jerami kacang hijau = (1,59 x luas panen x 0,9) ton BK/tahun
· Daun ubi jalar = (1,91 x luas panen x 0,9) ton BK/tahun
· Daun ubi kayu = (0,92 x luas panen x 0,9) ton BK/tahun

Analisis Kapasitas Tampung Wilayah
Analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi wilayah dalam menampung sejumlah ternak (satuan ternak) diukur dari ketersediaan hijauan dengan rumus sebagai berikut:
KWT =   LiRi +  PiJi
                KH
Di mana:
KWT 	= Kemampuan wilayah dalam menampung ternak
KH	 = Kebutuhan hijauan setiap satuan ternak per tahun              (9,1 kg     BK x 365)
Li  	= Luas masing-masing ekologi lahan (i = 1,2,...,n)
Ri  	= Produktivitas rumput per setiap ekologi lahan per tahun
Pi  	 = luas panen dari masing-masing lahan (i = 1,2,...,n)
Ji   	= Produktivitas limbah pertanian dari setiap luas panen per tahun
Satuan Ternak (ST):
1 ST Kerbau			= 0,07 ST
1 ST Sapi      			= 0,8 ST
1 ST Domba/kambing 	= 0,065 ST
1 ST ayam petelur 		= 0,02 ST
1 ST itik 			= 0,02 ST
1 ST ayam broiler 		= 0,002 ST
Analisis Komoditas Peternakan Basis
Analisis komoditas basis menggunakan metode Location Quotient (LQ) yaitu merupakan perbandingan antara pangsa relatif  bidang usaha peternakan ke-I terhadap output peternakan di wilayah kecamatan dengan pangsa relative bidang usaha ke-i terhadap output peternakan wilayah kabupaten bersangkutan. 
Adapun rumus LQ adalah sebagai berikut:
        Xij / ∑ Xij
LQ = ___________
         ∑Xij / ∑∑ Xij
Di mana:
LQ     = nilai komoditas basis, bila LQ < 1 maka wilayah tersebut bukan sebagai wilayah surplus komoditas tersebut tapi bila LQ > 1 maka wilayah tersebut
              dikatakan surplus
Xij      =  populasi jenis ternak ke-i dalam ST di kecamatan ke-j
∑Xij  = total populasi ternak ke-i di kecamatan ke-j atau di seluruh kabupaten
∑Xij  = total populasi ternak dalam ST di seluruh kecamatan atau kabupaten
Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi ternak-ternak yang mempunyai kemampuan dalam hal zero waste dan LEISA, yaitu ternak sapi potong, sapi perah, kambing, domba, ayam buras, dan itik. Ternak-ternak tersebut mempunyai kemampuan dalam penyediaan bibit, pemanfaatan pakan lokal, dan mampu beradaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya.
Pada bagian terdahulu telah diuraikan berbagai potensi (populasi dan pakan)  dan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan peternakan di Kabupaten X. Untuk mengidentifikasi kecamatan sentra pengembangan  komoditas baik ternak ruminansia dan unggas, maka dilakukan analisis terhadap potensi potensi tersebut. 
Ada 3 analisis yang digunakan untuk menseleksi wilayah yang akan menjadi sentra pengembangan komoditas, yaitu analisis potensi populasi dan pakan berdasarkan pembobotan, analisis kemampuan komoditas di suatu wilayah berdasarkan Location Quotient (LQ) dan analisis skalogram untuk menghitung sarana dan prasarana pendukung. 








Tabel. 7. LQ dan Analisis Skalogram
[image: ]Keterangan:
O  :  Kecamatan terpilih berdasarkan agroekosistem, populasi dan potensi pakan
+  :   Kecamatan terpilih berdasarkan hasil Locatio Quotient (LQ)
x  :  Kecamatan terpilih berdasarkan sarana dan prasarana pendukung
    :  Kecamatan terpilih sebagai kecamatan sentra pengembangan komoditas berdasarkan hasil potensi, LQ, dan sarana dan prasarana
Ada tiga variabel yang digunakan untuk mengukur potensi wilayah, yaitu agro ekosistem, populasi, dan ketersediaan pakan. Sedangkan LQ digunakan untuk mengukur apakah wilayah tersebut adalah wilayah suplai komoditas tersebut atau tidak dan analisis skalogram digunakan untuk mengukur potensi sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengembangan komoditas peternakan tersebut.
D. Latihan 
a. Keberhasilan tujuan pembangunan wilayah tidak lepas dari daya dukung tinggi potensi yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan. Untuk itu, potensi yang dimiliki daerah perlu diidentifikasi dan dianalisis keterdukungannya. Terkait dengan efektivitas pembangunan daerah , mengapa potensi perlu diidentifikasi dan dianalisis?
b. Dari segi cakupannya, potensi wilayah bisa dikelompokan kedalam 4 kelompok wilayah potensi, yaitu wilayah aspek fisik dan aspek ekonomi………………………, jelaskan!
c. Sejauh mana daya saing daerah menduduki peran penting bagi efektivitas dan mutu pembangunan wilayah? Terkait dengan peningkatkan daya saing di daerah anda, apa yang sebaiknya dilakukan agar kabupaten anda memiliki daya saing tinggi?
d. Dari beberapa teknik analisis potensi daerah yang anda simak pada pertemuan terdahulu, jelaskan secara singkat 4 teknik yang bisa digunakan dalam menganalisis potensi wilayah!
e. Geographic Information System yang diIndonesiakan dengan istilah SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan salah satu sumber data yang bisa dijadikan salah satu acuan dalam melakukan analisis potensi wilayah. Jelaskan konsep dan fungsi spesifik dari SIG!
E. Kesimpulan (Rangkuman)
Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditunjukkan bahwa aktivitas identifikasi dan analisis potensi daerah/wilayah  dapat dijadikan langkah awal sebagai salah satu pemicu peningkatan posisi daya saing daerah.  Menyajikan data dan informasi yang akurat, cepat dan tepat menjadi satu kebutuhan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan, kebutuhan perencanaan pembangunan dan sumber informasi untuk meyakinkan calon investor. 
Aplikasi WebGIS dapat dijadikan salah satu alternatif yang mampu menampilkan penyajian data yang cepat dan tepat. Bagaimana kandungan kekayaan alam dan sumber daya lainnya ditampilkan secara tepat dalam format spasial menjadikannya hidup dan menarik.
F. Test Formatif 
1. Ada tiga variabel yang digunakan untuk mengukur potensi wilayah, yaitu…
A. Agroekosistem, populasi, dan ketersediaan pakan
B. Ekosistem, sistem ekonomi, dan sistem social
C. Daya beli, kesehatan, dan pendidikan
D. Tidak ada yang benar
2. Berikut ini adalah ternak-ternak yang mempunyai kemampuan dalam hal zero waste dan LEISA, yaitu…
A.  ternak sapi potong, sapi perah, dan kuda
B. kambing, domba, ayam buras, dan itik
C. kambing, domba, dan kuda
D. kalkun, kambing, dan bebek
3. Model pengendalian penebangan hutan secara liar (illegal logging) merupakan keluaran dari…
A. Analisis pariwisata
B. Analisis asal-tujuan
C. Analisis tenaga kerja
D. Analisis daya dukung lingkungan dan manajemen resiko
4. Batas kawasan pengembangan ekonomi merupakan hasil dari analisis…
A. Kesesuaian lahan
B. Pariwisata
C. Homogenitas aktivitas
D. Daya dukung lingkungan
5. Dalam koordinat geografis, jalan digambarkan dengan simbol…
A. Titik
B. Garis
C. Area
D. Lingkaran

G. Kunci Jawaban Test Formatif 
1. A
2. B
3. D
4. C
5. B
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PENUTUP


Konsep wilayah dalam proses penataan ruang harus meliputi konsep ruang sebagai ruang wilayah ekonomi, ruang wilayah sosial budaya, ruang wilayah ekologi, dan ruang wilayah politik. Wilayah itu sendiri adalah batasan geografis (deliniasi yang dibatasi oleh koordinat geografis) yang mempunyai pengertian/maksud tertentu atau sesuai dengan fungsi pengamatan tertentu. Ilmu kewilayahan mencakup dua mazhab ilmu yaitu regional economic dan regional geography. Regional economic (ekonomi regional/wilayah) membahas ekonomi atau perkonomian dikaitkan dengan wilayah karena sumberdaya perekonomian tidak sama di setiap wilayah, tidak seragam dan tersebar tidak berkumpul di suatu wilayah sehingga akan berpengaruh terhadap produktivitas suatu kegiatan. Jadi ekonomi wilayah menganalisis keruangan dengan menganalogikan teori-teori ekonomi umum. Geografi regional/wilayah dalam penganalisaannya lebih mendasarkan pada sifat-sifat dasar keruangan secara geografis dan implikasinya terhadap evolusi spasio-temporal dari tatanan perekonomian yang kompleks. 
Peran ilmu kewilayahan sangat penting dalam pembangunan dalam menentukan suatu lokasi kegiatan, menentukan batas suatu wilayah dan sebagainya. Dimensi wilayah merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam menganalisis dan menentukan di mana (WHERE) suatu program atau proyek diletakkan dalam perencanaan pembangunan. Penentuan lokasi suatu industri atau unit produksi pada umumnya dikaitkan dengan lokasi sumber bahan mentah dan wilayah pasarnya (WHY). Kriteria yang digunakan dapat bermacam-macam (untuk menjawab HOW), misalnya biaya transportasi yang terendah, tersedianya sumber tenaga kerja dalam jumlah yang relatif banyak dan murah, tersedianya sumber daya air dan energi yang cukup besar, ataupun daya tarik lainnya berupa penghematan lokasional (locational economics) dan penghematan aglomerasi (agglomeration economics).
Landasan ilmu kewilayah didasarkan pada adanya keberagaman sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumberdaya produksi. Sumber daya fisik meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan yang di setiap wilayah/daerah tidak seragam adanya. Begitu juga sumber daya manusia yang indikatornya seperti pengetahuan, ketrampilan, kompetensi, etos kerja/sosial, pendapatan/produktivitas, kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) di setiap daerah/wilayah tidak seragam kualitas dan kuantitasnya. Sumber daya produksi merupakan input dari produksi (output) yang berupa modal dan tenaga kerja yang keberadaannya tidak seragam di setiap wilayah/daerah. Modal yang dimaksud seperti mesin-mesin, pabrik, jalan raya, mobil dan lainnya serta tingkat teknologi yang tepat, seperti pengetahuan, rekayasa, manajemen, kewirausahaan dan lainnya. Lingkungan juga merupakan sumber daya modal karena dapat menampung limbah semua kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, jadi perlu dijaga keberadaannya baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
Menurut Glasson (1974) ada dua cara pandang yang berbeda mengenai wilayah, yaitu subyektif dan obyektif. Pandangan subyektif: wilayah merupakan sarana untuk mencapai tujuan; hanya berupa buah pikiran; suatu model untuk membantu mempelajari (bagian) permukaan bumi. Sedangkan pandangan obyektif: wilayah adalah nyata ada, merujuk pada bagian permukaan bumi; wilayah alamiah (natural regions): apa yang tertangkap oleh indera mata, tanpa intervensi pikiran. Dalam rangka kepentingan studi maka pandangan subyektif lebih sering digunakan karena dapat disesuaikan dengan tujuan studi itu sendiri. 
Di Indonesia hingga saat ini telah dikenal berbagai wilayah-wilayah perencanaan/pengelolaan berbasis sistem ekologi seperti kesepakatan pengelolaan wilayah berbasis bioregion, penerapan status kawasan-kawasan lindung cagar alam, suaka margasatwa dan lain-lain. Wilayah perencanaan/pengelolaan seperti Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Free Trade Zona, Kawasan Andalan, Kawasan Sentra Produksi (KSP) sehingga Agropolitan merupakan penerapan kawasan-kawasan terencana dan pengelolaan yang dilaksanakan pada pemahaman konsep-konsep wilayah sebagai sistem ekonomi. Namun beberapa kawasan strategis tertentu direncanakan secara lebih terpadu karena pertimbangan keterkaitan sistem ekologi, sosial dan ekologi yang kompleks seperti perencanaan Kawasan Jabotabek (Jakarta-Bogor-Tanggerang dan Bekasi) dan Bopuncur (Bogor-Puncak dan Cianjur) yang diatur melalui perencanaan tata ruang yang khusus. Belakangan akibat perkembangan yang semakin kompleks kedua kawasan dintegrasikan dalam sistem perencanaan khusus (kawasan strategis) yang dikenal sebagai kawasan Jabodetabekjur tanpa harus melakukan perubahan wilayah administratifnya.
Analisis-analisis yang dikembangkan oleh von Thunen, Weber, Losch dan Christaller di awal abad 19 dan awal abad 20 pada dasarnya berupaya mencari jawaban-jawaban tentang “di mana” dan “mengapa” aktivitas ekonomi memilih lokasi.
Perwilayahan/regionalisasi adalah usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi tersebut dengan melakukan deliniasi untuk tujuan tertentu. Permukaan bumi akan terbagi-bagi atas berbagai wilayah sesuai dengan konsep wilayahnya. Perbedaan konsep wilayah yang diterapkan menghasilkan perbedaan unit-unit atau batas-batas wilayah yang dihasilkan. Hasil dari regionalisasi atau pewilayahan diperoleh beberapa pandangan, yaitu wilayah homogen, wilayah fungsional dan wilayah perencanaan. Metode pewilayahan ada dua, yaitu penyamarataan wilayah (regional generalization) dan klasifikasi wilayah (regional classification). 
Ilmu wilayah sebagaimana didefinisikan oleh Sutami (1977) adalah ilmu yang mempelajari wilayah terutama sebagai sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama ecosystem dengan subsistem utama social system, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu kesatuan wilayah guna pengembangan, termasuk penjagaan kelestarian wilayah tersebut. 
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.  Sedangkan kawasan adalah wilayah yag memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Dikenal banyak bentuk kawasan yaitu : kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, kawasan agropolitan, kawasan metropolitan, kawasan megapolitan, kawasan strategis nasional, provinsi, kabupaten/kota dan ruang terbuka hijau. PP No. 26 Tahun 2008 menambahkan kawasan andalan, kawasan permukiman, kawasan strategis nasional, kawasan pertahanan negara, pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL), pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), wilayah sungai, DAS, RTH, ZEE, daerah otonom. 
Struktur wilayah merupakan hasil kenampakan multifaktor dari struktur sosial, struktur ekonomi dan struktur pemanfaatan ruang (Rijanta, 2005). Sementara itu batas wilayah (boundaries) formal adalah penetapan batas berdasarkan hukum, dibuat tanda dalam peta, dipagari atau diberi catatan lainnya pada tanah, dan dipertahankan. Batas wilayah (boundaries) informal mungkin hanya simbol. Contohnya, sebuah “gang” di kota mempunyai “wilayah kekuasaan”  luas dari jalan utama sampai jalan perkampungan, tetapi area tersebut tidak resmi dipetakan atau dibatasi, walaupun begitu ditandai dengan grafiti dan dipertahankan dengan agresif. 
Penegasan Batas Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :  1 Tahun 2006, yang terdiri atas batas daerah di darat dan di laut. Dalam lampiran peraturan ini dijabarkan secara rinci tata cara penentuan batas di laut untuk kondisi yang berbeda yakni pantai yang bebas, pantai yang saling berhadapan dan pantai saling berdampingan. Disamping itu juga dibahas tentang tata cara pemasangan batas dengan menggunakan pilar dengan bentuk dan ukuran yang berlainan.
 	Daerah-daerah pinggiran seringkali disebut daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah di sekitarnya. John Friedmann (1966) membagi dunia menjadi pusat yang dinamis dan daerah tepi yang statis. Pada umumnya daerah-daerah inti melaksanakan fungsi pelayanan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Beberapa daerah inti memperlihatkan fungsi khusus, misalnya sebagai pusat perdagangan atau pusat industri, ibukota pemerintahan dan sebagainya.
Penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006.
Pembangunan wilayah adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan nasional, untuk mengingkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, setidaknya ada 3 teori yang bisa dijadikan sandaran, yaitu teori lokasi; teori pusat pelayanan, dan teori kutub pertumbuhan. Dalam implementasi di Indonesia, ada banyak program yang telah dilakukan, yaitu pengembangan kawasan agropolitan, KAPET, PEL, dan Program kerjasama pembangunan regional lainnya, misalnya JABODETABEKJUR, Gerbangkertosusilo.
Aktivitas identifikasi dan analisis potensi daerah/wilayah  dapat dijadikan langkah awal sebagai salah satu pemicu peningkatan posisi daya saing daerah.  Menyajikan data dan informasi yang akurat, cepat dan tepat menjadi satu kebutuhan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan, kebutuhan perencanaan pembangunan dan sumber informasi untuk meyakinkan calon investor. 
Aplikasi WebGIS dapat dijadikan salah satu alternatif yang mampu menampilkan penyajian data yang cepat dan tepat. Bagaimana kandungan kekayaan alam dan sumber daya lainnya ditampilkan secara tepat dalam format spasial menjadikannya hidup dan menarik.
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